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BAB I 

P E N D A H U L U A N 
 

Rencana Kerja (RENJA) Departemen Perhubungan Tahun 2008 
merupakan rencana tahun keempat pelaksanaan pembangunan se-
suai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Perhubu-
ngan Tahun 2005 – 2009, dan merupakan kelanjutan RENJA 
Departemen Perhubungan tahun 2007. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Rencana Kerja (RENJA) Depar-
temen Perhubungan Tahun 2008 disusun berdasarkan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) 2004 - 2009 dan Rencana Strategis 
(RENSTRA) Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2009, 
dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas 
Departemen Perhubungan pada tahun 2008. 

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2008 berisi kebi-
jakan pembangunan perhubungan, yaitu transportasi dan kegiatan 
pen-dukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, anggaran 
BUMN, maupun Swasta. Uraian ini akan diawali dengan kondisi 
umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai 
dengan tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, masalah dan tan-
tangan yang harus dihadapi pada tahun 2008.  

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan priori-
tas-prioritas pembangunan tahun 2008 dan sasaran pembangunan 
yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu 
kepada agenda pembangunan Departemen Perhubungan yang perlu 
diselesaikan pada tahun 2008. Prioritas pembangunan tahunan 
disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sa-
saran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfa-
atnya oleh masyarakat; 

2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama; 
4. Realistis untuk dilaksanakan 

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang pemba-
ngunan perhubungan, yang meliputi transportasi darat (angkutan 
jalan, angkutan perkeretaapian dan ASDP), transportasi laut, trans-
portasi udara, dan kegiatan penunjang transportasi, selanjutnya di-
susun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan ke-
butuhan pendanaan. 
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Dengan demikian RENJA Departemen Perhubungan merupakan pe-
doman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Depar-
temen Perhubungan yang merupakan bagian dari penyusunan 
APBN. Berdasarkan cakupan tersebut, RENJA Departemen Perhu-
bungan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : 

1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Departemen Perhubungan 
dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang 
memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan Departemen Perhubungan, karena memuat 
seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi 
Departemen Perhubungan; 

2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA Departemen Perhubu-
ngan sebagai bagian dalam penyusunan APBN, karena memuat 
arah kebijakan pembangunan Departemen Perhubungan selama 
satu tahun; 

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen 
Departemen Perhubungan sebagai lembaga pemerintah.  

Dokumen RENJA Departemen Perhubungan Tahun 2008 dilengkapi 
dengan lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan 
beserta indikasi pagu untuk masing-masing program. Kedudukan 
RENJA Departemen Perhubungan dalam kerangka pikir Sistem 
Perencanaan Pembangunan Perhubungan disampaikan pada 
diagram 1. Diagram 1 memberikan gambaran bahwa proses peren-
canaan di lingkungan Departemen Perhubungan dikelompokkan 
atas tiga bagian utama yang saling terkait satu sama lain, sebagai 
berikut : 

I-2

A. Tatanan Makro Strategis Perhubungan (TMSP)  

Secara substansial, Tatanan Makro Strategis Perhubungan 
merupa-kan perangkat hukum di bidang Transportasi dan Tata 
Ruang, serta penjabaran transportasi secara sistemik, strategik, 
konsepsional, makro, dan filosofis yang dirumuskan menjadi 
Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS).  

Pada skala nasional, SISTRANAS diwujudkan dalam Tataran 
Transportasi Nasional (TATRANAS) yang disusun mengacu 
kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan 
Rencana Tata Ruang Pulau (RTRP).  

Pada skala wilayah provinsi, SISTRANAS diwujudkan dalam 
Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) yang disusun 
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Pulau (RTRP) dan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).  

Pada skala lokal (Kabupaten/Kota), SISTRANAS diwujudkan 
dalam Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) yang disusun 
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berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. 
 

 
DIAGRAM 1 
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B.  Rencana Umum & Rencana Teknis Pengembangan Perhubungan  

      Rencana Umum Pengembangan Perhubungan (RUPP) merupa-
kan cetak biru pengembangan transportasi dan fasilitas penun-
jangnya dalam kurun waktu tertentu, sedangkan  Rencana Tek-
nis Pengembangan Perhubungan (RTPP) adalah rencana peman-
faatan ruang yang bersifat teknis. Dalam penyusunan RUPP dan 
RTPP, Pedoman dan Standar Teknis Pembangunan Perhubung-
an (PSTPP) merupakan acuan utama. 

C.  Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubungan (SP3)  

 Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubungan (SP3) terdiri 
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Pendek (RENJA). Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Departemen Perhubungan (RPJP DEPHUB) 
dijabarkan menjadi Rencana Strategis Departemen Perhubu-
ngan (RENSTRA DEPHUB), Rencana Strategis Departemen Per-
hubungan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Departemen 
Perhubungan (RENJA DEPHUB). 
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BAB II 
SASARAN, PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN  

PEMBANGUNAN DEPARTEMEN  PERHUBUNGAN                       
TAHUN 2008 

 

A. KONDISI UMUM 
Secara umum hasil pembangunan transportasi di lingkungan 
Departemen Perhubungan tahun 2006 dan perkiraan tahun 
2007 telah mengalami beberapa kemajuan berdasarkan beberapa 
indikasi sebagai berikut :   

1. Pembangunan Transportasi 
Pada tahun 2006, pembangunan transportasi dilaksanakan 
melalui 5 (lima) program yang terdiri dari: Program pemeliha-
raan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan trans-
portasi darat;  Program pemeliharaan, rehabilitasi, pening-
katan dan pembangunan transportasi laut; Program pemeli-
haraan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan trans-
portasi udara; Program restrukturisasi, reformasi perhu-
bungan dan pengembangan transportasi antarmoda; serta 
Program peningkatan sarana dan prasarana transportasi. 
Selain itu terdapat program pendukung yang meliputi : Pro-
gram pencarian dan penyelamatan; Program penelitian dan 
pengembangan perhubungan; Program pengelolaan kapasitas 
sumber daya manusia aparatur dan pendidikan kedinasan; 
Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepeme-
rintahan;  serta Program pengawasan aparatur negara;  

         a.  Transportasi Darat 
              1) Lalu Lintas Angkutan Jalan  

                  Realisasi program lalu lintas angkutan jalan pada tahun         
2006, meliputi:  

                  a)  Pembatasan muatan  

Pembatasan muatan secara komprehensif dilakukan 
untuk mengurangi kerusakan jalan, kemacetan, dan 
turunnya jaminan keselamatan lalu lintas akibat 
dari angkutan muatan lebih di jalan;  

                   b)  Pengadaan Bus dan Subsidi Bus Perintis  

Pengadaan bus terealisasi sebanyak 138 unit yang 
terdiri dari: bus kota/mahasiswa/pelajar 40 unit, 
bus besar (DAMRI) 70 unit; bus perintis (Inpres No. 6 
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tahun 2003) 9 unit;  bus perintis (DAMRI)/sedang 19 
unit; dan subsidi bus perintis pada 94 trayek.  

                  c)  Penyelenggaraan angkutan lebaran 

Penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2006 dan 
persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 
2007 melalui koordinasi dengan instansi terkait;  

                  d)  Pembangunan fasilitas keselamatan  

Pembangunan dan pemasangan alat Pengujian Ken-
daraan Bermotor (PKB) 12 unit; pembangunan 
fasilitas keselamatan transportasi jalan yang meli-
puti rambu lalu lintas sebanyak 10.054 buah, lam-
pu lalu lintas (traffic light) 14 buah, marka jalan 
797.000 M’, pagar pengaman jalan 28.010 m; pem-
bangunan terminal 1 lokasi baru di Sumatera Sela-
tan dan lanjutan terminal 3 lokasi di Jawa Barat, 
Pontianak dan Matoain-NTT; rehabilitasi jembatan 
timbang 1 lokasi di Maluku. 

Beberapa kegiatan yang telah dan sedang dilakukan 
pada subsektor transportasi darat tahun 2007 terkait 
dengan program lalu lintas angkutan jalan ditekankan 
pada pemasangan 988.903 meter marka jalan dan 
pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 13.763 buah. 
Selain itu dilakukan pemasangan pagar pengaman jalan 
(guardrail) sepanjang 35.598 meter. Dalam rangka men-
dukung aksesibilitas dan mobilitas wilayah tertinggal 
dan daerah yang belum berkembang dilakukan penye-
diaan transportasi bus perintis sebanyak 17 unit, se-
hingga kebutuhan pelayanan transportasi dan pemenu-
han kebutuhan hidup masyarakat miskin dan pendu-
duk yang tinggal di wilayah terpencil dapat dipenuhi.  

            2)   Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan   

                  Realisasi program angkutan sungai, danau dan penye-
berangan tahun 2006 meliputi :  

                  a)  Mekanisme Penetapan tarif 

                       Telah disusun formulasi dan mekanisme penetapan 
tarif angkutan penyeberangan yang lebih sederhana 
dengan memperhitungkan jumlah unit kendaraan 
yang menggunakan jasa penyeberangan; 

                  b)  Pembangunan Dermaga 

                       Pembangunan baru dermaga penyeberangan di 4 
lokasi; pembangunan dermaga penyeberangan lan-
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jutan di 36 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan 
dermaga sungai di 6 lokasi; pembangunan dermaga 
danau 1 lokasi;  

                  c)  Pembangunan Kapal dan Subsidi Angkutan     

                       Telah dilakukan pembangunan kapal baru 4 unit, 
lanjutan 4 unit; subsidi angkutan penyeberangan 
perintis antar propinsi 8 lintas, dalam propinsi 54 
lintas;  

                  d)  Keselamatan Pelayaran       

                       Telah dilaksanakan pengerukan alur pelayaran pe-
nyeberangan 334.000 M3, antara lain di Cilacap-
Majingklak, serta pembangunan fasilitas kesela-
matan rambu sungai dan rambu suar 6 unit; pem-
bangunan speed boat 6 unit; dan pembangunan 
breakwater 1 lokasi di Papua. 

Pada tahun 2007, telah dan sedang dilaksanakan pem-
bangunan dermaga penyeberangan baru dan lanjutan 
sebanyak 62 unit, dermaga danau sebanyak 6 buah dan 
dermaga sungai sebanyak 2 buah, sedangkan sarana 
yang direncanakan adalah pengadaan kapal penyebe-
rangan lanjutan sebanyak 10 unit dan pembangunan 
kapal baru sebanyak 8 unit. 

b.  Perkeretaapian 
1)  Pembangunan Jalan KA   

     Pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2006 
adalah  pembangunan jalur ganda pada Lintas Tanah 
Abang – Serpong, lanjutan Yogyakarta – Kutoarjo, dan 
segmen III antara Telagasari – Cirebon. Di samping itu 
telah dilaksanakan pembebasan tanah/penertiban la-
han untuk pembangunan jalan KA baru pada lintas  
Manggarai – Bekasi – Cikarang, Pasoso – JICT, dan 
Cirebon – Kroya. Pembangunan Jalan KA Simpang-
Indralaya/USRI dan Cisomang-Cikadongdong. 

2)  Peningkatan Jalan KA  

 Telah dilakukan peningkatan jalan KA dengan peng-
gantian rel menjadi R 54/42 bantalan beton tersebar 
pada lintas Medan – Tebingtinggi, Medan-Belawan, 
Bukitputus – Indarung, lintas Babaranjang di Sumatera 
Selatan-Lampung, Cikampek-Padalarang, Bandung-
Banjar, Cirebon-Semarang, Kroya-Yogyakarta, Surabaya 
Gubeng-Solo.  
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3) Peningkatan Sistem Persinyalan  

Telah dilakukan peningkatan sistem persinyalan dari 
mekanik menjadi elektrik pada Stasiun Gundih dan 
Madiun.  

4) Jembatan, Jalan Lingkungan  dan Bangunan   

Telah dilakukan perkuatan jembatan KA bagian bawah 
termasuk hidrolika sebanyak 6 Unit dan pembuatan 
underpass jalan lingkungan 8 lokasi. bangunan opera-
sional 2 lokasi.  

5)  Sarana KA 

Pekerjaan Sarana KA meliputi pengadaan kereta penum-
pang kelas ekonomi sebanyak 26 unit, rehabilitasi 20 
unit K3, rehabilitasi kereta rel diesel (KRD) 8 unit, 
modifikasi kereta rel listrik (KRL) menjadi kereta rel 
diesel Elektrik 2 train set (10 unit), pembelian kereta rel 
listrik Indonesia (KRL-I) prototipe bekas tahap I seba-
nyak 1 train Set (4 unit) serta pengangkutan kereta rel 
listrik (KRL) hibah ex Jepang sebanyak 20 unit. 

Pekerjaan fisik yang telah dan sedang dilaksanakan tahun 
2007 adalah :  

1)  Prasarana KA 

Pembangunan jalur ganda Tanah Abang – Serpong; 
Yogyakarta – Kutoarjo; segmen III Telagasari – Cirebon; 
Cirebon – Kroya; Tegal – Pekalongan; DDT Manggarai – 
Bekasi – Cikarang tahap I, pembangunan jalan KA 
Indralaya - UNSRI; pembangunan shortcut Cisomang – 
Cikadondong; pembangunan jalan KA Pasoso – JICT; 
pemasangan rel KFW dan Bank Dunia pada lintas 
utama; peningkatan jalan KA rel R.54/50/42/33; 
penanganan jembatan kritis; peningkatan persinyalan 
dari mekanik menjadi elektrik, pemasangan fasilitas 
listrik aliran atas dan telekomunikasi. 

            2)  Sarana  

    Pekerjaaan sarana meliputi pengadaan kereta penum-
pang kelas ekonomi (20 unit); pengadaan KRD-I (10 
unit); modifikasi KRL menjadi KRDE (10 unit); 
pengangkutan KRL ex Hibah (140 unit); pembayaran 
KRL-I (4 unit); retrofit/penyehatan kereta penumpang 
kelas ekonomi dengan bogie baru (20 unit); rehabilitasi 
KRL (8 unit) dan rehabilitasi KRD (4 unit). 
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c.  Transportasi laut 
Untuk mempertahankan tingkat pelayanan jasa transpor-
tasi laut dalam tahun anggaran 2006 telah dilaksanakan 
rehabilitasi dermaga di 26 lokasi dan pembangunan 
dermaga di 26 lokasi, rehabilitasi menara suar 8 unit dan 
pembangunan menara suar 2 unit, rehabilitasi rambu suar 
16 unit dan pembangunan rambu suar 5 unit, pemba-
ngunan kapal patroli kelas IV sebanyak 1 unit dan kelas III 
sebanyak 1 unit, serta rehabilitasi kapal 10 unit, serta 
pengerukan sebanyak 3.275.000 m3. Dalam upaya 
meningkatkan kinerja pegawai di Ditjen Perhubungan Laut 
telah di laksanakan rehabilitasi gedung kantor sebanyak 30 
lokasi, dan pembangunan gedung kantor sebanyak 7 lokasi. 
Di samping itu, untuk menjangkau pelayanan daerah 
terisolir/terpencil telah dibangun 9 unit kapal perintis dan 
subsidi perintis untuk 52 trayek.  Dalam tahun anggaran 
2005 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk 
meningkatkan pelayanan jasa transportasi laut antara lain 
telah diterbitkan dan diberlakukannya Instruksi Presiden 
(Inpres) No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri 
Pelayaran Nasional dan Peraturan Presiden No. 44 tahun 
2005 tentang pengesahan konvensi internasional tentang 
Piutang Maritime dan Mortgage (Mortgage Law and Maritime 
Liens 1993), serta sudah mengusulkan ke DPR untuk revisi 
UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran guna meningkat-
kan peran serta swasta dalam pengoperasian dan pemba-
ngunan prasarana transportasi laut. Di samping itu 
pemerintah telah meminta PT. Pelindo menurunkan tarif 
Terminal Handling Charge (THC) dengan menetapkan tarif 
Container Handling Charge di Tanjung Priok sejak tanggal 1 
Nopember 2005. Sementara dalam upaya meningkatkan 
pelayanan dan memenuhi tuntutan konvensi internasional 
tentang jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran di 
perairan Indonesia, terhitung mulai 1 Juli 2004, Indonesia 
telah menerapkan standar keselamatan dan keamanan 
(International Ship and Port Facilities Security/ISPS Code) 
dengan menerbitkan International Ships Security Certificate 
(ISSC) pada beberapa armada nasional (sebanyak ± 352 
kapal dan ± 26 pelabuhan umum).  

Pada tahun 2007 telah dan sedang dilakukan beberapa 
kegiatan, yaitu rehabilitasi dermaga, fasilitas keselamatan 
pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), 
pengerukan alur pelayaran dan sarana transportasi laut 
seperti kapal-kapal navigasi dan kapal-kapal patroli agar 
penyelenggaraan transportasi laut dapat dijalankan dengan 
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tingkat keselamatan dan keamanan pelayaran yang sesuai 
dengan standar keselamatan pelayaran internasional. Pe-
ningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi 
laut diperlukan untuk wilayah dengan kepadatan lalu lintas 
tinggi sehingga pembangunan prasarana pelabuhan, fasili-
tas keselamatan pelayaran, dan sarana transportasi laut 
mencakup kegiatan lanjutan bagi pembangunan pelabuhan 
Dumai, dan rehabilitasi pelabuhan Tanjung Priok, sedang-
kan fasilitas keselamatan pelayaran mencakup kegiatan 
pembangunan 1 kapal navigasi, dan menambah peralatan 
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) pada 
15 station radio pantai (SROP). Sementara itu, pada sarana 
transportasi laut akan dibangun 1 unit kapal penumpang 
yang mampu mengangkut penumpang dan petikemas serta 
pelayanan 53 trayek pelayaran perintis pada 15 provinsi.  

        d.  Transportasi Udara 
Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2006 untuk kegiatan 
pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan 
transportasi udara antara lain: pengembangan pelayanan 
internasional transportasi udara, yaitu telah dikembangkan 
sejumlah bandara, baik yang dikelola oleh Pemerintah 
maupun yang dikelola oleh BUMN melalui penetapan 
bandara internasional (bandara Minangkabau International 
Airport di Padang dan SM Badaruddin II di Palembang). 
Restrukturisasi ruang udara di wilayah Republik Indonesia 
yang semula terbagi dalam empat FIRs (Flight Information 
Regions), yaitu Medan, Jakarta, Denpasar, dan Biak yang 
dilayani 4 ACC (Area Conttrol System), diatur menjadi dua 
(Flight Information Regions) FIR yang dilayani oleh 2 ACC, 
yaitu Jakarta dan Makassar. Dalam rangka menjamin 
terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan pener-
bangan sekaligus kelangsungan usaha perusahaan pener-
bangan sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar avtur, 
serta untuk mencegah penurunan pelayanan penerbangan, 
telah dikeluarkan kebijakan mengenai tarif referensi ang-
kutan udara melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 
KM 36 Tahun 2005 tentang Tarif Referensi untuk Penum-
pang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas 
Ekonomi. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada sub-
sektor transportasi udara sebagian besar merupakan ke-
giatan-kegiatan lanjutan, seperti penyelesaian pembangun-
an bandara Ketaping-Padang (Sumatra Barat), bandara 
Juanda-Surabaya (Jawa Timur), bandara SM Badaruddin 
II-Palembang (Sumatra Selatan), serta lanjutan pembangun-
an bandara Hasanuddin-Makassar (Sulawesi Selatan). Di 
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samping itu dilanjutkan pelayanan penerbangan perintis di 
delapan provinsi.  

Pada tahun 2007 beberapa kegiatan pada subsektor trans-
portasi udara yang telah dan sedang dilakukan meliputi: 
persiapan pembangunan Bandar Udara Medan Baru, 
Makassar dan Ternate; perpanjangan landasan Bandar 
Udara Ahmad Yani Semarang, Palembang, Mamuju, dan 
Lampung; melanjutkan pembangunan bandara di 
Banyuwangi dan Bawean (Jatim), Dr. F.L. Tobing/Sibolga 
(Sumut), dan Domine Edward Osok/ Sorong (Papua); 
pengembangan bandar udara baru di daerah pedalaman 
dan perbatasan antara lain di Sinak (Papua) dan 
Tanggetada (Sulsel); pembangunan terminal di Bengkulu 
dan Kendari; rehabilitasi/peningkatan fasilitas bandar 
udara yang melayani penerbangan perintis, penyediaan 
pelayanan angkutan udara perintis di Papua, Kalimantan, 
Sumatera, NTT, Maluku dan Sulawesi dengan jumlah rute 
sebanyak 94 rute; dan peningkatan keandalan operasional 
keselamatan penerbangan berupa peralatan telekomuni-
kasi, navigasi dan kelistrikan terutama di bandara-bandara 
kecil.  

        e.  Transportasi Antar Moda 
Melalui program pengembangan transportasi antarmoda, 
pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan 
perencanaan dan program, pemantauan dan evaluasi di 
bidang transportasi, koordinasi dan pemantapan sistem 
transportasi nasional dan wilayah. Pada program penelitian 
dan pengembangan perhubungan telah dilakukan kegiatan 
desain dan persiapan pelaksanaan penelitian asal tujuan 
transportasi nasional (OD Survey), kajian strategi pengem-
bangan transportasi multimoda di Indonesia, kajian pening-
katan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan dan 
jalur kereta api, serta kegiatan operasional Badan Litbang 
Perhubungan. 

Pada tahun 2007 terdapat beberapa kegiatan pada program 
penunjang transportasi yang telah dan sedang dilakukan 
meliputi : kajian perencanaan, evaluasi dan kebijakan bi-
dang transportasi, kajian strategis perhubungan dan trans-
portasi intermoda, penyusunan evaluasi dan operasional 
pemantauan kinerja keuangan; penyusunan pembinaan 
kinerja kepegawaian; dan peningkatan peran dan kinerja 
Pusdatin. 
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    2.  Regulasi dan Kerjasama Luar Negeri 
Selain hasil kegiatan yang telah diuraikan di tiap-tiap 
subsektor transportasi, pada tahun 2006 telah dilaksanakan 
penyelesaian proses revisi empat peraturan perundang-
undangan di bidang transportasi serta penyusunan ranca-
ngan peraturan pelaksanaannya. RUU bidang Transportasi 
telah diselesaikan dan disampaikan ke Presiden. Di samping 
itu untuk meningkatkan pelayanan angkutan lintas negara, 
telah dicapai kerja sama internasional, bilateral, regional dan 
multilateral. Pada kerja sama bilateral telah dilakukan 
konsultasi hubungan transportasi udara dengan RRC, Uni 
Emirat Arab, Vietnam, Srilangka, Korea Selatan, Jerman, dan 
Timor Leste. Pada kerja sama regional telah dilakukan 
pembahasan naskah perjanjian angkutan multimoda, saling 
mengakui hasil pemeriksaan kendaraan bermotor, pengaturan 
angkutan barang secara bebas dan jaringan jalan raya 
ASEAN, perumusan ASEAN Near Coastal Voyage, serta 
beberapa kerja sama proyek ASEAN-Jepang di bidang 
keamanan dan keselamatan angkutan pelayaran serta 
pelatihan pemahaman angkutan multimoda oleh APEC. Pada 
kerja sama multilateral, Indonesia telah turut merumuskan 
dan menandatangani perjanjian jaringan jalan raya Asia/ 
ASEAN Highway Network Agreement di Beijing tahun 2004, 
dan aktif dalam organisasi-organisasi internasional, seperti 
IMO, ICAO, WMO, dan ESCAPE.  

Pada tahun 2007 telah dan sedang dilakukan beberapa 
kegiatan pada program regulasi dan kerjasama luar negeri 
bidang transportasi, meliputi: penyusunan peraturan bidang 
transportasi, sosialisasi peraturan bidang transportasi, 
peningkatan kerjasama luar negeri (KSLN) Perhubungan. 

 

B.  PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 
Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pada 
pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi, permasa-
lahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas 
dan jangkauan pelayanan dalam kondisi pendanaan pemerintah 
yang terbatas, termasuk mempertahankan dan meningkatkan 
keselamatan pengguna jasa transportasi. Permasalahan pelaya-
nan transportasi ini diindikasikan oleh belum memadainya dan 
belum dicapainya tingkat keandalan, keselamatan serta kepu-
asan pengguna jasa  baik karena faktor perilaku manusia, kela-
ikan armada, kondisi teknis prasarana, manajemen operasional 
maupun kualitas penegakan hukum, sebagai berikut : 
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1.  Transportasi Darat  
Permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan lalu 
lintas angkutan jalan sampai dengan tahun 2008, baik 
prasarana dan sarana moda transportasi jalan terutama 
adalah masih rendahnya kelaikan prasarana dan sarana 
jalan, disiplin dan keselamatan lalu lintas di jalan, serta 
perkembangan armada dan pergerakan angkutan jalan yang 
terus meningkat dan tidak sebanding dengan perkembangan 
panjang dan kapasitas prasarana jalan. Di samping itu, 
masalah kemacetan dan dampak polusi udara khususnya di 
kota-kota besar masih merupakan tantangan yang harus 
diatasi. Jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu 
lintas, serta pelanggaran muatan lebih di jalan masih tinggi 
sehingga memerlukan koordinasi dan upaya yang lebih 
intensif di masa depan. Jumlah kecelakaan kendaraan ber-
motor berdasarkan tingkat kecelakaan tahun 2006 sebanyak 
32.988 kejadian dengan memakan korban meninggal dunia 
sebanyak 12.117 orang dan 13.434 orang luka berat. Tingkat 
jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan 
dan terpencil masih terbatas, dilihat dari terbatasnya pemba-
ngunan prasarana jalan dan penyediaan angkutan umum 
perintis. 

Permasalahan yang masih akan dihadapi dalam pembangun-
an transportasi sungai, danau dan penyeberangan sampai 
tahun 2008 adalah terbatasnya baik jumlah sarana dan 
prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan 
(ASDP) maupun optimasi dan sinerginya dengan prasarana/ 
dermaga transportasi laut, dibandingkan dengan kebutuhan 
pengembangan wilayah dan angkutan antar pulau di seluruh 
Indonesia. Pembinaan dan pengembangan angkutan sungai 
dan danau serta potensi penggunaan sumberdaya air di 
sungai dan kanal secara terpadu untuk transportasi dan 
pengembangan sektor lain, baik pariwisata, penanggulangan 
banjir dan kesehatan, belum dikembangkan secara baik. 
Sistem pembinaan dan manajemen sumber daya air sungai 
dan danau secara terpadu, baik dari sektor transportasi, 
pariwisata, pekerjaan umum dan pemerintah daerah serta 
peran serta dan budaya masyarakat, secara berkesinam-
bungan dan jangka panjang perlu dibangun dan dikembang-
kan. Ketersediaan prasarana dan sarana serta kondisi 
armada angkutan penyeberangan masih sangat terbatas dan 
sebagian besar perlu diremajakan armada yang dikelola baik 
oleh BUMN maupun swasta nasional. 
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    2.  Perkeretaapian  
Permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi dalam 
pembangunan perkeretaapian pada tahun 2008, diantaranya 
adalah angka kecelakaan yang relatif masih cukup tinggi. 
Dalam tahun 2006 telah terjadi kecelakaan KA sebanyak 86 
kali yaitu, kecelakaan KA dengan KA 5 kali, KA dengan 
kendaraan bermotor 22 kali, akibat anjlog/terguling 52 kali 
dan banjir/longsor 7 kali. Jumlah korban jiwa sebanyak 173 
orang meliputi luka ringan 52 orang, luka berat 71 orang dan 
meninggal dunia sebanyak 50 orang. Permasalahan serta tan-
tangan lain yang masih akan dihadapi diantaranya adalah : 
kualitas pelayanan rendah, pangsa angkutan kereta api 
terhadap keseluruhan transportasi darat rendah, waktu 
tempuh lama, jumlah kereta api ekonomi menurun, jumlah 
armada terbatas dan telah melewati umur ekonomis, masih 
tingginya backlog pemeliharaan prasarana dan sarana KA, 
belum/masih kurangnya keterpaduan dengan moda transpor-
tasi lain, kapasitas jenuh pada beberapa segmen di koridor 
utama, belum optimalnya angkutan barang karena terbatas-
nya akses ke pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Tanjung 
Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak dan Belawan. 
 

    3.  Transportasi Laut  
Tantangan dan masalah utama tahun 2008 pada subsektor 
transportasi laut adalah menciptakan kondisi agar keselama-
tan pelayaran di Indonesia semakin baik dan kegiatan 
bongkar muat di pelabuhan dapat dilakukan secara lebih 
cepat sehingga tidak terjadi penumpukan barang di pelabuh-
an. Penumpukan barang kemungkinan besar terjadi apabila 
tidak dilakukan penambahan kapasitas dan perbaikan penge-
lolaan prasarana dan sarana transportasi laut. Terkait dengan 
permasalahan keselamatan, data kecelakaan tahun 2006 
menunjukkan bahwa peristiwa kapal tenggelam terjadi 143 
kali dengan rinician 72 kali kapal tenggelam, kebakaran 28 
kali, tubrukan 14 kali, kandas/hanyut 26 kali, kecelakaan 
lainnya 3 kali dengan korban jiwa 727 orang, kendaraan 31 
unit, barang 2.556 ton dan hewan 425 ekor. Faktor-faktor 
penyebab adalah : kelalaian manusia 39 peristiwa, faktor 
alam 67 kejadian, dan faktor teknis 37 kejadian. Mengacu 
kepada tingginya kecelakaan transportasi laut, perlu dilaku-
kan peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sara-
na Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), pengerukan alur pelaya-
ran dan rekondisi dan pembangunan sarana transportasi laut 
seperti kapal-kapal navigasi dan kapal-kapal patroli agar 
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penyelenggaraan transportasi laut dapat dijalankan dengan 
tingkat keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar 
keselamatan pelayaran internasional 
 

 

4.  Transportasi Udara  
      Permasalahan  yang  masih dihadapi pada pembangunan trans-

portasi udara sampai dengan tahun 2008 adalah SDM, karena  
dari kejadian-kejadian kecelakaan selama ini, sekitar 70 – 80 % 
penyebabnya adalah SDM. Sumber Daya manusia sangat 
berpengaruh dan berkaitan satu sama lain misalnya pilot 
dengan petugas air traffic control begitu juga dengan mainte-
nance pesawat dan dengan managemen maskapai penerbangan. 
Sejak terjadi deregulasi industri penerbangan di Amerika 
Serikat, perkembangan penerbangan di Indonesia mengalami 
peningkatan yang drastis. Pada 1998 jumlah penumpang 
pesawat sebanyak 6 juta per tahun melonjak menjadi 30 juta 
penumpang pertahun pada kurun waktu 2003-2006. Selain itu 
dalam tiga bulan pertama tahun 2007  telah terjadi kecelakaan 
pesawat berbadan besar dengan jatuhnya pesawat Adam Air di 
laut Sulawesi dengan korban jiwa sebanyak 102 penumpang, di 
samping itu pesawat Adam Air mengalami hard landing di 
Surabaya dan terbakarnya pesawat Garuda Indonesia saat hard 
landing di Pangkalan Adi Sucipto dengan korban sebanyak 22 
orang meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka parah. 
Disamping itu hasilaudit bandara menunjukkan bahwa 
kebanyakan teknologi sarana dan prasarana bandara berada 
dibawah standar. Hal ini disebabkan mahalnya biaya perawatan 
untuk peralatan navigasi dan fasilitas lainnya, sedangkan disisi 
lain peralatan alat bantu navigasi, x ray, detector dan peralatan 
lainnya, jumlahnya masih belum memadai. Dari sisi maskapai 
penerbangan (operator), armada yang di operasikan 70 % 
diantaranya tergolong pesawat tua tetapi masih layak untuk 
dioperasikan, meskipun sebenarnya tidak ekonomis sehingga 
menyebabkan timbulnya persaingan yang tidak sehat. 
Disamping itu diperlukan pengawasan yang ketat sehingga 
dapat dijamin bahwa pesawat udara tersebut laik terbang.  Oleh 
karena itu, penambahan dan perbaikan kapasitas dan fasilitas 
serta perbaikan pengelolaan termasuk SDM, prasarana dan 
sarana transportasi udara harus menjadi prioritas utama. 

 

5.  Penunjang Transportasi  
     Tantangan dan masalah yang dihadapi pada tahun 2008 oleh 

program pembangunan pencarian dan penyelamatan adalah 

                                   
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

II-11 



koordinasi secara internal kelembagaan badan SAR dan antar 
lembaga yang terkait, baik di pusat maupun di daerah, kondisi 
fasilitas dan peralatan serta kompetensi sumber daya manusia 
yang belum merata antara tingkat pusat dan daerah. 

 

C.  SASARAN, PRIORITAS, ARAH KEB. PEMBANGUNAN  
     1.  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2008 
          Sasaran pembangunan Departemen Perhubungan diarahkan 

kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujud-
kan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta 
adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejah-
teraan masyarakat, pelayanan transportasi difungsikan mela-
lui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemera-
taan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas 
dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di per-
desaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat 
di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlan-
car mobilitas orang, distribusi barang dan jasa serta mendo-
rong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam 
rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan 
damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di 
wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi 
untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi 
barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah 
dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

          Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pem-
bangunan transportasi pada tahun 2008 diarahkan untuk 
menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong 
pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar 
wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar 
wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, 
meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi 
konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wila-
yah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksa-
nakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan 
transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan 
peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta 
dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan 
arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, 
sasaran pembangunan Departemen Perhubungan pada 
tahun 2008 adalah mewujudkan sasaran yang telah diformu-
lasikan rencana strategis Departemen Perhubungan  2005-
2009 sebagai berikut: 
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           a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana per-
hubungan agar mampu memberi dukungan maksimal 
bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional; 

           b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (ke-
lembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perun-
dang-undangan/regulatory reform) di bidang perhubungan 
dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil 
dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta 
dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prin-
sip-prinsip good governance; 

           c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di 
kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, ka-
wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk mencip-
takan suasana aman dan damai;  

           d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubu-
ngan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 

           Berdasarkan sasaran pembangunan Departemen Perhubu-
ngan tahun 2008, skenario pagu anggaran setiap program 
pembangunan Departemen Perhubungan tahun 2008 disu-
sun berdasarkan 6 (enam) prioritas sebagai berikut : 

           a. Keselamatan transportasi yang terdiri dari kegiatan peme-
nuhan fasilitas keselamatan dengan rasio kecukupan dan 
keandalan yang memadai; kegiatan capacity building 
dalam rangka menyediakan sumber daya manusia untuk 
memberikan pelayanan di bidang keselamatan dengan 
jumlah dan kompetensi yang memadai; serta melakukan 
tinjau ulang dan sosialisasi peraturan-peraturan yang 
terkait dengan keselamatan transportasi. 

           b. Pengentasan kemiskinan yang merupakan program nasi-
onal sebagaimana disampaikan Presiden RI dalam pidato 
kenegaraan pada awal tahun 2007. Kegiatan pengentasan 
kemiskinan di bidang transportasi terkait dengan upaya 
penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik 
melalui skema public service obligation maupun subsidi, 
pada angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, 
angkutan penyeberangan, angkutan kereta api, angkutan 
laut dan angkutan udara. 

           c. Pembangunan  dan  rehabilitasi  sarana/prasarana trans-
portasi di daerah pasca bencana dalam rangka normali-
sasi penyelenggaraan/pelayanan transportasi dan pemuli-
han fungsi infrastruktur transportasi. 
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          d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana 
transportasi, terutama bagi kegiatan yang berlanjut/ tidak 
dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran; pengu-
rangan backlog sarana dan prasarana perkeretaapian; 
serta penambahan kapasitas terkait dengan meningkatnya 
permintaan jasa transportasi. 

          e. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di ka-
wasan perbatasan termasuk di pulau-pulau terluar dalam 
rangka mempertahankan kedaulatan NKRI. 

          f. Penyediaan dana pendamping bagi pembangunan sarana 
dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan pinjam-
an dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan peme-
rintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral.  

 

     2.  Arah Kebijakan Pembangunan 
          Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tahun 2008 

adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, 
sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara 
efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain meliputi :  

          a. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana mau-
pun prasarana transportasi;  

          b.  Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayan-
an jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun 
daerah terisolir serta belum berkembang. 

          c.   Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas; 

          d.  Melanjutkan reformasi peraturan perundangan agar dapat 
mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memper-
jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ter-
kait; 

          e. Melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap penye-
lenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun dae-
rah; 

          f.  Melakukan optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik 
untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun 
investasi melalui penyusunan prioritas program yang 
diwujudkan dalam suatu kegiatan;  

 

          Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai be-
rikut:  
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          a. Transportasi Darat 
              Arah kebijakan transportasi darat meliputi: (1) pemulihan 

kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya; (2) 
meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi 
lainnya; (3) melanjutkan kewajiban pemerintah membe-
rikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; 
dan (4) melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana 
teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya.  

 

         b. Transportasi Kereta api  
              Arah kebijakan pembangunan transportasi kereta api ta-

hun 2008 meliputi: (1) meningkatkan keselamatan dan 
pelayanan melalui kelaikan sarana dan prasarana serta 
sertifikasi tenaga operator, (2) meningkatkan peran kereta 
api terhadap angkutan barang dan penumpang, (3) 
meningkatkan kapasitas lintas dan kapasitas angkut, (4) 
meningkatkan keterpaduan transportasi, (5) meningkatkan 
peran swasta (Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator), 
(6) mewujudkan multi operator dan mewujudkan pemba-
ngunan jalur jalan KA baru.  

 

          c. Transportasi laut 
              Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 

2008 adalah: (1) Meningkatnya Pelayanan Transportasi 
Laut Nasional; (2) Meningkatnya Keselamatan dan Keama-
nan dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional; (3) 
Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi Laut; 
(4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Transportasi 
Laut dan (5) melanjutkan arah kebijakan tahun 2007 yakni 
memperlancar kegiatan bongkar-muat dan menghilangkan 
ekonomi biaya tinggi di pelabuhan,  memulihkan fungsi 
prasarana dan sarana transportasi laut,  melengkapi fasi-
litas keselamatan pelayaran, menambah dan memperbaiki 
pengelolaan prasarana dan sarana transportasi laut 
khususnya untuk pelabuhan yang terbuka bagi perda-
gangan luar negeri. 

 

          d. Transportasi Udara 
              Arah kebijakan pembangunan transportasi udara adalah: 

(1) memperketat pengecekan kelaikan udara baik pesawat 
maupun peralatan navigasi; (2) melengkapi fasilitas kesela-
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matan penerbangan di bandara; (3) menambah dan mem-
perbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi 
udara khususnya untuk bandara internasional sehingga 
menambah jumlah bandara yang mendapatkan sertifikat 
operasional bandara; dan (4) melanjutkan arah kebijakan 
kebijakan tahun 2007 yakni kebijakan multi operator ang-
kutan udara, restrukturisasi kewenangan antara pemerin-
tah dan BUMN terkait dalam aspek keselamatan, mem-
berikan pelayanan penerbangan perintis, serta kegiatan 
operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelak-
sana Tugas (UPT) serta fungsi pemerintah lainnya. 

 

          e. Penunjang Transportasi 
              Pada tahun 2008 beberapa kegiatan pada program penun-

jang transportasi yang akan dilakukan meliputi: penyu-
sunan peraturan bidang transportasi, sosialisasi peraturan 
bidang transportasi, peningkatan KSLN Perhubungan, kaji-
an perencanaan, evaluasi dan kebijakan bidang transpor-
tasi, kajian strategis perhubungan dan transportasi inter-
moda, penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan 
kinerja keuangan; penyusunan pembinaan kinerja kepega-
waian; dan peningkatan peran dan kinerja Pusdatin. 
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BAB III 
TARGET PERTUMBUHAN  

DAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN DEPARTEMEN 
PERHUBUNGAN TAHUN 2008  

 

A. TARGET PERTUMBUHAN TAHUN 2008  
    1.  Realisasi Pertumbuhan Sektor Transportasi Tahun 2006 
         Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2006 sebesar 

5,5% lebih rendah daripada target pemerintah (yang ditetap-
kan dalam asumsi APBN 2006) sebesar 5,9%, meskipun pada 
saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Tahun 2005-2009 pemerintah mentargetkan partum-
buhan ekonomi nasional tahun 2006 sebesar 6,1%. Dilihat 
dari pola distribusi penggunaan PDB Nasional, tampak bahwa 
konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang ter-
besar. Tabel III-1 memperlihatkan bahwa 62,7% Produk 
Domestik Bruto Nasional digunakan untuk memenuhi 
konsumsi rumah tangga, 8,6% untuk belanja (pengeluaran) 
pemerintah, 24% untuk pembentukan modal tetap bruto atau 
investasi fisik, serta ekspor 30,9% dan impor 26,1%. Dari sisi 
partumbuhannya, konsumsi rumah tangga tumbuh 1,9%, 
konsumsi (pengeluaran) pemerintah tumbuh 0,7%, 
Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 0,7%, serta ekspor 
dan impor barang & jasa masing-masing tumbuh 4,1% dan 
2,8%.  

    TABEL III-1 

DISTRIBUSI PDB NASIONAL TAHUN 2006 MENURUT PENGGUNAAN 
Y = C + G + I + (X – M) 

 
PDB Nasional 2006 (Triliun Rp) 

No. Penggunaan Harga 
Berlaku 

Kontri-
busi (%) 

Harga 
Konstan 

2000 

Laju 
Pertumbuh

an (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

Konsumsi Rumah Tangga © 

Konsumsi Pemerintah (G) 

Pemb. Modal Tetap Bruto (I) 

a. Perubahan Inventory 

b. Diskrepansi Statistik 

Ekspor (X) 

Impor (M) 

2.092,76 

288,1 

800,1 

 19,6 

-23,0 

1.030,8 

870,1 

62,7 

8,6 

24,0 

0,6 

-0,7 

30,9 

26,1 

1.076,9 

147,6 

404,6 

13,1 

-24,1 

864,5 

684,1 

3,2 

9,6 

2,9 

- 

- 

9,2 

7,6 

 PDB Nasional (Y) 3.338,2 100 1.846,7 5,5 

      Sumber : Berita Resmi Statistik BPS 2007  
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         Secara sektoral, tabel III-2 menunjukkan bahwa kontribusi 
nilai tambah transportasi tahun 2006 sebagian besar 
(85,81%) berasal dari konsumsi rumah tangga, sedangkan 
pengeluaran pemerintah dan investasi swasta/BUMN masing-
masing hanya menyumbang 10,95% dan 3,25%. 
Pertumbuhan nilai tambah di sektor transportasi terkendala 
oleh defisit neraca jasa transportasi (net import) sebesar Rp. 
55,623 triliun (yang merupakan konsumsi masyarakat di luar 
negeri) atau 38,9% dari total PDB Sektor transportasi. Hal ini 
terutama terkait dengan masih besarnya pangsa muatan yang 
diangkut armada pelayaran asing selama tahun 2006, baik 
angkutan antar pulau (17,83%) maupun angkutan antar 
negara (85,06%).  

         Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional ta-
hun 2006 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Nasional 2005-2009 berdampak kepada pencapaian 
target-target indikator makro sektoral pada sektor transpor-
tasi tahun 2006 dalam Renstra Dephub 2005-2009. Kontri-
busi nilai tambah sektor transportasi dalam pembentukan  
Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2006 
adalah sebesar 4,28%. Dalam besaran kontribusi tersebut 
pertumbuhan sektor transportasi tercapai sebesar 6,67% 
lebih rendah dari target sebesar 6,77%. Realisasi belanja pe-
merintah untuk kegiatan transportasi  di luar jalan tercapai 
Rp.8,452 triliun lebih rendah dari target Rp. 24,478 triliun 
(35% dari target). 

TABEL III-2 
DISTRIBUSI PDB TRANSPORTASI TAHUN 2006                                                 

MENURUT PENGGUNAAN :  Y = C + G + I + (X – M) 

PDB Sektor Transportasi (Triliun Rp) 
No Penggunaan  Harga  

Berlaku 
Kontri
busi 
(%) 

Harga 
Konstan 
th 2000 

Growth (%) 

1. 
 

2. 
 
 
3. 
 
 
 
 

4. 

Konsumsi Rumah Tangga (C) 
Konsumsi Luar Negeri Net  
Belanja Pemerintah (G) 
a. Transportasi 
b. Jalan 
Investasi  (I) 
a. Swasta 
b. BUMN  

1) Transportasi 
2) Jalan Tol 

Ekspor dikurangi Impor (X-M) 

122,687 
55,623 
15,653 
8,452  
7,201  
4,640 
2,762 
1,878 
1,338 
0,540 

-55,623 

85,81 
 
10,94 

 
 

3,25 

67,858 
27,574 
7,758 
4,189 
3,569 
2,567 
1,528 
1,039 
0,740 
0,299 

-27,574 

6,29 
12,96 
14,48 

 
 

- 4,79 
 
 
 
 

-12,96 

 PDB Sektor Transportasi (Y) 142,980 100,00 70,880 6,67 

      Sumber : Diolah dari data BPS 2007, Dephub 2007, Bappenas 2007, Sta-
tistik Ekonomi & Keuangan BI 2007, BKPM 2007, dan Kemen-
terian BUMN 2007.   
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         Realisasi investasi BUMN transportasi di luar jalan tercapai 
sebesar Rp. 1,338 triliun  lebih rendah dari target sebesar 
Rp.1,944 triliun (69% dari target), sedangkan realisasi 
investasi  swasta tercapai Rp. 2,762 triliun lebih rendah dari 
target sebesar Rp.50,714 triliun (5% dari target). Realisasi 
pertumbuhan nilai tambah sektor transportasi pada tahun 
2006 berdasarkan harga konstan tahun 2000 seperti disam-
paikan pada  tabel III-3, secara umum berada di bawah target 
kecuali angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan udara 
dan jasa penunjang angkutan.  Dibandingkan dengan nilai 
tambah moda transportasi lainnya, nilai tambah angkutan 
kereta api, angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan 
berhasil melampaui pertumbuhan tahun 2005, yaitu sebesar 
5,98%; 10,65%; dan 7,07% pada tahun 2006 dibandingkan 
dengan –2,98%; 10,42% dan 5,63% pada tahun 2005. 
Sumbangan terbesar dari pertumbuhan nilai tambah ang-
kutan kereta api berkaitan dengan peningkatan muatan ang-
kutan barang dari 17,38 juta ton pada tahun 2005 menjadi 
17,83 juta ton pada tahun 2006 (meningkat 2,5%), dan 
peningkatan angkutan penumpang dari 148 juta orang pada 
tahun 2005 menjadi 154 juta orang pada tahun 2006 (me-
ningkat 3,9%). Terkait dengan kebijakan multi operator pada 
angkutan udara, pertumbuhan nilai tambah angkutan udara 
tahun 2006 melambat sebesar 10,65% daripada realisasi per-
tumbuhan tahun 2005 sebesar 10,42%.  Pertumbuhan nilai 
tambah angkutan udara terkait dengan pertumbuhan jumlah 
penumpang angkutan udara dalam negeri pada tahun 2006 
sebesar 18,1%, pertumbuhan jumlah penumpang angkutan 
udara luar negeri sebesar 10,2% dan pertumbuhan angkutan 
barang luar negeri sebesar 25,23% dibandingkan tahun 2005.  

TABEL III-3 

      TARGET DAN REALISASI PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI                              
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 

Pertumbuhan 2006 (%) 

No. U r a i a n  Target Realisasi 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PDB Transportasi  

Angkutan Kereta Api 

Angkutan Jalan  

Angkutan SDP 

Angkutan Laut  

Angkutan Udara 

Jasa Penunjang Angkutan 

PDB Nasional 

6,77 
-0,21 

7,84 

6,84 

5,10 

7,00 

5,9 

5,9 
 

6,67 
5,98 

5,05 

3,96  

 7,24 

10,65 

7,09 

5,5 

 

            Sumber : BPS 2007 dan Renja Dephub 2007 
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2.  Proyeksi Tahun 2007 dan 2008  
          Selama tahun 2007 diharapkan terjadi peningkatan koordina-

si kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang berdampak 
positif terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, 
menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan 
ekonomi dalam memperluas lapangan kerja serta mengurangi 
jumlah penduduk miskin.  

 

TABEL III-4 

DISTRIBUSI PDB TRANSPORTASI TAHUN 2005 DAN 2006, PRAKIRAAN TAHUN 
2007 DAN 2008 MENURUT PENGGUNAAN : Y = C + G + I + (X – M) DALAM 

TRILIUN RUPIAH (HARGA KONSTAN TAHUN 2000) 

KONSUMSI RUMAH 
TANGGA © 

 

TAHUN 

 
DALAM 
NEGERI 

LUAR NEGERI 
NET 

 

BELANJA 
PEMERINTAH 

(G) 

 

INVESTASI 
BUMN & 

SWASTA (I) 

SELISIH 
EKSPOR 
DENGAN 
IMPOR 
(X-M) 
NET 

PDB 
TRANS-
PORTASI 

(Y) 

2005* 

GROWTH 

56,973 

- 8,84% 

24,410 

- 6,40% 

6,777 

21,84% 

2,695 

- 19% 

- 24,410 

6,40% 

66,445 

6,32% 

2006* 

GROWTH 

60,556 

6,29% 

27,574 

12,96% 

7,758 

14,48% 

2,567 

- 4,79% 

- 27,574 

- 12,96% 

70,880 

6,67% 

2007**  

GROWTH 

60,523 

- 0,05% 

25,230 

- 8,50% 

9,815 

26,51% 

5,956 

132% 

- 25,230 

8,50% 

76,294 

7,64% 

2008**  

GROWTH 

64,108 

5,92% 

22,707 

- 10% 

10,444 

6,41% 

8,036 

34,92% 

- 22,707 

10% 

82,588 

8,25% 

Sumber : Diolah dari data BPS 2007, Bappenas 2007,  Statistik Neraca Pemba-
yaran BI 2007; dan BKPM 2007   *  Realisasi   ** Prakiraan 

 

          Hal yang diharapkan memberikan sinyal positif terhadap per-
tumbuhan ekonomi nasional adalah meningkatnya upaya pe-
merintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi guna men-
dorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non 
migas, termasuk dalam upaya meningkatkan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Terkait dengan kondisi seperti 
tersebut di atas, dalam tahun 2007 perekonomian nasional 
diperkirakan tumbuh 6,4%, sedangkan pada tahun 2008 per-
ekonomian nasional diperkirakan tumbuh 6,8%. Sesuai 
dengan data empiris tahun 2005 dan 2006, dalam kondisi 
realisasi investasi yang rendah, untuk menunjang tercapainya 
tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, sektor 
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transportasi pada tahun 2007 dan 2008 diharapkan tumbuh 
minimal sebesar 7,64% dan 8,25%. Dari tabel III-4, 
berdasarkan harga konstan tahun 2000 pertumbuhan 
konsumsi rumah tangga tahun 2007 dan 2008 diperkirakan 
sebesar -0,05% dan 5,92%, sedangkan belanja pemerintah 
diharapkan tumbuh masing-masing 26,51% pada tahun 2007 
dan 6,41% pada tahun 2008. Sejalan makin membaiknya 
iklim usaha di dalam negeri, investasi swasta (termasuk 
BUMN) di sektor transportasi diharapkan tumbuh sebesar 
132% pada tahun 2007 dan 34,92% pada tahun 2008. Pada 
tahun 2007 dan 2008 diperkirakan masih terjadi defisit 
neraca transaksi jasa khususnya transportasi, yang 
merupakan konsumsi jasa transportasi luar negeri netto, 
namun pertumbuhannya diharapkan semakin melambat, 
yaitu sebesar 8,5% dan 10% sejalan dengan harapan semakin 
efektifnya pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2005 Tentang 
Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Besarnya 
prakiraan pertumbuhan masing-masing elemen pada sektor 
transportasi pada tahun 2006 dan 2007 berdasarkan harga 
konstan tahun 2000 disampaikan pada tabel III-5. 

TABEL  III-5 

     PRAKIRAAN PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI TERHADAP 
PEMBENTUKAN NILAI TAMBAH TAHUN 2007 DAN 2008  

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (TRILIUN RUPIAH)  

2006* 2007** 2008** No U r a i a n 

Nilai 
Tambah 

Growth 
% 

Nilai 
tambah 

Growth 
% 

Nilai 
Tambah 

Growth 
% 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

PDB Transportasi  
Angkutan Kereta Api 

Angkutan Jalan  

Angkutan SDP 

Angkutan Laut  

Angkutan Udara 

Jasa Penunjang Angkutan 

PDB Nasional 
 

70,880 
0,620 

29,824 

2,444 

9,497 

11,466 

17,028 

1846,6 

6,67 
5,98 

5,05 

3,96 

7,24 

10,65 

7,09 

5,5 
 

76,294 
0,659 

31,518 

2,573 

10,275 

12,960 

18,309 

1964,8 
 

7,64 
6,29 

5,68 

5,28 

8,19 

13,03 

7,52 

6,4 
 

82,588 
0,701 

33,348 

2,716 

11,263 

14,735 

19,825 

2098,4 

 

8,25 
6,37 

5,81 

5,56 

9,62 

13,70 

8,28 

6,8 

 

      Sumber : Diolah dari data BPS. 2007  * Realisasi;  ** Prakiraan 
 

            Pada tahun 2007 dan 2008 pertumbuhan nilai tambah ang-
kutan kereta api diharapkan semakin membaik dari realisasi 
tahun 2006, apabila target pertumbuhan volume barang yang 
diangkut rata-rata 6,12% per tahun dan target pertumbuhan 
penumpang utama yang diangkut rata-rata 7,83% per tahun 
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dapat direalisasikan, serta program aksi ikhtiar bertahan da-
pat dilaksanakan secara berkelanjutan. Nilai tambah angkut-
an jalan diharapkan tumbuh 5,68% dan 5,81% terutama 
sebagai dampak dari pemulihan tingkat pelayanan pada 
angkutan kota dan antar kota (AKAP & AKDP), pengoperasian 
armada bus di jalur bus way DKI Jakarta, rencana perema-
jaan bus AKAP dan pengoperasian bus CNG (compressed 
natural gas) dan pengoperasian bus berbahan bakar bio ener-
gi.  Nilai tambah angkutan sungai danau dan penyeberangan 
diharapkan tumbuh 5,28% dan 5,56% sejalan dengan pembu-
kaan lintas penyeberangan baru dan peningkatan aktivitas 
lintas penyeberangan yang telah ada, proporsional dengan 
pertumbuhan nilai tambah angkutan jalan. Nilai tambah ang-
kutan laut diharapkan tumbuh 8,19% dan 9,62% berkaitan 
dengan dampak positif pemberlakuan Inpres No. 5 Tahun 
2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. 
Nilai tambah angkutan udara diharapkan tumbuh 13,03% 
dan 13,70% sejalan dengan berlanjutnya kebijakan multiope-
rator angkutan udara dalam negeri dan harapan adanya pen-
cabutan travel band terutama dari negara-negara Eropa Barat 
sehubungan dengan semakin meredanya isu terorisme serta 
semakin stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri. 
Nilai tambah jasa penunjang angkutan diharapkan tumbuh 
7,52% dan 8,28% proporsional dengan pertumbuhan nilai 
tambah angkutan jalan, angkutan kereta api, angkutan laut 
dan angkutan udara. 

 

B.  KEBUTUHAN PEMBIAYAAN    
       1.  Upaya Mendukung Pertumbuhan (Pro Growth)  
             Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% 

dan pertumbuhan sektor transportasi 8,25% pada tahun 
2008, dibutuhkan dana untuk membiayai sektor transportasi 
(tidak termasuk jalan) minimal sebesar Rp. 30,04 triliun de-
ngan alokasi sumber pendanaan dari APBN (Pagu indikatif 
Departemen Perhubungan untuk belanja pegawai, belanja 
barang dan belanja modal) sebesar Rp.15,51 triliun,  
investasi BUMN diperkirakan sebesar Rp.5,212 triliun  dan 
investasi Swasta sebesar Rp. 9,316 triliun. Prakiraan nilai 
tambah sektor transportasi 2007 dan 2008 dikaitkan dengan 
sasaran pertumbuhan dan kebutuhan pembiayaan disampai-
kan pada tabel III-6.  

           Tidak tercapainya  target  investasi  yang diharapkan baik 
dalam  Renstra Departemen Perhubungan 2005-2009 mau-
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pun RPJM Nasional 2005-2009, mengakibatkan realisasi 
pertumbuhan sektor transportasi dalam Renja 2006 berada 
di bawah target pertumbuhan Renstra Departemen Perhu-
bungan 2005-2009, demikian pula prakiraan pertumbuhan 
sektor transportasi tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2007 
dan 2008 pangsa pendanaan APBN diperkirakan masih lebih  
besar daripada pendanaan BUMN dan Swasta. Skenario 
pangsa pembiayaan investasi dari APBN diharapkan menu-
run dari 67,3% pada tahun 2006 menjadi 45,61% pada ta-
hun 2007 dan 51,63% pada tahun 2008. Pangsa pembiayaan 
BUMN diharapkan meningkat dari 10,7% pada tahun 2006 
menjadi 14,39% pada tahun 2007 dan 17,35% pada tahun 
2008. Pangsa investasi Swasta diharapkan meningkat dari 
22% pada tahun 2006 menjadi 40% pada tahun 2007 dan 
31,01% pada tahun 2008. Skenario kebutuhan pembiayaan  
Departemen Perhubungan dari APBN tahun 2008 sesuai 
dengan Renstra Departemen Perhubungan Tahun 2005-2009 
sebesar Rp. 22,35 triliun tidak dapat dipenuhi karena keter-
batasan kemampuan dana pemerintah, yang tercermin dalam 
besaran pagu indikatif APBN tahun 2008 sebesar Rp.15,51 
triliun, namun bila dilihat dari  kecenderungan (trend) reali-
sasi APBN sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 dan pagu 
indikatif tahun 2008, telah terjadi peningkatan pembiayaan 
Departemen Perhubungan melalui APBN secara sustainable, 
sehingga angka prosentase pencapaian target APBN dalam 
Renstra Departemen Perhubungan 2005-2009 semakin be-
sar (Gap angka pembiayaan APBN antara Renstra dan Renja 
semakin mengecil), sebagaimana disampaikan pada tabel III-
7. 

           Agar target pertumbuhan sektor transportasi 8,25% dapat 
dicapai, financial gap APBN tahun 2008 sebesar Rp.6,843 
triliun diharapkan dapat dipenuhi dari peranserta swasta 
sebesar Rp. 9,316 triliun dan BUMN sebesar Rp.5,212 triliun 
guna membiayai segmen kegiatan transportasi yang bersifat 
komersial. Skenario kebutuhan investasi sektor transportasi 
yang diharapkan dapat dibiayai oleh Swasta dan BUMN 
disampaikan pada tabel III-8. 

      2.  Upaya Mendukung Peningkatan Lapangan Kerja (Pro Job) 
           Dalam upaya mendukung peningkatan lapangan kerja di 

sektor transportasi, telah dikembangkan model regressi eks-
ponensial untuk memprediksi pengaruh pertumbuhan nilai 
tambah sektor transportasi terhadap peningkatan lapangan 
kerja di sektor transportasi. Model ini meregressikan data 
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empiris nilai tambah (PDB) sektor transportasi (Qi), jumlah 
tenaga kerja (Li) dan jumlah investasi (Ii) di sektor transpor-
tasi, sebagai berikut :              

 
Q 15,395  Li = 

                                         (2,855)         (2,605)       (0,766) 
i 405,51  Ki 1,64

                                      t(n-2; α) = 2,132  R2 = 0,820 

            Dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel-variabel 
lain (ceteris paribus), diperkirakan bahwa pada tahun 2007 
pertumbuhan 7,64% di sektor transportasi akan dapat 
meningkatkan lapangan kerja di sektor transportasi sebesar 
1,53%. Selanjutnya pada tahun 2008 pertumbuhan nilai 
tambah sektor transportasi sebesar 8,25% ceteris paribus 
akan dapat meningkatkan lapangan kerja di sektor trans-
portasi sebesar 1,65%. 

3. Upaya Mendukung Pengentasan Kemiskinan (Pro Poor)  
           Dalam upaya memetakan peranan pembangunan di sektor 

transportasi untuk mendukung pengentasan kemiskinan, 
telah dikembangkan model regressi linier untuk memprediksi 
pengaruh pertumbuhan nilai tambah sektor transportasi 
terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Model ini me-
regressikan data empiris nilai tambah (PDB) sektor transpor-
tasi (Qi), jumlah penduduk miskin (Mi) dan laju inflasi (Ii) 
yang disumbang oleh sektor transportasi, sebagai berikut : 

              
         Mi =

                                     (123,522)           (4,346)               (-45,614) 
 59,83  +  0,026 Ii -  14,389 Qi  

                                     t(n-2; α) = 2,92  R2 = 0,993 

Dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel-variabel 
lain (ceteris paribus), diperkirakan bahwa pada tahun 2007 
pertumbuhan 7,64% di sektor transportasi akan menyum-
bang pertumbuhan PDB Nasional sebesar 6,4% dalam upa-
ya menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar -0,61%. 
Selanjutnya pada tahun 2008 pertumbuhan nilai tambah 
sektor transportasi sebesar 8,25% ceteris paribus akan 
menyumbang pertumbuhan PDB Nasional sebesar 6,8% 
dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 
-0,66%.  
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 4.  Kriteria Alokasi Anggaran APBN Dephub  

      Berdasarkan pagu indikatif belanja pemerintah di lingkung-
an Departemen Perhubungan pada tahun 2008 sebesar 
Rp.15,510 triliun, telah dilakukan alokasi sesuai prioritas 
pembangunan, yaitu : pembangunan fasilitas keselamatan 
44,15%; peningkatan kapasitas 27,63%; pengembangan 
Sumber Daya manusia 5,88%; pengembangan aksesibilitas 
5,68%; desain/studi penunjang 2,91% dan penyelenggara-
an pemerintahan yang merupakan belanja mengikat sebe-
sar 13,74%. Kriteria alokasi anggaran APBN Departemen 
Perhubungan disampaikan pada tabel III-9.     

 
 

TABEL  III-6 

REALISASI NILAI TAMBAH DAN PEMBIAYAAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2005 
DAN 2006 SERTA PRAKIRAAN TAHUN 2007 DAN 2008 (TRILIUN RUPIAH)  

Realisasi Prakiraan 
 
 

URAIAN 

Renstra  
2005 

Renja 
2005 

Renstra   
2006 

Renja 
2006 

Renstra  
2007 

Renja 
2007 

Renstra 
2008 

Renja 
2008 

PDB Transportasi 
(Harga Konstan Tahun 
2000)  

Pertumbuhan (%) 
- Transportasi    
- PDB Nasional 
ICOR  
Pembiayaan*  

-APBN (Dephub) 

 Belanja Pegawai 
Belanja Barang 
Belanja Modal     
PNBP 

- BUMN* 

- SWASTA* 

Share (%) 

  APBN 

  BUMN 

  SWASTA 

67,87 

 

 
9,0 
5,5 

0,6689 
39,98 

11,39 

0,32        
0,78        
10,29       

- 

1,66 

28,03 

 

25,72 

4,17 

70,11 

66,44 

 

 
6,32 
5,6 

0,1246 
7,79 

5,26 

0,32 
0,65      
4,29      

- 

1,08 

1,31 

 

69,44 

13,86 

16,70 

74,66 

 
 
 

10.0 
6,1 

1,1138 
75,63 

24,48 

0,44        
1,06        
22,97       

- 

1,94 

50,71 

 

30,37 

2,57 

67,06 

70,88 

 

    
6,67 
5,5 

0,1885 
 12,55 

8,45 

0,68 
1,29 
6,32  
0,16 

1,34 

2,76 

 

67,3 

10,7 

22,0 

82,86 

 
 
 

11,0 
6,7 

1,326 
98,82 

23,34 

0,59 
1,42 
21,33 

- 

2,33 

75,16 

 

21,58 

2,36 

76,05 

76,29 

 

 
7,64 
6,4 

0,280 
19,82 

9,03 

0,84 
1,57 
6,46 
0,16 

2,87 

7,92 

 

45,61 

14,39 

40,00 

92,65 

 

 
11,8 
7,2 

1,601 
132,85 

22,35 

0,78 
1,88 
19,69 

- 

2,13 

111,03 

 

14,82 

1,60 

83,57 

82,59 

 

8,25 
6,8 

0,393 
30,04 

15,51 

0,95 
2,03 
12,53 
0,206 

5,212 

9,316 
 

51,63 

17,35 

31,01 

 

      Sumber : Diolah dari data BPS, BKPM, Bappenas dan Dephub. 2007  * Diluar Jalan 
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TABEL III-7 

REKAPITULASI APBN DAN PAGU INDIKATIF PEMBIAYAAN   
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA TAHUN BERJALAN  

DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA 2005-2009 (TRILIUN RUPIAH)  
2005 2006 2007 2008 

 
Dep/ 
Ditjen/ 
Badan 

Rens-
tra 

APBN % Rens-
tra 

APBN % Rens-
tra 

APBN % Rens-
tra 

Pagu 
Indikatif 

% 

Dephub 11,39 5,412* 48 24,47 8,452 35 23,34 10,47 45 22,35 15,510 69,4 

Hubda 2,287 1,922 84 7,474 0,736 10 4,384 1,280 29 2,471 2,119 85,7 

KA - - - 6,673 2,516 38 7,272 2,925 40 9,549 3,782 39,6 

Hubla 5,298 1,243 23 4,241 2,287 54 6,079 2,889 48 5,274 3,797 72,0 

Hubud 2,934 1,597 54 4,663 1,899 41 4,053 2,021 50 3,017 3,553 118 

Diklat 0,557 0.408 73 0,755 0,521 69 1,005 0,743 74 1,329 1,059 79,7 

Litbang 0,032 0,020 63 0,070 0.056 80 0,063 0,075 119 0,081 0,070 86,4 

Sarnas 0,147 0,106 72 0,195 0,196 101 0,262 0,226 86 0,345 0,675 196 

Itjen 0,010 0,011 110 0,013 0,022 169 0,018 0,038 211 0,024 0,057 238 

Setjen 0,132 0,103 78 0.169 0,219 130 0,207 0,269 130 0,260 0,395 152 

       Sumber : Diolah dari data Biro Perencanaan Dephub. 2007 * Tidak termasuk Ditjen Postel 
 

TABEL  III-8  

     SKENARIO ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN SWASTA DAN BUMN PADA SEKTOR 
TRANSPORTASI TAHUN 2008 

SWASTA Badan Usaha Milik Negara 

Segmen Usaha Triliun Rupiah Segmen Usaha Triliun Rupiah 

 
TOTAL INVESTASI SWASTA 
Pengembangan transportasi KA batubara :          
a. Sumatera 
b. Kalimantan 

Transportasi Laut : 
a. Pelabuhan Kuala Enok 
b. Car Terminal di Pelabuhan Tg. Priok 
c. Pelabuhan Tg. Priok di Ancol Timur 
d. Pelabuhan Trisakti Banjarmasin 
e. Pelabuhan Makassar 

Transportasi Udara 
Cargo Transhipment Bandara Soetta 
 
Bidang Usaha Transportasi Swasta 
a. Jasa Pelayanan Bongkar-Muat 
b. Angkutan Jalan  
c. Angkutan Niaga Udara Tidak berjadual 
d. Angkutan Niaga Udara Berjadual 
e. Angkutan Udara bukan niaga 
f. Jasa depo petikemas dan pergudangan 
g. Jasa Angkutan Laut dalam negeri dan 

Luar Negeri 
h. Jasa Pengurusan Transportasi (Freight 

Forwarding) 
i. Pengelolaan Dermaga Khusus 
j. Jasa Penunjang Angkutan Laut 
k.      Jasa pekerjaan bawah air 

 
9,3160 

 
0,4962 
0,4968 

 
0,0184 
0,0180 
0,4299 
0,0209 
0,3220 

 
 

0,1220 
 
 

1,4244 
0,4042 
0,1200 

          1,7182 
0,0125 
1,1530 

 
1,9090 

 
0,3185 
0,1049 
0,3418 
0,0074 

 
TOTAL INVESTASI BUMN 
Jasa Angkutan  : 
a. PT. Garuda Indonesia 
b. PT. Merpati Nusantara 
c. PT. Kereta Api Indonesia 
d. PT. Pelayaran Nasional Indonesia 
e. PT. ASDP 
f. PT. Bahtera Adhiguna 
g. PT. Djakarta Lloyd 
h. Perum DAMRI 
i. Perum PPD 

 
Jasa Infrastruktur : 
a. PT. Angkasa Pura I 
b. PT. Angkasa Pura II 
c. PT. PelabuhanIndonesia I 
d. PT. Pelabuhan Indonesia II 
e. PT. Pelabuhan Indonesia III 
f. PT. Pelabuhan Indonesia IV 
g. PT. Pengerukan Indonesia 
 

 
5,2120 
1,5772 

 

 

 

 

3,6355 

         Sumber : Diolah dari data Biro Perencanaan Dephub. 2007, BKPM 2007, dan Kantor Kementerian BUMN, 2007 
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TABEL III-9 

KRITERIA ALOKASI ANGGARAN APBN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 
(PAGU INDIKATIF TAHUN 2008 DALAM TRILIUN RUPIAH) 

Sub Sektor 
Program 
Kegiatan 

Darat KA Laut Udara Diklat SAR Litbang Setjen Itjen 

Jumlah % 

Pembangunan 
Fasilitas 
Keselamatan 

0,6145 2,9782 1,3732 1,3440 - 0,5383 - - - 6,848 44,15 

Peningkatan 
kapasitas 1,1389 0,5910 0,8045 1,6097 - - - 0,1411 - 4,285 27,63 

Pengembangan 
SDM 0,0049 - 0,0200 0,0061 0,8817 - - - - 0,912 5,89 

Pengembangan 
Aksesibilitas 0,1622 - 0,5683 0,1510 - - - - - 0,881 5,68 

Desain/Studi 
Penunjang 0,0974 0,1574 0,0340 0,0112 - - 0,0307 0,1113 - 0,451 2,91 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 0,1010 0,0562 0,9977 0,4316 0,1774 0,1368 0,0302 0,1425 0,0578 2,131 13,74 

Jumlah 2,1191 3,7829 3,7977 3,5537 1,0592 0,6751 0,0700 0,3950 0,0578 15.510 100 

      Sumber :Diolah dari data  Biro Perencanaan Dephub, 2007 
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BAB IV 
 

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT 
 

 
A. KONDISI UMUM 
 

1. Transportasi Jalan  
Transportasi jalan selama ini mempunyai peran yang sangat 
penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomi-
an, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta 
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.  
Pentingnya transportasi jalan tercermin pada semakin me-
ningkatnya kebutuhan jasa angkutan jalan bagi mobilitas 
orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, 
bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu, transportasi 
jalan juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan peng-
gerak bagi pertumbuhan daerah, dalam upaya peningkatan 
dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. 

Dilihat dari perbandingan perkembangan jumlah kendaraan 
(bus, truk dan mobil penumpang) dengan perkembangan 
pembangunan jalan, maka nampak rasio jumlah kendaraan 
dengan panjang jalan (kendaraan per km) setiap tahun me-
nunjukkan peningkatan, yang semula 12,09 kendaraan/km 
pada tahun 1997 menjadi 17,44 kendaraan/km pada tahun 
2000, 37,40 kendaraan/km pada tahun 2005 dan 55,50 
kendaraan/km pada tahun 2006. Hal ini mengindikasikan 
tingkat kejenuhan yang berakibat semakin memburuknya 
pelayanan jalan. Pada tahun 2002 jumlah mobil penumpang 
sebanyak 3,862 juta unit, dan pada tahun 2006 jumlahnya 
telah mencapai 9,237 juta unit atau tumbuh rata-rata 
22,9%/tahun. Pada tahun 2002 jumlah bus sebanyak 731,99 
ribu unit, dan pada tahun 2006 jumlahnya telah mencapai 
3,369 juta unit atau tumbuh rata-rata 44,4%/tahun. Pada 
tahun 2002 jumlah truk sebanyak 2,015 juta unit, dan pada 
tahun 2006 telah mencapai 5,874 juta unit atau tumbuh 
rata-rata 28,6%/tahun.   Fenomena yang menarik dewasa ini 
adalah perkembangan jumlah sepeda motor, dimana pada 
tahun 2002 berjumlah 18,061 juta unit meningkat tajam 
menjadi 40,205 juta unit pada tahun 2006 atau tumbuh 
rata-rata 21%/tahun. Fenomena ini disatu sisi terkait dengan 
makin mahalnya biaya angkutan umum, sedangkan di sisi 
lain terdapat kemudahan bagi masyarakat untuk mempe-
roleh sepeda motor lewat berbagai skema pinjaman. 



                                                                                         
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 
 
 

IV-2

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
1985, telah ditetapkan ruas-ruas jalan menurut peranannya 
sebagaimana Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
375/KPTS/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penetapan 
ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut peran-
nya sebagai jalan arteri, jalan kolektor 1, jalan kolektor 2 dan 
jalan kolektor 3. Dalam ketetapan tersebut, jalan di wilayah 
Indonesia meliputi jalan arteri sepanjang 16.833,79 kilometer, 
jalan kolektor 1 sepanjang 17.795,04 kilometer, jalan kolektor 
2 sepanjang 36.299,83 kilometer dan jalan kolektor 3 sepan-
jang 3.825,19 kilometer. Data tahun 2006 menunjukkan bah-
wa menurut kewenangan pengelolaannya, panjang jalan na-
sional 34.318 km, jalan propinsi 46.771 km, jalan kabupaten 
21.934 km, jalan kota 229.208 km dan jalan toll 772 km. 

Di sisi penyediaan fasilitas angkutan jalan, terdapat jaringan 
lintas, yaitu jaringan pelayanan angkutan barang yang dite-
tapkan berdasarkan kesamaan kelas jalan.  Pada koridor uta-
ma yang merupakan jalan arteri primer diklasifikasikan seba-
gai jalan kelas II atau IIIa, sedangkan  jalan tol diklasifikan 
sebagai jalan kelas II. Disamping itu telah ditetapkan pula 
kelas jalan sebagai berikut : 

a. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 1999 
tentang kelas jalan di Pulau Jawa; 

b. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1 Tahun 2000 
tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera; 

c. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 13 Tahun 2001 
tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sulawesi; 

d. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1 Tahun 2003 
tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan; 

e. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2004 
tentang Penetapan Kelas Jalan di Propinsi Bali, NTB, NTT, 
Maluku, Maluku Utara dan Papua. 

Jaringan lintas peti kemas telah diatur secara khusus, hal ini 
karena pengangkut peti kemas menggunaan alat angkutan 
yang bersifat khusus dan tidak semua jalan dapat dilalui. 
Jaringan lintas peti kemas yang ditetapkan dengan Keputus-
an Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 adalah 
untuk peti kemas sesuai ISO yakni peti kemas ukuran 20 kaki 
dan 40 kaki. Sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri  
Perhubungan Nomor 74 Tahun 1990, Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat melalui SK 538/AJ.306/DJPD/2005 
telah menetapkan lintas angkutan peti kemas yang terdiri 
atas 2 (dua) jenis, yaitu : 
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a. Lintasan normal angkutan peti kemas  20 kaki dan  40 kaki 

adalah lintas : Tanjung Priok-Cilegon, Tanjung Priok-Bogor, 
Tanjung Priok - Cirebon, Tanjung Priok - Pulo Gadung, 
Bandung-Padalarang, Bandung-Rancaekek, Tanjung Emas-
Kudus, Tanjung Emas - Cirebon, Solo - Karanganyar, Solo-
Surabaya, Solo-Gemolong, Solo-Sukoharjo, Solo-Yogjakarta, 
Tanjung Perak - Banyuwangi, Tanjung Perak - Malang, 
Tanjung Perak - Tulungagung, Tanjung Perak-Tuban, dan 
TPK Rambipuji-Bondowoso. 

b. Lintas angkutan peti kemas dengan kemiringan arah 
memanjang jalan (gradien) lebih besar dari 7 % untuk 
angkutan peti kemas 20 kaki, dan lebih besar dari 5% 
untuk peti kemas 40 kaki. Lintasan angkutan peti kemas 
yang sesuai dengan kriteria di atas, adalah Iintas : Tanjung 
Priok-Bandung, Bandung-Cirebon, dan Semarang-Solo. 

Lintas peti kemas peti kemas sebagaimana ketentuan tersebut 
sebagian besar hanya lintas-lintas peti kemas di Pulau Jawa, 
sedangkan jaringan lintas di pulau sumatera sedang dalam 
proses, sedangkan lintas peti kemas di pulau lainnya belum 
ditetapkan. 

Terkait dengan kebijakan otonomi daerah, dewasa ini telah 
banyak pemerintah provinsi yang mengeluarkan peraturan-
peraturan daerah berkaitan dengan penanganan muatan 
lebih, seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, 
D.I Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan 
beberapa provinsi lainnya. Sementara pemerintah provinsi 
yang lain belum memiliki perda. Perda yang telah dikeluarkan 
pemerintah provinsi terus dilakukan monitor, evaluasi dan 
verifikasi oleh pemerintah pusat, dengan hasil  bahwa masih 
banyak produk-produk perda yang belum sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

Dalam rangka penyempurnaan kebijaksanaan penanganan 
muatan lebih melalui penyelenggaraan jembatan timbang, 
melalui bantuan Bank Dunia telah dilakukan kegiatan   Stan-
darisasi Perencanaan Jaringan dan Keselamatan Transportasi 
Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan ling-
kup pekerjaan penataan sistem penanganan jembatan tim-
bang mulai Januari  2004 telah dilakukan uji coba penanga-
nan jembatan timbang metode baru di 2 (dua) propinsi, yaitu : 

a. Sumatera Barat (Jembatan timbang: Sungai Langsat, 
Lubuk Selasih, dan Kamang); 
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b. Nanggro Aceh Darussalam (Jembatan Timbang: Seuma-
dam);  

dan dilanjutkan dengan 2 lokasi baru yaitu di Jambi dan 
Jawa Barat dengan dana dari ADB yang diharapkan akan 
selesai pada pertengahan tahun 2007. Sistem penanganan 
jembatan timbang metode baru ini melibatkan peran sektor 
swasta yang memegang tanggung jawab terhadap manejemen 
jembatan timbang. Apabil sistem ini dipandang layak oleh 
pemerintah maka akan diimplementasikan secara bertahap di 
seluruh Indonesia. Hal yang penting dalam implementasi 
sistem ini adalah perlu dirumuskan format kebijakan penang-
anan jembatan timbang secara berkesinambungan (sustain-
able policy) baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
propinsi. 

        Kondisi pelayanan angkutan penumpang antar kota antar 
provinsi belum didasarkan pada penetapan jaringan trayek 
secara sistemik. Penetapannya masih bersifat situasional, 
yaitu semata-mata didasarkan pada kebutuhan pelayanan 
tanpa memperhatikan hirarkhi jaringan trayek yang jelas baik 
antar trayek utama, cabang maupun ranting. Trayek-trayek 
antar kota antar propinsi yang telah ditetapkan sampai tahun 
2006 sebanyak 1.624 trayek yang dilayani bus berizin 
sebanyak 19.197 unit kendaraan, terdiri dari 17.703 unit 
kendaraan operasi dan sebanyak 1.494 unit kendaraan 
cadangan dengan jumlah perusahaan bus AKAP sebanyak 
772 perusahaan. 

 Pembangunan lalu lintas angkutan jalan pada tahun 2006, 
telah dilaksanakan melalui pemasangan fasilitas keselamatan 
transportasi jalan, yang meliputi pemasangan rambu jalan 
sebanyak 10.054 buah, RPPJ 338 buah, pagar pengaman 
jalan (guard rail) sepanjang 28.010 meter, traffic light seba-
nyak 14 buah, warning light 2 unit, pengadaan PKB sebanyak 
12 unit, serta marka jalan sepanjang 797.000 meter; penye-
diaan subsidi operasi angkutan bus perintis sebanyak 94 
trayek. Penyediaan subsidi operasi tersebut sejalan dengan 
pelaksanaan program bantuan pengadaan bus perintis seba-
nyak 19 unit guna mendukung mobilitas manusia dan distri-
busi barang di wilayah terpencil serta angkutan pelajar. 

           Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen 
dan keselamatan transportasi, telah dilaksanakan koordinasi 
antar instansi dalam upaya mengatasi permasalahan pelang-
garan kelebihan muatan di jalan serta penanganan daerah 
rawan kecelakaan. Mulai tahun 2003, Pemerintah  telah 
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mengalokasikan dana APBN untuk mengurangi daerah-
daerah yang diidentifikasikan sebagai daerah-daerah rawan 
kemacetan dan daerah-daerah rawan kecelakaan khususnya 
pada koridor jalan nasional, dengan melakukan kegiatan 
manajemen dan rekayasa lalu lintas, melakukan pengadaan 
dan pemasangan perlengkapan jalan, perbaikan geometrik 
jalan, perbaikan dan atau pembangunan fasilitas pendukung 
seperti trotoar, lampu jalan dan lain sebagainya. Pada tahun 
2004 pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu 
lintas dilaksanakan di propinsi Kalimantan Tengah, sedang-
kan pada tahun 2005 dilaksanakan di 2 (dua) propinsi, yaitu 
provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan 
Detail Engeeniring Disign perbaikan DRK dilakukan di 2 (dua) 
lokasi yaitu di Provinsi Riau  dan Jambi. 

Mulai tahun 2005 pemerintah berupaya memberikan kemu-
dahan bagi para penguna jalan khususnya pengendara 
kendaraan pada ruas jalan nasional dengan memberikan 
informasi terhadap ruas jalan nasional melalui pengadaan dan 
pemasangan nomor rute jalan. Sebagai tindak lanjut telah 
dilakukan Uji coba pemasangan beberapa nomor rute jalan di 
jalan nasional sesuai SK. Dirjen Perhubungan Darat No. SK. 
1321/AJ.401/DRJD/2005 tentang Uji Coba Rambu Nomor 
Rute pada Jaringan Jalan Nasional/Arteri Primer di Pulau 
Jawa. Uji coba pemasangan tersebut dilakukan pada sebagian 
ruas jalan nasional di pulau jawa yaitu Jawa Barat dan Jawa 
Tengah. 

 Dalam rangka mendukung Asean Highway dimana sepanjang 
+ 3.900 KM jalan nasional di Pulau Jawa dan Bali dan Pulau 
Sumatera telah ditetapkan sebagai jalan internasional, 
dipandang perlu menyusun legalitas untuk pemasangan 
nomor rute jalan pada jaringan jalan nasional dan jaringan 
jalan internasional. 

 Peningkatan produktivitas angkutan pada umumnya sejalan 
dengan perkembangan ekonomi yang di dukung oleh 
pembangunan di bidang prasarana dan sarana jalan yang 
semakin meningkat. Jumlah bus AKAP (angkutan antar kota 
antar propinsi pada tahun 2003 sebanyak 19.370 unit, pada 
tahun 2004 sebanyak 19.363 selanjutnya pada tahun 2005 
dan 2006 mengalami penurunan menjadi 19.253 unit dan 
19.194 unit. Perkembangan jumlah bus AKAP sejalan dengan 
berkembangnya perusahaan otobus/operator dengan jumlah 
pada tahun 2003 sebanyak 748 perusahaan yang terus 
meningkat pada tahun 2004 sebanyak 759 perusahaan, pada 
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tahun 2005 menjadi 761 perusahaan, dan pada tahun 2006 
menjadi 771 perusahaan.  

         Penanganan masalah kecelakaan lalu lintas di jalan masih 
harus tetap ditingkatkan secara lebih menyeluruh, pada 
tahun 2004 jumlah korban sebanyak 32.271 jiwa dan pada 
tahun 2006 sebanyak 20.878 jiwa. Upaya-upaya untuk 
menekan angka kecelakaan tersebut telah dilakukan, antara 
lain dengan mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan 
kepada pengemudi kendaraan bermotor. Ketentuan mengenai 
sabuk keselamatan diatur dalam Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 37 tahun 2002 tentang Persyaratan 
Kewajiban Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Meng-
gunakan Sabuk Keselamatan. 

Trayek lintas batas negara antara Indonesia dengan negara 
tetangga beberapa diantaranya telah ditetapkan dan dilayani  
moda transportasi jalan, sedangkan yang lain masih dalam 
proses perundingan kesepakatan. Lintas batas negara yang 
telah dilayani adalah: Entikong (Kalbar) - Tebedu (Serawak, 
Malaysia); Jayapura (Papua) - Wutung (perbatasan Papua 
dengan Papua New Guinea); Kalimantan Timur - Sabah 
Malaysia (masih dalam kesepakatan); dan Pontianak (Kalbar) 
– Bandar Sri Begawan (Brunei). Berdasarkan Keputusan 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/ 
AJ.106/DRJD/2003 tanggal 11 Agustus 2003 telah ditetap-
kan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal 
penumpang Type A di seluruh Indonesia sebanyak 203 
simpul. 

    
2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

         Transportasi sungai dan danau adalah transportasi yang 
sangat tua umurnya di Indonesia, bahkan dapat dikatego-
rikan sebagai transportasi tradisional. Peranannya telah nyata 
dirasakan oleh masyarakat terutama di Sumatera, Kalimantan 
dan Papua. Fungsi sungai serta danau sebagai prasarana 
transportasi di wilayah tersebut telah mampu memberikan 
kontribusi yang besar serta akses sampai jauh ke pedalaman 
yang belum dijangkau oleh moda transportasi lain. Moda ini 
merupakan suatu moda transportasi yang sangat akrab 
dengan masyarakat di sekitar sungai/danau tersebut karena 
prasarana yang telah disediakan oleh alam dan investasi 
untuk penyelenggaraannya terjangkau oleh masyarakat. Truk 
air maupun kapal penyeberangan sungai dan danau, yang 
merupakan sarana perintis, tumbuh sangat pesat dalam 
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dekade terakhir. Disamping itu, transportasi curah (bulk cargo 
seperti batu bara) di sungai juga sudah mulai berkembang. 
Prospek transportasi ini cukup cerah seiring dengan keung-
gulan karakteristiknya yang mampu mengangkut barang 
dalam jumlah besar (bulk cargo), hemat energi dan polusi 
rendah dengan dampak kerusakan lingkungan kecil. Tingkat 
pertumbuhan pergerakan angkutan penumpang penyebe-
rangan dari tahun 2003 sampai dengan 2006, rata-rata          
-17,34%, pertumbuhan angkutan barang rata-rata 24,56% 
dan pertumbuhan angkutan kendaraan rata-rata 8,82%. 

 Dari sisi pelayanan, sampai dengan tahun 2006 telah tersedia 
199 lintas penyeberangan. Dari keseluruhan lintas dimak-
sud, 178 lintas penyeberangan telah ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan. Lintas-lintas padat pada 
umumnya dilayani lebih dari 6 unit kapal penyeberangan, 
sedangkan sebagian besar lintas dan lintasan perintis hanya 
dilayani oleh 1 unit kapal, bahkan ada kapal yang melayani 
lebih dari 1 lintasan, sehingga pada saat kapal  menjalani 
docking atau mengalami kerusakan, lintas tersebut tidak 
dapat terlayani. Lintas penyeberangan perintis pada tahun 
2006 berjumlah 73 lintasan yang pengoperasiannya dilaksa-
nakan oleh PT ASDP (Persero) dengan mendapat subsidi dari 
Pemerintah. Lintas penyeberangan perintis yang telah mem-
perlihatkan kecenderungan dapat menutup biaya operasi 
karena permintaan yang meningkat, tidak akan disubsidi 
pada tahun berikutnya. Sampai tahun 2006  masih banyak 
daerah yang belum dapat dijangkau dengan angkutan 
penyeberangan perintis dikarenakan keterbatasan  dana  pe-
merintah, sehingga diperlukan peranserta sektor swasta da-
lam penyelenggaraan angkutan keperintisan dengan skema 
pendanaan operasi secara multiyears.  

         Lintas penyeberangan lintas panjang dalam kaitannya dengan 
keberadaan kapal-kapal bantuan dari Luar Negeri sebanyak 5 
lintasan yaitu: Jakarta - Surabaya, Jakarta - Sadai, Jakarta - 
Pontianak, Surabaya - Batulicin dan Surabaya - Makassar. 
Lintas penyeberangan khusus untuk 5 unit kapal cepat 
bantuan luar negeri sebanyak 3 lintasan yaitu: Semarang - 
Kumai, Surabaya -  Banjarmasin dan Balikpapan - Pare-Pare. 

Pada lintas-lintas penyeberangan yang padat, peranan PT 
ASDP (Persero) secara berangsur-angsur berkurang karena 
digantikan oleh swasta. Sedangkan pada lintas-lintas penye-
berangan yang baru berkembang, peranan PT ASDP (Persero) 
masih tetap dominan melalui program keperintisan angkutan 
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penyeberangan. Lintas Angkutan Penyeberangan komersial 
dilayani oleh PT ASDP (Persero) dan 25 perusahaan swasta.  
Bagi PT ASDP (Persero) hasil yang diperoleh dari pengoperasi-
an kapal pada lintasan komersial sebagian digunakan untuk 
mensubsidi lintas penyeberangan perintis (subsidi silang). 
Peran sektor swasta dalam angkutan penyeberangan cukup 
besar, terutama pada lintas-lintas penyeberangan yang padat. 
Sedangkan fungsi PT ASDP (Persero) di lintasan-lintasan 
padat adalah sebagai stabilisator.  

Pada tahun 2006 telah dilaksanakan pembangunan SBNP 6 
buah,  pengerukan 334.000 m2, rehabilitasi kapal perintis 3 
unit, rehabilitasi dermaga penyeberangan sebanyak 10 lokasi, 
pembangunan dermaga penyeberangan baik pembangunan 
baru maupun pembangunan lanjutan di 40 lokasi, pemba-
ngunan dermaga sungai baik baru maupun lanjutan 
sebanyak 6 lokasi. Disamping itu telah dilakukan pemba-
ngunan baru dan lanjutan kapal penyeberangan perintis 
sebanyak 8 unit dan pelaksanaan subsidi pengoperasian 
kapal perintis di 62 lintasan untuk melayani wilayah terpencil 
dan perbatasan.  
 

3.  Transportasi Perkotaan 
    Panjang jalan di wilayah perkotaan Indonesia diperkirakan 

55.000 km, sedangkan panjang jaringan jalan rel di kota besar 
di Pulau Jawa hanya 167 km yang merupakan jalur ganda. 
Perbandingan antara luas lahan dan jalan raya di kota besar 
sangat rendah, yaitu berkisar antara 2,5% - 5%, serta banyak 
fungsi jalan yang digunakan untuk non transportasi, serta 
tingginya penggunaan kendara-an pribadi sehingga diperlukan 
angkutan massal (Mass Rapid Transit). Volume pergerakan di 
wilayah perkotaan cenderung meningkat terutama pada jam-
jam sibuk, didukung oleh jaringan jalan yang tidak memadai 
sehingga mengakibatkan kecepatan semakin rendah, mening-
katnya polusi, pemborosan ruang jalan, pemborosan energi, 
meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan disiplin pengguna ja-
lan menurun. Penurunan disiplin berlalu lintas diindikasikan 
dengan tidak dipatuhinya rambu dan marka jalan serta tidak 
mengikuti perintah petugas. Pemanfaatan jasa transportasi 
kota di tengah aktivitas kehidupan masyarakat membawa 
dampak negatif berupa pencemaran yang berasal dari 
“polutant” gas buang sarana/kendaraan yang mengakibatkan 
penurunan kualitas lingkungan. 
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    Dari beberapa hasil penelitian terhadap kemacetan lalu lintas 
di daerah perkotaan, diindikasikan terjadi pemborosan biaya 
sekitar Rp.10 triliun per tahun. Selama ini telah dirasakan 
bahwa masyarakat yang hendak melakukan perjalanan senan-
tiasa mengalami kesulitan memperoleh pelayanan trans-
portasi, akibat kemacetan lalu lintas dan terbatasnya kapa-
sitas angkutan umum, serta kurang terpadunya antar moda. 
Di samping itu masyarakat golongan ekonomi menengah ke 
bawah tergeser ke lokasi pemukiman di wilayah pinggiran atau 
ke lokasi dengan akses transportasi rendah, sehingga 
menjadikan jarak dari rumah ke tempat kerja di pusat kota 
semakin jauh dan biaya transportasi semakin mahal. Dalam 
kaitannya dengan sistem kelembagaan, terjadi tumpang tindih 
instansi yang menangani transportasi kota, sehingga cende-
rung menghasilkan persepsi berbeda yang mengakibatkan 
sulitnya melakukan koordinasi dalam penanganan pelbagai 
masalah. 

 
B. SASARAN PEMBANGUNAN 
 

1. Transportasi Jalan  
    Sasaran pembangunan transportasi darat tahun 2008 adalah 

terwujudnya :  

a. Peningkatan kondisi prasarana LLAJ; 
b. peningkatan kelaikan sarana moda transportasi jalan; 
c. peningkatan jumlah prasarana dan sarana keselamatan 

LLAJ; 
d. Penurunan kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan 

lalu lintas di jalan; 
e. Peningkatan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam 

mendukung mobilitas manusia, distribusi barang dan 
jasa; 

f. Peningkatan keterjangkauan pelayanan trasportasi 
umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan 
serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis; 

g. Peningkatan keefektifan regulasi dan kelembagaan trans-
portasi jalan; 

h. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas 
yang baik dan penanganan dampak polusi udara serta 
pengembangan terknologi sarana transportasi yang 
ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan; 

i. Peningkatan SDM profesional dalam perencanaan, pembi-
naan, dan penyelenggaraan LLAJ; 
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j. Penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dan 
berbasis masyarakat 

 
2.  Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 
 

     Sasaran pembangunan transportasi sungai, danau dan pe-
nyeberangan tahun 2008 adalah terwujudnya :  

a. Peningkatan jumlah prasarana dermaga untuk mening-
katkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap ope-
rasi dan meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan 
padat; 

b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana ASDP; 
c. Peningkatan keselamatan ASDP; 
d. Peningkatan kelancaran dan jumlah penumpang, ken-

daraan yang diangkut, terutama meningkatnya kelancar-
an perpindahan antar moda di dermaga penyeberangan, 
serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis; 

e. Terwujudnya peningkatan peran serta swasta dan peme-
rintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan 
ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP 

3.  Transportasi Perkotaan 
  
    Sasaran pembangunan transportasi perkotaan tahun 2008 

adalah terwujudnya :  

a. Peningkatan tata cara dan konsep pembinaan transpor-
tasi perkotaan; 

b. Peningkatan partisipasi dan peranserta institusi terkait 
dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan; 

c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan perkotaan; 

d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
transportasi perkotaan; 

e. Peningkatan peranserta masyarakat dalam peningkatan 
tertib lalu lintas; 

f. Peningkatan tertib lalu lintas dan keselamatan angkutan 
perkotaan; 

g. Peningkatan inovasi pengembangan dan teknologi trans-
portasi perkotaan. 

    4.  Keselamatan Transportasi 
Sasaran pembangunan keselamatan transportasi tahun 2008 
adalah terwujudnya : 
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a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi 
jalan dan jalur pelayaran sungai, kualitas lingkungan, 
alur transportasi serta pemeliharaan alur ASDP untuk 
dapat mewujudkan keselamatan transportasi darat; 

b. Peningkatan sistem data kecelakaan LLAJ dan ASDP 
yang akurat, kredibel, dan up to date; 

c. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan dunia 
pendidikan dalam mewujudkan keselamatan transporatsi 
darat; 

d. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan baik 
pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, 
pengemudi dan operator angkutan SDP, serta pejalan 
kaki; 

e. Peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan dan 
penyelenggaraan keselamatan transportasi darat; 

f. Penyelenggaraan angkutan orang, barang baik angkutan 
jalan maupun angkutan SDP yang aman, nyaman dan 
selamat; 

g. Penurunan jumlah dan tingkat fatalitas dan kecelakaan 
transportasi darat. 

 
C. ARAH KEBIJAKAN 
 

Pembangunan transportasi darat tahun 2008 dilaksanakan 
dengan arah kebijakan sebagai berikut:  

1.  Transportasi Jalan     
     a.   Meningkatkan  kondisi pelayanan prasarana jalan dan pe-

nanganan muatan lebih secara komprehensif; 
     b.  Meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan secara kom-

prehensif dan terpadu; 
     c.  Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan se-

cara terpadu; 
     d.   Meningkatkan  aksesibilitas  pelayanan  kepada masyara-

kat melalui pelayanan perintis; 
     e.   Menyusun RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transpor-

tasi Jalan); Revisi UU No. 14/1992; Standar Pelayanan 
Minimal; Standar Teknis; Pengendalian & Pengawas-an di 
Daerah; 

     f.   Meningkatkan profesionalisme SDM, kemampuan mana-
jemen & rekayasa lalu lintas; 

     g.  Meningkatkan pengembangan  transportasi yang berke-
lanjutan. 
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     2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 
a.   Meningkatkan tingkat keselamatan & kualitas pelayanan 

sarana & prasarana pengelolaan angkutan; 
b. Meningkatkan kelancaran & kapasitas pelayanan lintas 

jenuh, memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antar 
moda; 

c. Meningkatkan pengembangan pelayanan ASDP: 
1) Jawa & Madura untuk kegiatan pariwisata, angkutan 

lokal pada lintas penyebaran antar provinsi, antar  pu-
lau dan pengembangan lintas  penyeberangan kabupa-
ten/kota; 

2) Bali & Nusa Tenggara untuk kegiatan transportasi lo-
kal, terkait dengan pariwisata seperti di Danau Bedu-
gul, Batur, Kelimutu; pelayanan lintas penyeberangan 
antar negara; antar provinsi antar pulau; antar kabu-
paten/kota; 

3) Kalimantan untuk kegiatan pelayanan jaringan trans-
portasi sungai, lintas penyeberangan antar provinsi, 
antar pulau, dan antar negara (internasional); 

4) Sulawesi untuk kegiatan penyeberangan di danau 
Tempe, Towuti, Matano, lintas penyeberangan antar 
provinsi, dalam dalam provinsi; 

5) Maluku & Papua untuk kegiatan penyeberangan antar 
provinsi, dan antar kepulauan dalam provinsi.  

     3. Transportasi Perkotaan 
a.   Mewujudkan pemulihan pelayanan bus kota sesuai deng-

an Standar Pelayanan Minimal; 
b.   Mewujudkan pemaduan pengembangan kawasan dengan 

sistem transportasi kota; 
c.  Meningkatkan pengembangan angkutan massal dengan 

Bus Rapid Transit; 
d.  Mewujudkan jalinan keterhubungan pusat kota dengan 

outlet (bandara), pusat produksi dengan outlet (pelabuhan 
laut); 

e.   Meningkatkan pengembangan Transportasi 
berkelanjutan. 

    

   4.  Keselamatan Transportasi Darat       
         a.    Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan dan angkutan 

SDP secara komprehensif & terpadu dari berbagai aspek, 
yaitu pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, 
penanganan daerah rawan kecelakaan, system informasi 
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kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan SDP, kelaikan 
sarana serta izin penegmudi di jalan; 

         b.    Memprioritaskan peningkatan keselamatan : mengupaya-
kan penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan, & 
fasilitas LLAJ & angkutan SDP; 

          c.  Meningkatkan kelaikan sarana & prasarana LLAJ & Ang-
kutan SDP; 

 
     5.  Pemberian Kemudahan Akses Bagi Penyandang Cacat   
          a.  Menyempurnakan regulasi pemerintah menyangkut ke-

tentuan-ketentuan pokok mengenai pembangunan fasi-
litas publik dan sarana transpotasi yang ramah terhadap 
penyandang cacat; 

          b.  Menyusun pedoman teknis bagi perusahaan jasa angkut-
an publik (darat) yang ramah terhadap penyandang 
cacat; 

          c.  Melakukan sosialisasi atas regulasi dan panduan teknis 
tentang ketentuan-ketentuan pokok pembangunan fasili-
tas publik dan sarana transportasi kepada masyarakat 
luas; 

          d.  Melakukan aksi sosial tentang penggunaan fasilitas pu-
blik dan sarana transportasi yang ramah terhadap pe-
nyandang cacat; 

          e.  Membangun fasilitas yang memudahkan bagi 
penyandang cacat di tempat menunggu angkutan baik di 
terminal maupun di dermaga penyeberangan; 

          f.  Melakukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi ko-
munikasi dan informasi bagi penyandang cacat; 

          g.  Meningkatkan layanan informasi bagi penyandang cacat; 
          h.  Melakukan penguatan Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyan-
dang Cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana 
perhubungan menjadi Peraturan Pemerintah; 

          i.  Melakukan  penyusunan  Peraturan Daerah (Perda) ten-
tang aspek aksesibilitas bagi penyandang cacat pada 
bangunan umum termasuk prasarana perhubungan da-
rat seperti : terminal, dermaga pelabuhan, dan halte; 

          j.  Melakukan penyusunan pedoman teknis penggunaan sa-
rana transportasi darat yang ramah terhadap penyan-
dang cacat; 

          k.  Melakukan penyelenggaraan kampanye publik/sosialisasi 
kepada masyarakat tentang kepedulian pengguna fasi-
litas publik dan sarana transportasi bagi penyandang 
cacat. 
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D.  PROGRAM PEMBANGUNAN 
       Program pembangunan transportasi darat tahun 2008 bertu-

juan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang 
lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu mening-
katkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil 
kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta men-
dorong ekonomi nasional, meliputi : 

1. Program  Rehabilitasi  dan Pemeliharaan Prasarana dan 
Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan kegiatan dan 
target fisik  dalam tabel IV-1. 

                      TABEL IV-1 
                    PROGRAM  REHABILITASI  DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 

DAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 
 

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp (Miliar) 

Rehabilitasi 
Jembatan Timbang 

 
Unit 

 
8* 

 
7,5 

              Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2007 
             Keterangan: * terdiri dari 5 jembatan timbang percontohan dan 6 

jembatan timbang operasional 
 
 

 
 

    2.    Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, de-
ngan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-2 

            TABEL IV-2 
               PROGRAM  PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 

KEGIATAN SATU
AN 

JUMLAH Rp 
(Miliar) 

ASPEK KESELAMATAN & PRASARANA  
Alat Pengujian Kend. Bermotor 
Rambu Lalu-Lintas 
RPPJ 
Marka Jalan 
Pagar Pengaman Jalan 
Delineator 
Cermin Tikungan 
Warning Light 
Traffic Light 
Terminal Lanjutan  
Terminal Baru  
APILL Tenaga Surya 
ATCS 
Faskes untuk BRT 
Zona Selamat Sekolah (ZOSS) F  
asilitas Smart Card di Terminal 
Traffic Board Sign 
Land Transp. Management Centre 

 
 

Unit 
Buah 
Buah 
Meter 
Meter 
Buah 
Buah 
Unit 
Unit 
Paket 
Paket 
Paket 
Lokasi 
Unit 

Lokasi 
Paket 
Paket 
Paket 

 
 

33 
20.796 

593 
1.970.500 

64.124 
28.364 

75 
15 
71 
8 
1 
32 
6 
3 

226 
2 
2 
1 

584,1 
 

                  Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2007 
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3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Jalan, 
dengan kegiatan dan target fisik disampaikan dalam tabel IV-
3. 

                  TABEL IV-3                                                                 
PROGRAM  PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN      

ANGKUTAN JALAN 

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp (Miliar) 

Pengadaan Bus Perintis 
Pengadaan Bus Sedang  
Pengadaan Bus Besar  
Subsidi Perintis Angkutan Jalan 
Pengadaan dan Pemasangan 
Konventerkit 

Unit 
Unit 
Unit 

Propinsi 
Paket 

53 
187 
56 
20 
1 

161,5 

 
 
 
 
 

              Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2007  
 
      4.   Program Restrukturisasi & Reformasi Kelembagaan & Pra-

sarana LLAJ, dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel 
IV-4. 

                   TABEL IV-4 

                        PROGRAM  RESTRUKTURISASI & REFORMASI KELEMBAGAAN & 
                    PRASARANA LLAJ 

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp (Miliar) 

RESTRUKTURISASI 
KELEMBAGAAN & PRASARANA 
LLAJ 

Kegiatan Sosialisasi Keselama-
tan Transportasi Darat 

Pening, Kualitas SDM PPNS 

Penyusunan 
Kebijakan/Rencana Teknis Bi-
dang LLAJ & Keselamatan 

Standar serta Pengembangan 
Sistem Informasi 

Penyelenggaraan Sosialisasi/ 
Diseminasi/ Seminar/workshop  
Monitoring & Evaluasi 

Pra Desain/DED/SID/Manaje-
men Rekayasa Lalu Lintas & 
Terminal 
 

 
 
 

 
Lokasi 

Paket 
 

Paket 
 
 

Paket 
 
 

Paket 

 
Paket 

 
 
 
 

32 

 
9 
 

114 
 
 

17 
 
 

15 
 

15 

88,3 
 
 

             Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2007 



      5.  Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan 
Sarana ASDP,dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel 
IV-5. 

                                                            TABEL IV-5 
                        PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA 
                                                           DAN SARANA ASDP 
 

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp (Miliar)  
  

Paket 
Paket 

Paket 
Paket 
Paket 
Paket 
Paket 

 

Buah 
Buah 

 

Buah 
Buah 
Buah 
Buah 
Buah 

 

21 
41 

14 
26 
3 
4 
12 
 

1.742 
26 
 

14 
- 

12 
22 
12 

PRASARANA ASDP 

Dermaga Penyeberangan Baru  
Dermaga Penyeberangan Lanjut-
an  
Dermaga Penyeberangan Selesai 
Dermaga Sungai Baru 
Dermaga Sungai Lanjutan  
Dermaga Sungai Selesai  
Dermaga Danau Baru 

FASILITAS KESELAMATAN 

Rambu Sungai dan Danau 
Rambu Suar 

SARANA ASDP 

Kapal baru  
Kapal lanjutan  
Kapal Selesai 
Pengadaan Bus Air 
Pengadaan Speed Boat 

1.229,65 

 
 
 
 
 
 
 

10.265,86 
 
 

303,88 
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SUBSIDI PERINTIS SDP            
                

Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2007 

Lintas 78 122,94 

 
    6.    Program  Rehabilitasi  dan Pemeliharaan Prasarana dan Fa-

silitas Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dengan 
kegiatan dan target fisik  dalam tabel IV-6. 

 
                                                            TABEL IV-6 
                  PROGRAM  REHABILITASI  DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN 
                    FASILITAS DERMAGA SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN 

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp (Miliar) 

REHABILITASI 

Dermaga Penyeberangan  
Dermaga Danau  
Dermaga Sungai 

 

Paket 
Paket 
Paket 

 

23 
- 
8 

109,66 

           Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2007 
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    7.  Program Restrukturisasi & Reformasi Kelembagaan SDP, 

dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel IV-7. 
 
 
                                                          TABEL IV-7 
                   PROGRAM  RESTRUKTURISASI & REFORMASI KELEMBAGAAN SDP 
 

KEGIATAN SATUAN JUMLAH Rp (Miliar) 

Penyusunan Kebijakan / Detail 
Desain 
 

Paket 

 

48 

 

37,42 

              Sumber : Ditjen Perhubungan Darat 
 
    8.   Program pembangunan transportasi darat tahun 2008 yang 

bertujuan untuk memberi kemudahan akses bagi penyan-
dang cacat, meliputi: 

            a. Penyusunan regulasi mengenai kemudahan penyandang 
cacat terhadap sarana dan prasarana transportasi; 

            b. Penyusunan pedoman teknis dan rancang bangun sarana 
transportasi darat yang memprioritaskan bagi penyan-
dang cacat; 

            c. Penyusunan  pedoman  teknis  tentang rancang bangun 
prasarana transportasi darat seperti: terminal, dermaga, 
halte yang memperhatikan penyandang cacat; 

            d. Sosialisasi Peraturan Perundangan mengenai aksesibilitas 
bagi penyandang cacat ke daerah-daerah. 

 

 



BAB V 
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 

PERKERETAAPIAN 
  
 

A.  KONDISI UMUM  

Jaringan kereta api di Indonesia sebagian besar merupakan 
peninggalan Belanda, meliputi lintasan sepanjang ± 6.482 km 
yang tersebar hanya di pulau Jawa dan Sumatera, dimana 
70% diantaranya terletak di pulau Jawa. Di pulau Jawa ja-
ringan kereta api ini menghubungkan dua kota metropolitan, 
yaitu Jakarta dibagian barat dan Surabaya dibagian timur 
dengan jarak ± 826 km. Di pulau Jawa, terdapat tiga lintas 
pelayanan utama, yaitu : Jakarta-Bandung; Jakarta-
Semarang-Surabaya (lintas utara) dan Jakarta-Jogyakarta-
Surabaya (lintas selatan). Sementara itu di pulau Sumatera 
terdapat tiga sub-jaringan kereta api yang terpisah satu sama 
lain, yakni: sub-jaringan Sumatera bagian utara; sub-jaringan 
Sumatera bagian barat dan sub-jaringan Sumatera bagian 
selatan. Kondisi pembangunan perkeretaapian ditandai oleh 
pesatnya pertumbuhan penyediaan baik sarana maupun pra-
sarana sebagai akibat makin meningkatnya perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat sehingga kebutuhan pelayanan 
transportasi juga semakin meningkat. Perkembangan kondisi 
Perkeretaapian digambarkan secara umum dengan pencapa-
ian kinerja yang telah dicapai dibidang perkeretaapian antara 
lain jumlah angkutan barang yang diangkut kereta api naik 
dari 17,38 juta ton pada tahun 2005 menjadi 17,83 juta ton 
pada tahun 2006 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,5%.  
Angkutan penumpang mengalami kenaikan dari 148 juta 
penumpang menjadi 154 juta penumpang atau mengalami 
pertumbuhan sebesar 3,9%. Pertumbuhan jumlah penumpang 
ini salah satunya disebabkan adanya peningkatan Level of 
Service. 

Tingkat pelayanan (Level of Service) untuk tingkat ketepatan 
keberangkatan kereta api menjadi lebih baik, yaitu dari 70% 
pada tahun 2005 menjadi 85% pada tahun 2006. Waktu 
peredaran gerbong mengalami penurunan dari 3,27 hari pada 
tahun 2005 menjadi 2,61 hari pada tahun 2006, ini salah 
satunya disebabkan adanya peningkatan kecepatan tempuh. 
Disamping itu, untuk pelayanan kecepatan tempuh dengan 
kecepatan 100 – 120 km/jam mengalami kenaikan dari 400 
Km.spur pada tahun 2005 menjadi 450 Km.spur pada tahun 
2006. Demikian juga untuk kecepatan 60 – 79 km/jam juga 
mengalami kenaikkan dari 1.106 Km.spur pada tahun 2005 
menjadi 1.150 Km.spur pada tahun 2006.  
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Jumlah sarana lokomotif kereta api mengalami penurunan 
dari 358 unit pada tahun 2005 menjadi 352 unit pada tahun 
2006, disamping itu sarana kereta api untuk Kereta Raya  
mengalami kenaikkan dari 1.222 unit pada tahun 2005 
menjadi 1.386 pada tahun 2006. Jumlah KRL juga mengalami 
kenaikkan dari 250 unit pada tahun 2005 menjadi 287 unit 
ditahun 2006. Sarana kereta api yang dioperasikan terdiri dari 
lokomotif, kereta, gerbong, kereta rel diesel dan kereta rel 
listrik. Kondisi lokomotif yang beroperasi sangat bervariasi 
baik dari jenis transmisi, tenaga traksi, merk maupun negara 
pembuat. Jenis transmisi lokomotif yang dimiliki adalah 
elektrik dan hidrolik. Seri lokomotif yang menggunakan jenis 
transmisi electrik adalah CC-201 (1.950 HP), CC-202 (2.000 
HP) dan CC-203 (2150 HP), buatan General Electric dan BB-
200 (875 HP), BB-201 (1.310 HP), BB-202 (1.100 HP), buatan 
General Motor Co, keduanya merupakan perusahaan dari 
Amerika Serikat. Selanjutnya seri lokomotif BB-301 (1.500 HP) 
dan BB-302 (1.100 HP), masing-masing buatan Krupp dan 
Henschel dari Jerman, menggunakan transmisi jenis hidrolik. 
Jenis gerbong lebih bervariasi dari pada lokomotif, tetapi se-
cara sederhana dapat di kategorikan berdasar jumlah gandar-
nya, yaitu gandar dua dan gandar empat.  

Dari sisi kapasitas jaringan, sampai tahun 2006 yang telah 
dilakukan  pembangunan  jalur  ganda  adalah  Cikampek – 
Cirebon (135 km), Cikampek – Purwakarta (19 km), partial 
Purwakarta – Padalarang (35 km), Tegal – Brebes (12 km), 
Yogyakarta – Solo (59 km), sedangkan jaringan jalur  ganda  
yang akan selesai dalam tahun 2007 adalah Kutoarjo – 
Yogyakarta (64 km), Tanah Abang – Serpong (24 km), dan jalur 
ganda Tegal – Pekalongan pada segmen Petarukan – Pemalang 
(7,7 km), sementara itu pada tahun 2007 akan dimulai peker-
jaan fisik  pembangunan jalur  dwi  ganda  antara Manggarai – 
Bekasi (18 km) dan elektrifikasi Bekasi – Cikarang (17 km). 

Jembatan di lintas utama Jawa sebagian besar mempunyai 
tekanan gandar 18 ton, sedangkan di lintas utama Sumatera 
mempunyai tekanan gandar berkisar antara 18 sampai 20 
ton. Terdapat empat kategori teknologi sistem persinyalan 
yang dioperasikan di jaringan kereta api, baik di Jawa 
maupun di Sumatera, yaitu: electronic interlocking system, all 
relay interlocking system, electro mechanical interlocking sys-
tem dan mechanical interlocking system. Electronic interlocking 
system terdapat di lintas Merak – Tanah Abang, Jabotabek 
area, lintas Cikampek – Cirebon – Semarang, lintas Bekasi - 
Cikampek - Padalarang – Gedebage, lintas Cirebon – Kroya – 
Yogyakarta, lintas Tasikmalaya – Banjar – Kroya serta Tegal - 
Prupuk. All relay-interlocking system terdapat di stasiun 
Cirebon, stasiun Semarang, stasiun Surabaya Gubeng, sta-
siun Wonokromo, stasiun Solo-Balapan, stasiun Yogyakarta, 
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stasiun Bandung, stasiun Medan serta lintas Wonokromo – 
Kertosono. Electro mechanical interlocking system terdapat di 
lintas Padalarang – Sukabumi, lintas Gedebage – Tasikmalaya, 
lintas Cirebon - Semarang – Surabaya, sedangkan mechanical 
interlocking system terdapat di lintas Semarang – Solo 
Balapan, lintas Yogya – Solo – Kertosono, lintas Wonokromo – 
Bangil – Jember - Banyuwangi serta lintas Bangil – Malang – 
Blitar – Kertosono dan terletak di seluruh sub jaringan 
Sumatera bagian utara, seluruh sub-jaringan Sumatera 
bagian barat serta seluruh sub-jaringan Sumatera bagian 
selatan.  

Tingkat kecelakaan kereta api untuk tabrakan KA dengan non 
KA mengalami kenaikan ditahun 2005 sebanyak 10 kali 
menjadi 22 kali ditahun 2006. Kereta anjlok/terguling menga-
lami penurunan dari 99 kali ditahun 2005 menjadi 52 kali 
ditahun 2006,  demikian juga untuk kecelakaan yang diaki-
batkan oleh banjir/longsor juga mengalami kenaikan dari 3 
kali ditahun 2005 menjadi 7 kali di tahun 2006.  

Selama tahun 2006, terdapat kegiatan pembangunan perkere-
taapian  yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri antara lain : 

1. Lanjutan Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Segment III 
(48 km) Lintas Cikampek-Cirebon dibiayai Loan JBIC IP-
489; 

2. Lanjutan Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas 
Yogyakarta-Kutoarjo (64 km) dibiayai dari Loan JBIC IP-
469 dan IP-518; 

3. Lanjutan Pembangunan Depo Depok dibiayai dari Loan 
JBIC IP-490; 

4. Pekerjaan Engineering Services Pembangunan DDT Lintas 
Manggarai-Cikarang Tahap I dibiayai Loan JBIC IP-508; 

Kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni untuk mendukung 
Pinjaman Luar Negeri antara lain : 

1. Lanjutan Pembebasan/Penertiban Tanah untuk persiapan 
Pembangunan DDT Lintas Manggarai-Cikarang Tahap I; 

2. Lanjutan Pembebasan /Penertiban Tanah dan Relokasi Fa-
silitas Umum untuk Persiapan Pembangunan Jalur Ganda 
Jalan KA Lintas Cirebon-Kroya; 

3. Penyelesaian Pembebasan/Penertiban Tanah untuk 
Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Yogyakarta-
Kutoarjo; 

4. Pemasangan Rel R.54 Program Kfw sepanjang 53,02 Km di 
Lintas : Cirebon - Semarang, Cirebon - Kroya, Kroya-
Yogyakarta dan Solo-Madiun-Surabaya Gubeng; 

5. Pemasangan Rel R.54 Program Bank Dunia sepanjang 14,1 
Km di Lintas Cikampek-Padalarang dan Bandung-Banjar; 
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6. Pembangunan Tubuh Baan Jalan KA untuk persiapan 
Pembangunan Short Cut Jalan KA Cisomang-Cikadondong 
(5,6 km); 

Kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni untuk Program 
Mendesak antara lain : 
1. Peningkatan Jalan KA rel R. 33/42/54 sepanjang 38,16 

Km di Lintas Medan - Tebingtinggi, Medan - Belawan, 
Bukitputus-Indarung, Lahat-Lb Linggau, Tj.Enim-
Tarahan dan Bangil-Jember; 

2. Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Tanah 
Abang-Serpong sepanjang 24 km; 

3. Pembangunan Jalan KA Baru Lintas Simpang-Indralaya/ 
UNSRI sepanjang 4,3 km; 

4. Lanjutan Pembangunan Jalan KA Tanjung Priok-Pasoso/ 
JITC; 

5. Peningkatan Jembatan Kritis sebayak 8 Bh di Lintas 
Tj.Enim-Tarahan, Cirebon-Kroya dan Solo-Madiun; 

6. Peningkatan Sintelis sejumlah 12 Paket untuk pekerjaan 
Pemasangan Sinyal Sil-02 di Gundih, Lanjutan 
Pengadaan Radio Train Dispaching di Sumut dan 
Jabotabek, 

7. Peningkatan keandalan Sinyal Blok Lintas Solo-Semarang 
dan Penggantian Listrik Aliran Atas di Wilayah Jabotabek; 

8. Pembuatan Underpass pada perlintasan yang tidak dijaga 
di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur 
sebanyak 8 Lokasi; 

9. Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) 
sebanyak 26 unit; 

10. Pengangkutan Kereta Rel Listrik (KRL) ex Hibah sebanyak 
20 Unit; 

11. Pembelian Kereta Rel Listrik Indonesia (KRL-I) ex 
Prototipe sebanyak  4 Unit; 

12. Rehabilitasi Kereta Rel Diesel (KRD) 8 Unit; 
13. Modifikasi KRL menjadi KRDE 10 Unit; 
14. Rehabilitasi Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) 

sebanyak 20 unit. 

Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2007 antara lain : 

1. Penyelesaian Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Seg-
ment III (48 km) Lintas Cikampek-Cirebon dan Modifikasi 
Stasiun Cirebon dibiayai Loan JBIC IP-489; 

2. Penyelesaian Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas 
Yogyakarta-Kutoarjo (64 km) dibiayai Loan JBIC IP-469 
dan IP-518; 

3. Lanjutan Pembangunan Depo Depok dibiayai pinjaman  Lo-
an JBIC IP-490; 

                                                                                                        
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 

V-4



4. Pekerjaan Pembangunan DDT Lintas Manggarai-Cikarang 
Tahap I dibiayai Loan JBIC IP-508 (untuk Konsultan dan 
Konstruksi); 

5. Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Cirebon-Kroya 
(158 km) Pinjaman Loan China; 

6. Rehabilitasi Infrastruktur Jabotabek (Sintelis) Loan Kfw; 
7. Pengadaan 10 Train Set Kereta Rel Listrik Loan Kfw; 
8. Persiapan pembangunan MRT Phase I Lebak Bulus – 

Dukuh Atas yang dibiayai pinjaman Loan JBIC IP-536. 

Kegiatan tahun 2007 yang dibiayai dari Rupiah Murni untuk 
mendukung Pinjaman Luar Negeri antara lain : 

1. Lanjutan Pembebasan/Penertiban Tanah untuk persiapan 
Pembangunan DDT Lintas Manggarai-Cikarang Tahap I; 

2. Penyelesaian Pembebasan /Penertiban Tanah dan Relokasi 
Fasilitas Umum untuk Persiapan Pembangunan Jalur 
Ganda jalan KA Lintas Cirebon-Kroya; 

3. Pemasangan Rel R.54 Program Kfw sepanjang 69 Km di 
Lintas : Cirebon - Semarang, Cirebon - Kroya, Kroya-
Yogyakarta dan Solo-Madiun; 

4. Pemasangan Rel R.54 Program Bank Dunia sepanjang 24 
Km di Lintas Cikampek-Padalarang dan Bandung-Banjar; 

5. Pembangunan Jembatan/Box Culvert untuk persiapan 
Pembangunan Short Cut Jalan KA Cisomang-Cikadondong 
(5,6 km); 

Kegiatan tahun 2007 yang dibiayai dari Rupiah Murni untuk 
Program Mendesak antara lain : 

1. Pembangunan jalan KA antara Matang - Gelumpang II-
Peudada sepanjang 18,05 km Lintas Lhok Seumawe-
Banda Aceh; 

2. Peningkatan Jalan KA rel R. 33/42/54 sepanjang 143 Km 
di Lintas Medan-Belawan, Bukitputus-Indarung, Lahat-Lb 
Linggau, Tj.Enim - Tarahan, Semarang - Solo, Surabaya 
Pasarturi-Bojonegoro, Bangil-Malang; 

3. Lanjutan Pembangunan Jalur Ganda Jala KA Lintas 
Tanah Abang-Serpong (24 km); 

4. Penyelesaian/Penyempurnaan Pembangunan Jalan KA 
Simpang-Indralaya/UNSRI (4,3 km); 

5. Pembangunan Tubuh Jalan KA Simpang-Tanjung Api api 
(87 km) Tahap I; 

6. Pembangunan Jalur Ganda Jalan KA Lintas Tegal-
Pekalongan antara Petarukan-Pemalang (7,7 km); 

7. Lanjutan Pembangunan Jalan KA Tanjung Priok-Pasoso/ 
JICT; 

8. Peningkatan Jembatan Kritis sebayak 9 Bh di Lintas 
Kisaran - Rantauprapat, Tj.Enim - Tarahan, Cikampek-
Cirebon, Banjar-Kroya, Semarang-Solo, Bangil-Kertosono 
dan Bangil-Jember; 
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9. Peningkatan Sintelis sejumlah 12 Paket untuk Penyele-
saian Pemasangan SIL-02 di Gundih, Lanjutan penga-
daan/ Pemasangan Radio Train Dispaching di Sumut dan 
Jabotabek, Pemasangan PLC Lintas Medan-Belawan, Pe-
ngadaan/Pemasangan Fiber Optik Cisomang-Cikandon-
dong, Lanjutan Pengadaan/Pemasangan Kabel Tanah 
Lintas Semarang-Solo, Penggatian axel counter Lintas 
Kertosono-Wonokromo, Penggantian Fider Wire Listrik 
Aliran Atas dan Perbaikan Remote Control di Jakarta; 

10. Pengadaan Bantalan Besi 33.000 Btg untuk mendukung 
Perawatan Jalan KA; 

11. Sterilisasi Peron dengan Sistem Tiketing Baru untuk 
Wilayah Jabotabek; 

12. Pengadaan Alat Kerja untuk Mendukung TUPOKSI 5 Unit 
(Rail Profile Recorder, Rail Longitudinal Runing Surface 
Recorder, Vehicle for OHL Construction and Maintenance, 
Ultra Sonic Flaw Detector/Rail Scan, Hand T Tamper); 

13. Pengadaan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) 
sebanyak 20 Unit; 

14. Pengangkutan Kereta Rel Listrik ex Hibah sebanyak 140 
Unit; 

15. Pengadaan Kereta Rel Diesel-Indonesia (KRD-I) 10 Unit; 
16. Pembayaran Kereta Rel Listrik-Indonersia (KRL-I) ex Pro-

totipe 4 Unit; 
17. Rehabilitasi Kereta Rel Listrik VVVF 8 Unit; 
18. Retrofit/Penyehatan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi 

(K3) dengan Bogie Baru sebanyak 20 Unit; 
19. Rehabilitasi Kereta Diesel 8 Unit;   

Kegiatan non fisik tahun 2007 yang mendukung program 
keselamatan terdiri dari : 

1. Sosialisasi Sistem KA Terpadu; 
2. Sosialisasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian; 
3. Penyusunan Audit Keselamatan Bidang Prasarana dan 

Sarana KA; 
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 

Bidang Perkeretaapian; 
5. Pembentukan Inspektur Keselamatan Perkeretaapian; 
6. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan dan Rawan Bencana 

Alam. 
 
B. SASARAN  

Sasaran pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 
2008 adalah:  

1. Terwujudnya peningkatan keselamatan operasional kereta 
api.  

2. Terwujudnya peningkatan angkutan barang dan penum-
pang kereta api.  
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3. Terwujudnya peningkatan kereta api komuter khususnya 
untuk kota – kota besar.  

4. Terwujudnya dukungan angkutan penumpang kelas ekono-
mi antar kota.  

5. Terwujudnya peningkatan keterpaduan antar moda trans-
portasi.  

6. Terwujudnya peningkatan peran swasta.  
7. Terwujudnya peningkatan panjang jaringan KA melalui 

pembangunan jalur KA baru.  
 

C. ARAH KEBIJAKAN  
Pembangunan transportasi kereta api tahun 2008 
dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:  

1. Meningkatkan keselamatan dan pelayanan melalui 
kelaikan sarana dan prasarana serta sertifikasi tenaga 
operator.  

2. Meningkatkan peran kereta api terhadap angkutan barang 
dan penumpang.  

3. Meningkatkan kapasitas lintas dan kapasitas angkut.  
4. Meningkatkan keterpaduan transportasi.  
5. Meningkatkan peran swasta (Pemerintah sebagai fasilitator 

dan regulator).  
6. Mewujudkan multi operator (revisi UU no. 13 th 1992 ).                           
7. Mewujudkan pembangunan jalur jalan KA baru.  

 
D. PROGRAM PEMBANGUNAN  
 

Program pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 
2008 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, mengura-
ngi beban jalan raya dengan meningkatkan kapasitas angkut 
kereta api, menciptakan keterpaduan transportasi antar dan 
intra moda, serta reformasi kebijakan, sehingga mampu me-
ningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memper-
kecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta 
mendorong ekonomi nasional seperti yang terlihat pada tabel 
berikut ini: 
 

1. Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA, dengan 
kegiatan dan target fisik dalam tabel V-1. 

                                      TABEL  V-1 
     PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KA 

KEGIATAN  SATUAN  JUMLAH  Rp. (Miliar) 
Rehabilitasi Peralatan Sintelis  
Penanganan Daerah Rawan – 
Longsoran 
Perkuatan Tebing 
Rehabilitasi Jalan KA  
Perbaikan Prasarana Jalan KA 
– Akibat Gempa 

Paket 
Lokasi 

 
Lokasi 

Km 
Paket 

1 
7 
 
2 
13 
1 

1,27 
22,59 

 
2,85 
2,65 
4,50 

Sumber : Ditjen Perkeretaapian 
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2. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan 
Sarana Kereta Api, dengan kegiatan dan target fisik dalam 
tabel V-2.  

 
TABEL  V-2 

     PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN 
SARANA KERETA API 

KEGIATAN  SATUAN  JUMLA
H  

Rp. (Miliar) 

Pengadaan Rel 
Pengadaan Wessel 
Pengadaan Bantalan Beton 
Pembangunan Jalan KA 
Peningkatan Jalan KA 
Pembangunan Jalur Ganda 
 Serpong-Maja-R.Bitung 
 Lintas Duri-Tangerang 
 Manggarai-Cikarang 
 Cirebon-Prupuk-

Purwokerto-Kroya 
 Tegal-Pekalongan 
 Kutoarjo-Kroya 

Peningkatan Jembatan KA 
Peningkatan Sintelis 
Pembangunan Operasional 
Jasa Konsultan PHLN 
Pengadaan Alat/Fasilitas Pra-
Sar KA 

Km’ spoor 
Unit 

Batang 
Km 
Km 

 
Km 
Km 
Km 
Km 

 
Km 

Paket 
Buah 
Paket 
Lokasi 
Paket 
Paket 

110 
75 

13.356 
17,7 

462,63 
 

11,08 
5,6 
18 

13,43 
 

22,7 
1 
48 
26 
9 
3 
2 

92,66 
49,73 
6,80 

402,83 
958,17 

 
173,97 
112,00 
549,95 
204,00 

 
282,61 
43,00 
143,01 
319,81 
31,57 
113,00 
1,00 

            Sumber : Ditjen Perkeretaapian 
 
 

3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan 
Perkeretaapian, dengan kegiatan dan target fisik disampai-
kan dalam tabel V-3.  

                                     TABEL  V-3 
                      PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN 
                                           ANGKUTAN  PERKERETAAPIAN 

KEGIATAN  SATUAN  JUMLAH Rp. (Miliar) 

Pengadaan KRL 10 Train Set   
Pengadaan KRDI 
(lanjutan/penyelesaian) 

Paket  
Unit  

1  
12 

155,00 
29,80 

       Sumber : Ditjen Perkeretaapian 
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4. Program Restrukturisasi & Reformasi Kelembagaan Perke-
retaapian, dengan kegiatan dan target fisik dalam tabel 
sebagai  V-4  

 
                                       TABEL  V-4 
                PROGRAM RESTRUKTURISASI & REFORMASI  
                        KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN 

KEGIATAN  SATUAN  JUMLAH  Rp. (Miliar) 

Penyusunan Detail Desain 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Pedoman Teknis 
Studi Kebijakan Perkeretaapian  
Studi Kelayakan  

Laporan  
Laporan  
Laporan 
Laporan  
Laporan  

14  
3  
11  
18  
10   

16,82 
1,66 
6,84 
10,99 
5,60 

           Sumber : Ditjen Perkeretaapian 
 
 

5. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Peme-
rintahan, dengan kegiatan dalam tabel V-5  

 
                                          TABEL  V-5 
         PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN 
                                DAN PEMERINTAHAN 

KEGIATAN  SATUAN  JUMLAH  Rp. (Miliar) 

Kegiatan Penunjang 
• Belanja Pegawai, Barang dan 

operasional Lainnya 

 
Tahun 

 
1 
 

 
56,29 

           Sumber : Ditjen Perkeretaapian 
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BAB VI 
 

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT 
 
 
 
A. KONDISI UMUM 
 

Pada kurun waktu 2000-2006 kondisi permintaan jasa transpor-
tasi laut mengalami perubahan baik untuk angkutan barang 
(sebagian besar menggunakan kontainer) maupun angkutan pe-
numpang. Jumlah muatan angkutan laut barang terus mening-
kat dengan pertumbuhan rata-rata 5,98% pertahun. Jika muat-
an pada tahun 2000 berjumlah 516,63 juta ton maka pada 
tahun 2004 telah meningkat menjadi sebesar 652,645 juta ton 
yang terdiri dari 187,578 juta ton muatan dalam negeri dan 
465,067 juta ton muatan ekspor/impor, sedangkan pada tahun 
2005 jumlah muatan yang diangkut sebesar 699,31 juta ton 
yang terdiri dari muatan dalam negeri 206,34 juta ton dan 
492,97 juta ton muatan ekspor/impor  dan pada tahun 2006 
jumlah muatan yang diangkut sebesar 735,933 juta ton yang 
terdiri dari muatan dalam negeri 220,78 juta ton dan 515,153 
juta ton muatan ekspor/impor.  

Pangsa armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan 
dalam negeri pada tahun 2000 sebesar 53,01% dan pada tahun 
2004 meningkat menjadi 54,00%, dan pada tahun 2005 mening-
kat menjadi 55,47 % dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 
61,3%, sedangkan pangsa muatan yang diangkut armada pela-
yaran asing pada tahun 2000 sebesar  46,99% dan pada tahun 
2005 menurun menjadi 44,53% serta pada tahun 2006 menu-
run menjadi 38,7%. 

Pangsa armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan 
ekspor/impor pada tahun 2000 sebesar 4,60% dan pada tahun 
2005 pangsanya meningkat menjadi sebesar 4,99% dan pada 
tahun 2006 meningkat menjadi 5,7%, sedangkan pangsa arma-
da pelayaran asing pada tahun 2000 sebesar 95,40% dan pada 
tahun 2005 menurun menjadi 95,01% sedangkan pada tahun 
2006 menurun menjadi 94,3%. Jumlah ruas rute yang dilayani 
angkutan laut perintis, mulai tahun 2000 sampai dengan 2005 
realtif tetap yaitu 49 rute, sementara tahun 2006 meningkat 
menjadi 52 rute.  

Sehubungan dengan makin tajamnya persaingan antara moda 
transportasi laut dengan moda transportasi udara, mulai tahun 
2001 sampai 2005 jumlah penumpang yang diangkut oleh 
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kapal-kapal PT. PELNI mengalami penurunan. Jika pada tahun 
2000 jumlah penumpang kapal PT. PELNI mencapai 8,83 juta 
orang, maka pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 
berturut-turut mengalami penurunan menjadi 7,42 juta orang, 
6,48 juta orang, 5,10 juta orang, 4,1 juta penumpang, dan 3,95 
juta penumpang, tetapi pada tahun 2006 meningkat menjadi 
4,199 juta penumpang. Angkutan penumpang laut perintis 
secara umum mengalami peningkatan sejak tahun 2000 sampai 
dengan tahun 2006. Pada tahun 2000 jumlah penumpang yang 
diangkut kapal perintis sebanyak  200,7 ribu orang, pada tahun 
2005 meningkat menjadi 275,1 ribu orang, dan pada tahun 
2006 meningkat menjadi 310,6 ribu orang. 
Sampai dengan tahun 2006 telah berhasil dibangun dan 
dioperasikan 9 pelabuhan peti kemas/full container terminal 
(terpasang peralatan B/M peti kemas) yaitu Pelabuhan Tg. Priok, 
Tg. Perak, Belawan, Tg. Emas, Panjang, Makasar, Palembang, 
Pontianak dan Ciwandan, 4 pelabuhan semi container 
(terpasang fasilitas pendukung berupa lapangan petike-
mas/container yard) di Bitung, Teluk Bayur, Banjarmasin dan 
Balikpapan dan 9 pelabuhan konvensional yang mampu mena-
ngani petikemas, 22 pelabuhan yang memiliki fasilitas bongkar 
muat break bulk, 9 pelabuhan memiliki fasilitas bongkar muat 
dry/liquid bulk, 17 pelabuhan yang memiliki terminal 
penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran perin-
tis/rakyat. Sampai dengan tahun 2006 jumlah pelabuhan 
umum yang diselenggarakan secara komersial oleh PT. Pelindo (I 
s/d IV) adalah 111 pelabuhan (74 pelabuhan terbuka untuk 
perdagangan luar negeri) sedangkan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah berjumlah 607 pelabuhan (31 pelabuhan terbuka 
untuk perdagangan luar negeri). Pada awal tahun  2004 telah 
diselesaikan pembangunan Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan 
Kupang sebagai pelabuhan International dengan kapasitas 
masing-masing 10.000 DWT.  

      Selama  kurun  waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 
telah terjadi 80 kasus kecelakaan kapal di laut, dimana 20 
kasus (24,38%) diantaranya disebabkan oleh faktor teknis yang 
terkait dengan fasilitas penunjang keselamatan pelayaran. 
Kondisi fasilitas penunjang keselamatan pelayaran sampai 
dengan tahun 2006 adalah 1.820 unit Sarana Bantu Navigasi, 
terdiri dari 272 unit menara suar, 1.200 unit rambu suar, 348 
unit pelampung suar, serta 405 unit sarana telekomunikasi 
pelayaran terdiri dari 222 SROP, 33 SROP + GMDSS, 150 SROP 
+ Mobile Service. Armada kapal kenavigasian berjumlah 581 
unit, terdiri dari 60 unit kapal kenavigasian, 140 unit kapal 
KPLP, dan 381 unit kapal kesyahbandaran, sedangkan armada 
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kapal patroli (Kelas II s.d Kelas V) berjumlah 140 unit. Kondisi 
kualitas Fasilitas Penunjang Keselamatan Pelayaran sampai 
dengan tahun 2006 dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), tingkat 
kecukupan 54,74% ; keandalan 89,62%; 

2. Fasilitas sarana telekomunikasi pelayaran (STP), tingkat 
kecukupan 71,77%; keandalan 52,39%; 

3. Kapal navigasi berjumlah 60 kapal dengan tingkat 
kecukupan 74,07% dan kondisi teknis di atas 80% sebanyak 
17 kapal, 60-79% sebanyak 29 kapal dan 40-59% sebanyak 
14 kapal. Sedangkan kapal yang berumur kurang dari 10 
tahun sebanyak 16 kapal, 10-19 tahun tidak ada, 20-29 
tahun sebanyak 13 kapal, 30-39 tahun sebanyak 17 kapal 
dan di atas 40 tahun sebanyak 14 kapal;  

4. Fasilitas Pemanduan dan Penundaan terdiri dari Kapal 
Pandu sebanyak 84 unit, Kapal Tunda sebanyak 117 unit 
dan Tenaga Pandu sebanyak 422 orang; 

5. Jumlah kapal KPLP/GAMAT 140 unit, yang terdiri dari 117 
unit berada di Adpel/Kanpel dan 25 unit berada di Armada 
PLP dengan kondisi teknis berkisar antara 66,67%; 

6. Jumlah Kapal Inspeksi/Kesyahbandaran sebanyak 381 unit, 
dengan tingkat kecukupan 49,80%. 

 
 
B. SASARAN 
     Sasaran pembangunan transportasi laut tahun 2008 adalah :  

1. Bertambahnya kapasitas dermaga, sarana bantu navigasi 
pelayaran dan kapal baik kapal penumpang maupun kapal 
barang dan kapal navigasi; 

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan 
jasa transportasi laut; 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi laut. 
4. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut Nasional 
5. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi Laut 
6. Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional 
7. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Pelabuhan 
8. Meningkatnya Pelayanan Keselamatan Pelayaran 
9. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi 

Laut 
10. Mengingkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hi-

dup serta Penghematan Penggunaan Energi di Bidang Trans-
portasi Laut 

11. Pulihnya fungsi prasarana dan sarana transportasi laut; 
12. Meningkatnya keselamatan transportasi laut. 
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13. Selesainya proses revisi PP Np. 69 tahun 2001 tentang 
kepelabuhanan sejalan dengan UU pelayaran yang baru 
untuk mendorong swasta ikut berperan dalam 
pembangunan infrastruktur transportasi. 

14. Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen 
dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan 
kepemerintahan. 

 
 

C. ARAH KEBIJAKAN 
     Pembangunan transportasi laut tahun 2008 dilaksanakan 

dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

 1. Kesinambungan Pembangunan  : 
a. Penyediaan dana pendamping/local cost 
b. Kegiatan lanjutan/penyelesaian prasarana / sarana trans-

portasi laut (medium term exspenditure) 
c. Pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas keselamatan 

transportasi laut 
2. Subsidi dan Peningkatan Kapasitas : 

a. Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi laut 
b. Pelayanan keperintisan (subsidi dan penyediaan prasarana 

dan sarana) 
c. Peningkatan kualitas SDM, peraturan perundangan, 

penyempurnaan sarana bantu kerja dan peningkatan 
intensitas dan kualitas pengawasan. 

d. Pembangunan/peningkatan sarana/prasarana transportasi 
laut 

e. Penyediaan belanja pegawai dan barang rutin yang sesuai 
dengan kebutuhan, guna menunjang kelancaran kegiatan. 

 

3. Politis dan Pemerataan Pembangunan : 
a. Kawasan Daerah Tertinggal 
b. Kawasan Perbatasan 
c. Daerah Konflik / bencana 

 
 
D.  PROGRAM PEMBANGUNAN 
      Program pembangunan transportasi laut tahun 2008 bertujuan 

untuk mendukung pengembangan transportasi laut yang lancar, 
terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan 
efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesen-
jangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong 
ekonomi nasional, dengan biaya Rp.3.797,77 miliar meliputi : 
1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut; 

 
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 

VI-4



2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transpor-
tasi Laut; 

3. Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Trans-
portasi Laut; 

4. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepeme-
rintahan.  

TABEL VI-1 
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT 

No. Program/Kegiatan 2008 Volume Jumlah 
(Rp miliar) 

a. Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut 
Perintis antara lain : di Tapak Tuan, Tg. 
Pinang, Teluk Bayur, Pangkal Balam, 
Bengkulu. Surabaya, Tg. Wangi, Bima, 
Kupang, Sintete, Pulang Pisau, Kota 
baru, Bitung, Tahuna, Pagimana, 
Kendari, Makassar, Ambon, Saumlaki, 
Tual, Ternate, Jayapura, Merauke, 
Biak, Sorong dan Manokwari. 

58 pangkalan di 
27 pelabuhan  

117,89 

b. Pembangunan fasilitas pelabuhan 
antara lain : Tg. Api-api, Boom 
Banyuwangi, Ende, Tarakan, Nunukan, 
Manado, Marore, Miangas, Tangkiang, 
Bantaeng, Namlea, Biak, dan Fak-fak 

13 provinsi 430 

c. Lanjutan pembangunan 5 unit kapal 
keruk. 
 

 30 

d. Kegiatan yang didanai oleh PLN, antara 
lain : pembangunan kapal penumpang 
24, Maritime Telecomunication, System 
Development Project (Phase IV),  
 
Procurement of ATN Vessel, Pengem-
bangan fasilitas pelabuhan Dumai Port 
dan Urgent Rehabilitation of Port Tg. 
Priok. 

 180 
 
 
 
 

152 
 
 

e. Pembangunan SBNP, antara lain : 
Rambu Suar di Cerocok Painan, San-
tolo, Samuda, Tg. Babirah, Melongu-
ane, Kr. Barat laut Sapamantaha, Kr. 
P. Rondo, Pel. Goron dan Pel. Geser 
 

Menara Suar di Kalangbau dan Ma. Sei 
Barito. 
 

Pelampung Suar 
Rambu Tuntun 
 

157 lokasi 
 
 
 

 
 

21 lokasi 
 
 

100 lokasi 
15 lokasi 

 

152,7 
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No. Program/Kegiatan 2008 Volume Jumlah 
(Rp miliar) 

f. Pembangunan VTIS Selat Malaka dan 
Indonesia Ship Reporting System (ISRS) 
Tahap I). 

1 paket VTIS 

13 paket ISRS 

25 

g. Pembangunan Kapal Kenavigasian 3 unit Aids 
Tender Vessel 

1 unit 
Inspection 

Boats 

150 

h. Pembangunan Kapal Penumpang Type 
2000 

1 unit 338 

i. Pembangunan Kapal Perintis 3 unit 750 DWT 
3 unit 500 DWT 
Lanj 2 unit 350, 

500 DWT 

101,4  

j. Pengembangan Pelabuhan-Pelabuhan 
Perintis 

6 provinsi 339 

k. Pembangunan Pelabuhan Bitung 

Pembangunan Pelabuhan Manado 
- breakwater 
- reklamasi 

100 m 
 

100 m  
9000 m3  

48 

40 

l. Pembangunan Pelabuhan Gorontalo 
- dermaga 

Pembangunan Pelabuhan Anggrek 
- dermaga 

 
50 m  

 
90 m  

 
40,5 

m. Pembangunan Pelabuhan Pantoloan 
- dermaga 

 
30 m 

 
20 

n. Pembangunan Pelabuhan Labuhan 
Amuk 
- dermaga 
- trestle 

 
 

1.848 m2 
496 m2  

 
 

29,8 

o. Pengembangan Pelabuhan Strategis di 
Papua 
- Dermaga 

 
 

700 m 

 
 

86 

p. Pengembangan Pelabuhan Fak-Fak 
- dermaga 

 
100 m 

 
15 

q. Pengembangan Pelabuhan Belawan 
(Tahap I) 
- Terminal Penumpang 
- Dermaga 

 
 

5000 m2 
150 m 

 
 

40 
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No. Program/Kegiatan 2008 Volume Jumlah 
(Rp miliar) 

r. Pembangunan Pelabuhan Balikpapan  

Pembangunan Pelabuhan Jayapura 

118 m2 

300 m2 

80  

s. Pengerukan Alur dan Kolam pelabuhan 
di :  
Palembang, 
Pangkal Balam  
Batang  
Rembang  
Lembar  
Samarinda  
Kali Jabat  

 
 
1.015.000 m3 
300.000 m3 
199.000 m3 
110.000 m3 
365.000 m3 

1.000.000 m3 
300.000 m3 

 
 

110 

t. Pembangunan Pelabuhan Tarakan 30 m 16,1 

         Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, 2007 

 

 

TABEL VI-2 
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 

TRANSPORTASI LAUT 

No. Program/Kegiatan 2008 Volume Jumlah 
(Rp miliar) 

a. Rehabilitasi pelabuhan Tanjung Priok 
- pelebaran channel 
- kolam pelabuhan 
 

 

300 m 
500 m 

b. Rehabilitasi fasilitas pelabuhan antara 
lain di : Reo, Baa, Labuhan Uki, Goron-
talo dan Nabire. 

1 paket 

c. Rehabilitasi kapal navigasi di Disnav 
Ujung Pandang KN. Mangkara 

1 paket 

d. Rehabilitasi SBNP seperti :  
rehab ramsu  
rehab mensu 

 
32 unit 
7 unit 

e. Rehabilitasi gedung kantor  66 lokasi 

 
258,4 

        Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, 2007 
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TABEL VI-3 
PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN 

TRANSPORTASI LAUT 

No. Program/Kegiatan 2008 Volume Jumlah 
(Rp miliar) 

a. Perencanaan /implementasi/pengelola-
an sistem akuntansi pemerintah, terdiri 
dari : penanggung jawab, staf kegiatan, 
ATK dan biaya transport lokal 

1 paket 

b. Perawatan/pemeliharaan sarana dan 
prasarana seperti docking/suku 
cadang, BBM dan air kapal. 

1 paket 

222 

        Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, 2007 

 

 

TABEL VI-4 
PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN 

KEPEMERINTAHAN 

No. Program/Kegiatan 2008 Volume Jumlah 
(Rp miliar) 

a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tun-
jangan pegawai 

1 paket 776 

         Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, 2007 
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BAB VII 
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA 

 
 

A. KONDISI UMUM 

     Didalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta menca-
pai tujuan dan sasaran Departemen Perhubungan tahun 2005 - 
2009, pembangunan tansportasi udara ditempuh melalui 2 (dua) 
strategi pokok, yaitu Strategi pemulihan dan penataan penye-
lenggaraan transportasi, serta Strategi pembangunan dalam 
rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan transportasi udara, 
yang dilaksanakan melalui peningkatan pembinaan, pengawasan 
dan penegakan peraturan dalam penyelenggaraan transportasi 
udara; meningkatkan kualitas dan produktifitas pelayanan 
dengan penerapan manajemen mutu untuk memenuhi kebu-
tuhan (demand) jasa transportasi udara, menciptakan iklim usa-
ha jasa transportasi dalam persaingan yang sehat dan kondusif 
menuju industri penerbangan yang efisien, efektif, kompetitif dan 
berkelanjutan, yang mendorong minat investasi pihak swasta; 
dan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah terpen-
cil, terisolasi, perbatasan, serta mampu mendukung penanganan 
bencana. Prioritas pembangunan bandar udara di Indonesia  
didasarkan pada : 

1. Pemeliharaan/perawatan dan pemenuhan standar Kesela-
matan dan keamanan penerbangan; 

2. Pembangunan/pengembangan bandar udara bagi pengope-
rasian pesawat sejenis B 737 untuk ibukota propinsi; 

3. Perhatian khusus kepada daerah terisolasi dan daerah perba-
tasan terutama kawasan / daerah tertinggal; 

4. Pemenuhan permintaan jasa transportasi udara saat ini dan 
yang akan datang, didasarkan pada analisis permintaan ver-
sus kapasitas.  

Upaya dan hasil-hasil yang dicapai untuk  Pembangunan Prasa-
rana  Bandar Udara berdasarkan KM 44 tahun 2002 adalah 187 
bandar udara yang terdiri penyelenggara UPT Ditjenhubud 
sejumlah  163 bandara termasuk Bandara Hang Nadim yang 
diselenggarakan oleh UPT  Badan Otorita Batam, PT (Persero) 
Angkasa Pura I menyelenggarakan 13 bandara dan PT (Persero) 
Angkasa Pura II menyelenggarakan 10 bandara. Sampai dengan 
tahun 2006  terdapat tambahan 6 bandar udara  yang dioperasi-

                                                                                                           
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 

VII-1



kan untuk melayani penerbangan umum yaitu Bandar Udara 
Internasional Minangkabau, Abdurahman Saleh – Malang, 
Blimbingsari- Banyuwangi, Seko, Rampi dan Hadinotonegoro-
Jember. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di da-
erah rawan bencana dan perbatasan untuk mengantisipasi ben-
cana serta melaksanakan pengamanan wilayah Indonesia (baik 
secara security approach maupun prosperity approach) dibuat 
program pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk 
didarati pesawat sekelas F-27 / C-130 Hercules pada lokasi yang 
sudah atau belum ada bandara. Pelaksanaannya dilakukan seca-
ra bertahap dengan prioritas berdasarkan kebutuhan di lapa-
ngan dan pendanaan.  

Pada tahun 2006 telah diselesaikan pembangunan dan pengem-
bangan bandar udara strategis Juanda-Surabaya yang memiliki 
fasilitas baru. Bandara Juanda Surabaya telah dioperasikan 
pada tanggal 7 Nopember 2006 dan diresmikan pada tanggal 15 
Nopember 2006 oleh Presiden RI. Luas terminal baru 51.500 m2 
(domestik= 31.500 m2 internasional = 20.000 m2) untuk 
menampung 6 juta penumpang/tahun, sedangkan Apron dapat 
menampung 2 wide body, 9 medium jet, 6 small jet dan 1 
turboprop.  

Pembangunan fasilitas landasan dan bangunan pada tahun 2006 
terkait dengan pengembangan fasilitas sisi udara bandar udara 
untuk peningkatan kapasitas pelayanan  pada 31 bandar udara, 
yaitu : pesawat sejenis C-212 menjadi  pesawat sejenis ATR-42 
sebanyak 22 bandar udara, pesawat sejenis ATR-42 menjadi 
pesawat sejenis F-28 sebanyak 4 bandar udara , pesawat sejenis 
F-28  menjadi pesawat sejenis B-737 sebanyak 1 bandar udara 
dan pesawat sejenis B-737 terbatas  menjadi peseawat sejenis B-
737 penuh sebanyak 4 bandara.  

Pembangunan fasilitas landasan tahun 2005 sebesar 457,471 
m2 dan pada tahun 2006 sebesar 1.281.022 m2. Fasilitas 
bangunan terpasang pada tahun 2006 mengalami peningkatan 
sebesar 167,1 % dibandingkan tahun 2005. Fasilitas terminal 
terpasang pada tahun 2006 meningkat sebesar 55,04% diban-
dingkan tahun 2005. 

Untuk menunjang aktivitas penerbangan malam dan meningkat-
kan minima operasional (visibility), sampai dengan tahun 2005 
sejumlah 53 bandara telah dilengkapi dengan Lampu Landasan 
(Runway Light), 28 bandara diantaranya dilengkapi dengan lam-
pu pendaratan PALS (Precision Approach Lighting System) dan 20 
bandara dilengkapi dengan MALS (Medium Approach Lighting 
System). Sementara pada tahun 2006 belum ada penambahan 
untuk fasilitas lampu pendaratan. 
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Sampai dengan tahun 2005 terdapat 23 bandara yang telah 
dilengkapi dengan peralatan Instrument Landing System (ILS), 
sampai dengan tahun 2005 sebanyak 28 unit, dan pada tahun 
2006 dilakukan  penggantian sebanyak 4 unit ILS di Bandara 
Polonia-Medan, Sultan Syarif Kasyim II- Pekanbaru, Ngurah Rai-
Denpasar dan untuk  Tjilik Riwut – Palangka Raya yang 
merupakan pemindahan dari Bandara Dominie Eduard Osok-
Sorong. Dengan dipasangnya system pendaratan presisi, maka 
minima operasional akan meningkat dan menekan terjadinya 
CFIT (Controlled Flight Into Terrain) 

Dalam rangka pemantauan dan pengamatan penerbangan, sam-
pai dengan tahun 2005 telah terpasang peralatan Radar seba-
nyak 35 unit yang terdiri dari PSR (13 unit), MSSR (5 unit) dan 
SSR (17 unit). Kebutuhan beberapa peralatan Radar terutama 
untuk kawasan timur Indonesia (Sorong, Sentani, Timika, 
Saumlaki, Kupang dan Palu), secara bertahap dialokasikan mulai 
tahun 2007. 

Jumlah peralatan NDB sebagai peralatan navigasi sampai 
dengan tahun 2005 telah terpasang sebanyak 173 unit, dan 
jumlah ini tidak ditambah. Pada masa mendatang fungsi per-
alatan NDB digantikan dengan peralatan lain yaitu VOR/DME 
dan atau GNSS (Global Navigation Satellite System)  

Peralatan VOR/DME  sampai dengan tahun 2006 telah terpasang 
di 62 lokasi, atau terjadi penambahan sebanyak 3 lokasi 
(Enarotali, Ende dan Ternate) dari 59 lokasi. Dengan dipasang-
nya alat tersebut, maka proses pendekatan dan pendaratan 
pesawat udara yang sebelumnya dilakukan dengan prosedur vi-
sual akan meningkat menjadi prosedur instrument non presisi, 
sehingga dapat meningkatkan aspek keselamatan penerbangan. 

Untuk fasilitas komunikasi point to point (Ground to Ground) sam-
pai dengan tahun 2005 telah terpasang 458 unit peralatan SSB 
dan pada tahun 2006 terjadi penambahan sebanyak 12 unit 
sehingga menjadi 470 unit, sedangkan peralatan komunikasi Air 
to Ground sampai dengan tahun 2005 terpasang 128 unit, dan 
pada tahun 2006 bertambah sebanyak 31 unit sehingga menjadi 
159 unit. Dengan penambahan peralatan tersebut  sebagian ban-
dara telah mengalami peningkatan pelayanan lalu lintas pener-
bangan yang semula bersifat informatif menjadi aktif (positif 
controlled), sehingga pada tahun 2006 terdapat 63 bandara 
dengan pelayanan ADC yang berarti bertambah 5 bandara dari 
58 bandara pada tahun 2005. 

Peralatan Security X-Ray dan kelengkapanya di bandara, sampai 
dengan tahun 2005 telah terpasang 228 unit, pada tahun 2006 
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bertambah 11 unit, sehingga  menjadi 239 unit. Pada tahun 
2006 terdapat bantuan/hibah dari Pemerintah Jepang sejumlah 
40 unit peralatan X-Ray beserta kelengkapannya kepada peme-
rintah Indonesia untuk dioperasikan di bandara-bandara PT. 
(Persero) Angkasa Pura I (12 unit pada 4 bandara) dan PT. 
(Persero) Angkasa Pura II (28 unit pada 3 bandara). Penambahan 
termasuk penggantian peralatan tersebut telah meningkatkan 
kecepatan dalam pemeriksaan/pendeteksian barang bawaan dan 
calon penumpang pesawat.  

Pemasangan peralatan Flight Information Display System (FIDS) 
dan Public Adress System (PAS) pada tahun 2006 sejumlah 3 unit 
sehingga menjadi 28 unit FIDS dan 33 unit PAS dibandingkan 
dengan tahun 2005. Dengan pemasangan peralatan FIDS beserta 
kelengkapannya telah terjadi peningkatan pelayanan dan 
kualitas informasi yang diperlukan bagi calon penumpang pesa-
wat udara. Selanjutnya penambahan peralatan Integrated Ground 
Communication System (IGCS) 1 unit pada tahun 2006 sehingga 
jumlahnya menjadi 3 unit di 3 bandara. Dengan dipasangnya 
peralatan IGCS telah mengurangi penggunaan jumlah jalur fre-
kuensi dan meningkatnya kualitas komunikasi antar unit kerja 
terkait di bandara. 

Pemasangan peralatan Genset yang disesuaikan dengan kebu-
tuhan dan kapasitas bandara pada tahun 2006 sebanyak 5 unit 
sehingga jumlahnya menjadi 196 unit. Dengan pemasangan 
termasuk penggantian peralatan Genset tersebut telah terpenuhi 
ketersediaan catu daya listrik untuk mendukung operasional 
peralatan di bandara. 

Pada tahun 2005 ruang udara (airspace) di Indonesia  direstruk-
turisasi dari 4 FIR (FIR Jakarta, FIR Ujung Pandang, FIR Biak 
dan FIR Bali)  menjadi 2 FIR (FIR Jakarta, dan FIR Ujung 
Pandang). Hal tersebut juga diikuti dengan reorganisasi dari 4 
ACC (Medan, Jakarta, Bali dan Ujung Pandang) menjadi 2 ACC 
(Jakarta dan Ujung Pandang). Hal tersebut dimungkinkan 
dengan diimplementasikannya sistem pelayanan penerbangan 
berbasis komunikasi data dan satelit. Sektor-sektor yang 
memiliki lalu-lintas padat, akan dibentuk menjadi terminal area, 
sehingga pemanfaatan ruang udara akan lebih optimal, di-
samping itu pengoperasiannya lebih ekonomis. 

Sistem ATM Indonesia yang ada saat ini mengalami berbagai 
keterbatasan seperti: kekurangan  fasilitas surveillance  di area 
yang cukup luas khususnya di wilayah Timur , ketersediaan rute 
penerbangan yang mengalami kendala  fasilitas  alat bantu navi-
gasi yang menghasilkan  titik titik kemacetan di area padat lalu 
lintas dan kurangnya struktur rute ATS  yang sejajar untuk me-
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ngurangi  kemacetan  (kejenuhan) lalu lintas  dan rendahnya ku-
alitas  dari fasilitas komunikasi  serta  kesulitan bahasa. Dalam 
mengantisipasi perkembangan arus lalulintas udara dan tekno-
logi CNS/ATM serta mengatasi keterbatasan yang ada saat ini 
dan menampung pertumbuhan dimasa datang, pada tahun 2006 
telah dilakukan : Reorganisasi Sektor; Restrukturisasi ATS rute; 
Implementasi RNP (Required Navigation Performance)/RNAV(Area 
Navigation) pada ATS routes tertentu; Implementasi RVSM (Redu-
ced Vertical Separation Minima) (mulai FL310 hingga FL410); 
Persiapan penerapan otomasi peralatan ATS di Makassar 
(MAATS) untuk CPDLC dan ADS-C dan ADS-B; Penerapan prose-
dur prosedur operasional berbasis satelit (GNSS) dan CPDLC; 

Sampai dengan tahun 2006 jumlah pesawat yang teregistrasi 
sebanyak 1.134 unit, dengan rincian : pesawat beroperasi  573 
unit, terdiri dari  Fix Wings  431 unit dan Rotary Wings 142 unit. 
Pesawat terdaftar AOC  135 (seat <  19) sebanyak 206 unit, AOC  
121 (seat > 19) sebanyak 310 unit. AOC 91 (general aviation) 
sebanyak 57 unit.  

Pada tahun 2006 jumlah perusahaan angkutan udara niaga 
berjadwal yang beroperasi adalah 17 perusahaan, perusahaan 
angkutan udara niaga berjadwal khusus angkutan kargo 1 
perusahaan, perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal 
34 perusahaan, perusahaaan angkutan udara bukan niaga    
sebanyak 25 perusahaan.  

Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri pada tahun 
2006 mengalami kenaikan sebesar 18,1%, sedangkan jumlah 
penumpang angkutan udara luar negeri pada tahun 2006 meng-
alami peningkatan sebesar 10,2%. Angkutan kargo dalam negeri 
mengalami penurunan sebesar 3,4 % dibandingkan tahun 2005, 
sedangkan angkutan kargo luar negeri mengalami kenaikan se-
besar 25,23% dibandingkan tahun 2005 

Perkembangan Subsidi Operasi Angkutan Udara Perintis selama 
kurun waktu tahun  2003 – 2006, menunjukkan bahwa jumlah 
rute tahun 2003 sebanyak 73 rute meningkat menjadi 83 rute 
pada tahun 2004, meningkat menjadi sebanyak 90 rute pada 
tahun 2005 dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 91 rute. 
Jumlah kota/provinsi terhubungi pada tahun 2003 sebanyak 70 
kota dari 10 provinsi meningkat menjadi 76 kota dari 10 provinsi 
pada tahun 2004, pada tahun 2005 meningkat menjadi 81 kota 
dari 13 provinsi dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 82 
kota dari13 provinsi.  

Frekuensi penerbangan angkutan udara perintis mengalami pe-
ningkatan dari tahun 2003 sebanyak 5.628 menjadi 6.032 pada 
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tahun 2004, meningkat menjadi 6.656 pada tahun 2005 dan 
pada tahun 2006 menjadi 7.176. Hal ini dibarengi dengan  pe-
ningkatan alokasi anggaran, yaitu dari tahun 2003 sebesar Rp. 
77.17 Miliar menjadi 78,77 miliar pada tahun 2004, selanjutnya 
menjadi Rp. 92,27 miliar pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 
menjadi Rp. 112.39 Miliar, sedangkan untuk subsidi angkutan 
BBM juga mengalami peningkatan dari 7 lokasi pada thun 2003, 
menjadi 9 lokasi pada tahun 2006, dibarengi dengan pening-
katan kebutuhan biaya yang semula  Rp. 2,87 miliar pada tahun 
2003 meningkat menjadi Rp. 5,68 miliar pada tahun 2006. 
Rute Perintis tahun 2004 yang telah menjadi rute komersial pada 
tahun 2005 adalah  4 rute : Jayapura - Tanah Merah PP, Timika 
– Ewer pp, Merauke - Ewer PP dan Kupang - Larantuka PP. 
Terdapat Rute perintis baru pada tahun 2005 sebanyak 13 rute, 
yaitu: Tapak Tuan - Banda Aceh PP, Medan - Kutacane PP, 
Kutacane - Banda Aceh PP, Kupang - Atambua PP, Ambon - 
Banda PP, Ternate - Mangole PP, Long Bawan – Binuang PP, 
Wamena - Tiom PP, Wamena - Dekai PP, Timika - Modio PP dan 
Timika - Alama PP. 

Terkait dengan aspek Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, 
didalam mencapai suatu tingkat keselamatan penerbangan yang 
diinginkan diperlukan metode dan tidakan-tindakan tertentu 
salah satunya adalah Safety Manajemen System (SMS), yaitu 
suatu pendekatan terorganisir  untuk  mengelola  keselamatan, 
yang mencakup struktur organisasi yang diperlukan, tanggung 
jawab, kebijakan dan prosedur.  

Sampai dengan tahun 2006 telah dilaksanakan beberapa kegi-
atan yang merupakan  bagian dari SMS, yaitu kegiatan sertifikasi 
operasi bandar udara pada 67 bandara, sertifikasi peralatan 
security  pada 2 bandara, dan sertifikasi pesawat udara pada 573  
pesawat udara. Sedangkan kegiatan yang akan segera dilaksana-
kan adalah pembuatan peraturan (PP, KM) terkait dengan pelak-
sanaan Safety Management System (SMS), penyusunan organi-
sasi formal yang terkait dengan pelaksanaan SMS dan ketentuan 
baru di bidang keamanan penerbangan, antara lain menindak-
lanjuti ICAO Annex 17 Amendment 11 yang diberlakukan 1 Juli 
2006. Upaya tindaklanjut yang telah dilakukan adalah melalui 
peraturan Dirjen Perhubungan Udara no. AU 4400/DKP1046/ 
2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang mengatur agar pengelola 
bandar udara meningkatkan kewaspadaan dengan melaksana-
kan pengamanan antara lain melakukan pemeriksaan lebih ketat 
terhadap orang yang masuk daerah terbatas, mencocokkan tiket 
dengan ID, melaksanakan pemeriksaan Random 10% terhadap 
bagasi kabin, penambahan frekuensi patroli, pemeriksaan cargo 
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dan mewaspadai serta memeriksa dengan teliti bahan cairan 
yang dibawa penumpang. Ketentuan lain yang diberlakukan 
adalah Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. AU 5468/ 
DKP1218/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang mengatur tentang 
penumpang yang turun dilarang meninggalkan barangnya di 
pesawat udara, membatasi jumlah dan berat bagasi kabin, 
melakukan pemeriksaan pesawat udara sebelum berangkat dan 
melakukan revisi Program Pengamanan Bandar Udara pada 14 
bandara serta melaksanakan peraturan Dirjen Perhubungan 
Udara No SKEP/252/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 ten-
tang Program Nasional Diklat Pengamanan Penerbangan Sipil 
dengan melakukan Diklat kepada petugas pengamanan pener-
bangan sipil sebanyak  471 orang. Disamping itu, melaksanakan 
peraturan Dirjen Perhubungan Udara No SKEP/253/XII/2005 
tanggal 16 Desember 2005 tentang Evaluasi Efektifitas Peng-
amanan Penerbangan Sipil (Quality Control) dengan melakukan 
audit pada 24 bandar udara.  

Dalam hal kerjasama antar negara telah dilakukan kerjasama 
dengan dengan Pemerintah Australia untuk melaksanakan ber-
bagai kegiatan, antara lain: National Regulatory Asísstance 
Programme terhadap Personil Perhubungan Udara, Pusdiklat 
Perhubungan Udara dan PT (Persero) Angkasa Pura I serta PT 
(Persero) Angkasa Pura II diikuti 20 orang; Quality Control 
Programme Aviation Security kepada Personil Perhubungan 
Udara, Pusdiklat Perhubungan Udara dan PT (Persero) Angkasa 
Pura I serta PT (Persero) Angkasa Pura II, diikuti 20 orang; 
Aviation Security National Inspector/Auditor Course diikuti 18 
orang; dan Aviation Security  Instructor Course diikuti 23 orang. 
Kerjasama dengan Pemerintah Jepang adalah  Study on Major 
Airport Security System Enforcement Plan pada 22 bandar udara 
Internasional, sedangkan kerjasama dengan Pemerintah Amerika 
Serikat adalah antara lain : Technical Assistance on Airport 
Safety and Security Assessment Project in Indonesia pada 4 
bandar udara; Technical Assistance Quality Control Course 
dengan Transportation Security Administration (TSA) yang diikuti 
15 orang. 

Kualitas Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Flight Information 
Region  Indonesia melalui Breakdown of Separation (BOS) adalah 
situasi dimana pesawat udara berada pada posisi diluar dari area 
separasi baik lateral maupun vertikal yang sudah ditetapkan. 
Breakdown of Coordination (BOC) adalah situasi dimana terjadi 
penurunan pelayanan akibat menurunnya kualitas koordinasi 
antar unit pelayanan, atau unit pelayanan dengan pesawat 
udara. Data BOS dan BOC terdiri dari lokasi dan tanggal 
kejadian, ATS unit dan pesawat terbang terkait serta 
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informasi faktual dilapangan. Sesuai dengan data yang telah 
dilaporkan sejak 2001 hingga 2006, maka kecenderungan BOC 
adalah naik seiring dengan kenaikkan jumlah pergerakan 
pesawat (data aircraft departure) namun dengan gradien yang 
rendah, sedang-kan untuk BOS cenderung tetap. Untuk 
mengurangi kejadian BOS dan BOC dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan navigasi penerbangan, Ditjen Hubud telah 
menyiapkan berbagai hal, yaitu : Pembinaan terhadap ATCO 
(ATC Officer) pada saat validasi license di seluruh bandar udara, 
memberikan pembina-an terhadap para checker untuk lebih 
waspada dalam mengawasi para ATCO didalam melaksanakan 
tugas PLLU di lapangan, immediate reporting system dan 
suspension license and rating. 

Dalam aspek Legislasi dan regulasi telah dilaksanakan antara 
lain : Tindak Lanjut Inpres No. 3 Tahun 2006 yaitu Revisi UU 
Penerbangan, Ratifikasi Perjanjian Internasional dan pada tahun 
2006 dilakukan proses ratifikasi 2 (dua) Konvensi Internasional 
ICAO, yaitu Cape Town Convention 2001 (Convention on Interna-
tional Interest in Mobile Equipment on Matters Specific). Konvensi 
ini mengatur tentang jaminan kebendaan atas barang modal ber-
gerak termasuk pesawat udara. Dengan meratifikasi konvensi  
dan protokol (ratifikasi konvensi oleh Depkumham, dan protocol 
oleh Ditjen Perhubungan Udara), Montreal Convention 1991 
(Convention on the Making of Plastic Explosives for the Purpose of 
Detection), Indonesia telah memiliki peraturan tentang larangan 
memproduksi, menyimpan, membawa, mengekspor, mengimpor 
dan mengedarkan bahan peledak plastic tanpa ditandai. 
Disamping itu ratifikasi konvensi ini akan meningkatkan citra 
dan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dalam 
memerangi teroris internasional pada umumnya dan memberi-
kan jaminan keamanan dan keselamatan transportasi udara 
pada khususnya. 

Pada tahun 2006 Ditjen Perhubungan Udara telah menerapkan 
National Single Window (NSW) sebagai tindak lanjut Inpres No. 3  
Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.  
Upaya yang telah dilakukan adalah perbaikan prosedur penyam-
paian notice of arrival, evaluasi  penetapan tariff berupa pengena-
an tariff perhari dan penataan gudang serta Pembangunan 
terminal  kargo, penataan prosedur dan lay out terminal serta 
sosialisasi proses pelayanan kargo selama 24 jam. 

Sebagai upaya peningkatan pelayanan keamanan dan keselamat-
an penerbangan telah di keluarkan keputusan tentang Pemba-
tasan Umur Pesawat melalui Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor 5 tahun 2006 tentang pembatasan pesawat udara 
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kategori transport untuk penumpang, dimana pesawat udara 
yang boleh didaftarkan untuk pertama kali di Indonesia adalah 
yang berusia kurang dari 20 tahun atau kurang dari 50000 cycle. 

Dalam rangka meningkatkan peran pemerintah daerah, Direkto-
rat Jenderal Perhubungan Udara telah menyampaikan masukan 
terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang pembagian 
urusan pemerintahan yang sedang disiapkan oleh Departemen 
Dalam Negeri. Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
sedang memproses penyelenggaraan bandar udara kepada peme-
rintah kabupaten/kota melalui Tim Keppres 157 dan dalam 
waktu dekat Ditjen Perhubungan Udara akan menyerahkan 
Bandara Tunggul Wulung – Cilacap setelah mendapat persetu-
juan, serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam pembangu-
nan dan pengembangan bandara di daerahnya. 

Dalam Kerjasama Luar Negeri Angkutan Udara Internasional 
untuk menghadapi perkembangan dan perubahan di dunia 
penerbangan, Indonesia telah menyiapkan kebijakan-kebijakan 
angkutan udara guna meningkatkan daya saing dunia pener-
bangan di Indonesia. Liberalisasi angkutan udara di Indonesia 
dilakukan secara bertahap mengingat kendala-kendala sebagai 
berikut : Kinerja perusahaan nasional belum optimal untuk 
mengembangkan cakupan usaha dan meningkatkan daya saing-
nya; Potensi demand sebagian besar kota-kota di Indonesia yang 
mempunyai bandar udara internasional masih rendah, sehingga 
penerapan open sky secara langsung hanya terfoukus pada kota-
kota yang market demand-nya tinggi, seperti Jakarta, Denpasar, 
Surabaya, Medan dan Padang; Pandangan masyarakat dunia 
terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia dan perangkat hu-
kum yang belum terintegrasi dengan baik (bersifat sektoral).  

Dengan liberalisasi yang dilakukan secara bertahap, Indonesia 
diharapkan memperoleh manfaat dari : Pertumbuhan perdagang-
an dan pariwisata; Pengembangan industri penerbangan; 
Pertumbuhan ekonomi daerah karena ada hubungan udara 
langsung dengan negara lain termasuk sektor pariwisata; 
Penciptaan dan penguatan hub serta kerjasama antar airlines 
internasional bagi perusahaan penerbangan; Meningkatkan daya 
saing airlines nasional terhadap airlines asing;  Kerjasama antara 
airlines nasional dan asing serta menghindari terjadinya “back-
track traffic”.  

Terdapat beberapa tingkatan yang dilakukan dalam liberalisasi 
angkutan udara, yaitu  Forum WTO adalah forum mondial 
(dunia/global) yang beranggotakan semua negara di dunia dan 
hingga saat ini masalah liberalisasi angkutan udara yang 
dibahas hanya mengenai “jasa penunjang (soft rights)”, yang 
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tertuang dalam GATS Annex on Air Transport, yaitu Aircraft 
repairs and maintenance, Selling and marketing of air transport 
dan Computer reservation system (CRS). Permasalahan di dalam 
forum WTO yang terkait masalah Air transport adalah masih 
adanya perbedaan masalah kewenangan antara WTO dengan 
ICAO dalam meliberalisasikan bidang hard rights.  

Posisi Indonesia hingga saat ini belum membuat komitmen, 
karena prioritas liberalisasi angkutan udara masih di tingkat 
regional (ASEAN), sedangkan liberalisasi angkutan udara di 
tingkat APEC membahas bidang-bidang angkutan udara yang 
tertuang dalam 8 opsi yang terkait dengan Airlines Ownership 
and Control. Secara umum Indonesia menggunakan prinsip 
substansial ownership and Effective Control dan Multiple Airlines 
Designations (no restriction). 

Indonesia telah menerapkan dalam setiap perjanjian antara lain 
Tarif (double disapproval). Indonesia telah mengarah pada double 
disapproval dengan beberapa ketentuan pengaman Dalam Air 
Freight (more relaxation arrangement than passengers), Indonesia 
telah merelaksasi pengaturan hak angkut untuk air freight, 
Airline’s Cooperative Arrangment (eq. Third Country Code Sharing), 
dimana Indonesia membuka kerjasama komersial dalam bentuk 
third party code sharing dengan persyaratan 5th freedom rights 
bagi airlines pihak ketiga, Charter Services ( Competitor sechedule 
Airlines). Secara umum charter merupakan supplement bagi 
schedule services, yakni  Market Access (Open all international 
Airport). Semua bandara internasional Indonesia terbuka untuk 
asing, Doing Business (free transfer of earning, free to open 
representative, free to sell and advertise airlines product, etc) dan 
Indonesia cukup terbuka dalam hal doing business matters.  

Liberalisasi di tingkat ASEAN membahas 2 (dua) bidang, yaitu 
Bidang Soft Right (jasa penunjang penerbangan) yang diatur 
dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang 
meliputi Computer Reservation System (CRS), Aircraft maintenance 
and Repairs, Sales and Marketing, Aircraft Leasing Without Crew. 
Posisi Indonesia telah membuka keempat bidang tersebut sampai 
dengan mode 3, yaitu dengan kepemilikan asing maksimal 49% 
(kecuali Aircraft Leasing Without Crew yang hanya dibuka untuk 
mode 1 dan 2) dan dalam Bidang Hard Right (jasa penerbangan) 
yang dibagi menjadi 2(dua) yaitu : Angkutan kargo dan angkutan 
penumpang. Untuk Hard Right liberalisasi dilakukan dengan me-
ngacu pada ASEAN Roadmap Integration on Air Travel Services. 
Mengingat Roadmap adalah kesepakatan ASEAN yang bersifat 
mengikat para anggotanya, Indonesia sebagai salah satu anggota 
ASEAN harus tunduk pada Roadmap dimaksud. 
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BIMP-EAGA Working Group on Air Linkages pada Daerah-daerah 
yang dikembangkan adalah  Bandar Seri Begawan-  Brunei , 
Pontianak, Tarakan, Manado, Balikpapan –Indonesia,  Miri, 
Labuhan, Kota Kinabalu, Kuching – Malaysia dan Davao, General 
Santos, Zamboanga, P. Princessa, Mindanao - Philippina. Konsep 
3rd  &  4th yaitu kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat tidak 
dibatasi, 5th freedom yaitu dilakukan dengan ketentuan penam-
bahan per tahun 2 (dua) point sejak tahun 2006 Multi design-
nated airlines.  

Guna percepatan pengembangan wilayah BIMP-EAGA, akan dila-
kukan revisi MoU BIMP-EAGA on Air Linkages yang telah ditanda 
tangani pada tahun 1995 oleh Direktur Jenderal Perhubungan 
Udara dan negara-negara BIMP-EAGA dengan perubahan sebagai 
berikut : Diberikannya hak kebebasan ke-5 dengan ketentuan 
penambahan per tahun 2 (dua) points bagi setiap negara sejak 
tahun 2006, sehingga tercapai full liberalisasi pada semua EAGA 
entry points pada tahun 2008; Menganut multi designated airlines 
dengan prinsip subtantially owned and/or effectively controlled; 
Hak co-terminalisasi (blinded sector) dengan own stop-over rights 
dan code-sharing arrangements; serta Kerjasama untuk rute yang 
tidak dilayani airlines nasional. Revisi MoU tersebut direncana-
kan ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan negara-negara 
EAGA pada pertemuan KTT ASEAN di Cebu tanggal 10 Desember 
2006, tetapi pertemuan dibatalkan oleh Pemerintah Philippina 
dikarenakan terjadinya badai.  

IMT-GT, merupakan kerjasama sub-regional diantara 3 negara, 
yaitu: Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertujuan untuk 
mengembangkan wilayah perbatasan antara 3 negara. Daerah-
daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah : Medan, Banda 
Aceh, Nias, Padang; Di Malaysia : Ipoh, Langkawi, dan Penang, 
sdangkan di Thailand: Hat Yai, Pattani, Narathiwat, Phatthalung, 
Trang dan Nakhon Si Thammarat. Untuk Right 3rd  &  4th :  Ka-
pasitas, frekuensi dan tipe pesawat tidak dibatasi, sedangkan 5th  
freedom adalah atas dasar kasus per kasus. Multi designated 
airlines dengan Hak kebebasan ke-3, ke-4, dan hak kebebasan 
ke-5 berdasarkan kasus per kasus, tidak ada pembatasan kapa-
sitas, frekuensi dan tipe pesawat, serta diperkenankannya co-
terminalisasi dengan own stop-right dan commercial cooperative 
arrangements dan Multi designated airlines. 

Pada tahun 2005 Indonesia telah melakukan perjanjian 
hubungan udara dengan 68 negara. Pada tahun 2006 Indonesia 
telah melakukan 9 kali perjanjian hubungan udara bilateral. 
Perjanjian bilateral tersebut terdiri dari 3 perjanjian dengan 
                                                                                                           

Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 

VII-11



negara baru (Islandia, Yunani dan Kenya) dan 6 perjanjian untuk 
merevisi MOU (UAE 2 kali pertemuan, Kamboja 2 kali perte-
muan, Saudi Arabia dan Oman). Dengan tambahan 3 negara 
baru, sampai saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian 
hubungan udara dengan 71 negara  yang terdiri dari 2 negara di 
belahan Amerika Utara, 26 negara Eropa, 13 negara ASIA, 10 
negara ASEAN, 5 negara Afrika, 11 negara Timur Tengah/Arab 
dan 4 negara Pasific.  Dari 71 negara yang telah membuat 
perjanjian hubungan udara dengan Indonesia, 22 negara telah 
merealisasikan perjanjian tersebut.  
Pelaksanaan Angkutan Haji fase I (keberangkatan) yang dimulai 
dari tanggal 28 November 2006 s/d 25 Desember 2006 
dilaksanakan melalui 11 Bandara Embarkasi yaitu Bandara 
Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh, Bandara Polonia – Medan, 
Bandara Soekarno Hatta – Jakarta, Bandara Adi Sumarmo – 
Solo, Bandara Juanda – Surabaya, Bandara Hasanuddin – 
Makassar, Bandara Sepinggan – Balikpapan, Bandara Samsudin 
Noor – Banjarmasin, Bandara Hang Nadim – Batam, Bandara 
Minangkabau – Padang (Embarkasi baru), dan Bandara 
SM.Badaruddin II – Palembang (embarkasi baru).  
Selama periode 28 November 2006 s/d 25 Desember 2006 (phase 
I pemberangkatan), telah diberangkatkan sebanyak 187,789 
jemaah haji yang tergabung dalam 468 Kloter dengan perincian 
Garuda Indonesia : mengangkut  102.726 jemaah haji (276 klo-
ter), Saudi Arabian Airlines : mengangkut 85.063 jemaah haji 
(192 kloter). Jumlah open seat (kursi kosong) adalah 1760 kursi 
yang terdiri atas GA 837 kursi dan SV 923 kursi. Adanya kursi 
kosong tersebut dikarenakan adanya jemaah haji yang mening-
gal, sakit atau mengundurkan diri dan lain sebagainya. Kinerja 
atau On Time Performance (OTP) rata-rata untuk keseluruhan 
embarkasi mencapai 88,89 %. Adapun rincian OTP masing-
masing Airlines adalah Garuda Indonesia :  95.65 %, Saudi 
Arabian Airlines:  79.17 %. 

 

B. SASARAN 
1. Terjaminnya keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum 

serta kualitas pelayanan, kenyamanan, dalam penyeleng-
garaan  transportasi udara; 

2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi  Udara 
yang stabil sehingga dapat memberikan sumbangan yang ber-
arti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan 
(sustainable growth); 
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3. Terwujudnya perusahaan penerbangan nasional yang efisien 
dan efektif serta kompetitif di pasar internasional ; 

4. Terwujudnya kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara 
yang terjangkau ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat 
ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran dis-
tribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga keu-
tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen 
Perhubungan Udara bertaraf internasional dan terbentuknya 
kelembagaan yang optimal dan efektif sehingga dapat mendu-
kung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang 
andal dan berdaya saing; 

6. Sarana pendidikan bagi masyarakat untuk menghargai 
profesionalisme dan peningkatan kualitas hidup manusia. 

7. Terwujudnya reformasi kelembagaan, peraturan perundang-
undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara; 

8. Terjaminnya prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberan-
tasan korupsi dan reformasi birokrasi melalui selesainya pro-
ses revisi UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan serta 
peraturan pelaksanaannya; 

9. Terwujudnya Penyempurnaan peraturan di bidang pener-
bangan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional. 

 

C. ARAH KEBIJAKAN 
     1. Pemenuhan standar keselamatan  transportasi udara yang 

sejalan dengan konvensi internasional  ICAO (International Ci-
vil Aviation Organization); 

2. Terjaminnya Peningkatan kualitas pelayanan transportasi 
udara nasional melalui pemenuhan prosedur kerja, standar 
pelayanan, dan On Time Performance serta Implementasi 
ketentuan keselamatan  penerbangan secara optimal; 

3. Terwujudnya Pengembangan/pembangunan prasarana ban-
dara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transpor-
tasi udara nasional. 

4. Terjaminnya Implementasi tatanan kebandarudaraan nasional 
yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif 
dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa trans-
portasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan keta-
hanan nasional. 

5. Terwujudnya reformasi kelembagaan, peraturan perundang-
undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara; 
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6. Terjaminnya prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberan-
tasan korupsi dan reformasi birokrasi melalui selesainya pro-
ses revisi UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan serta 
peraturan pelaksanaannya. 

7. Terjaminnya peningkatan kemampuan personil dibidang tek-
nis dan operasi harus memiliki sertifikat kecakapan personil 
(STKP) serta tenaga manajer dan administrasi secara berta-
hap, harus mengikuti jenjang pendidikan keprofesionalan di-
bidang transportasi udara. Terwujudnya pengembangan/ 
pembangunan prasarana bandara sesuai pola jaringan 
prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional. 

8. Terjaminnya Implementasi tatanan kebandarudaraan nasional 
yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif 
dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa trans-
portasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan 
ketahanan nasional. 

9. Terciptanya daya saing industri angkutan udara nasional 
dengan penerapan kebijakan liberalisasi angkutan udara se-
cara selektif dalam menghadapi pasar global;  

 

D. PROGRAM PEMBANGUNAN  
Pembangunan Transportasi Udara pada tahun 2008 bertujuan 
melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan trans-
portasi udara  melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan 
standar pelayanan minimal, peningkatan dukungan terhadap 
daya saing  sektor riil serta peningkatan investasi proyek-proyek 
infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai ske-
ma kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan prioritas 
menunjang pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan mem-
buka lapangan kerja , dan dijabarkan dalam 4 program yaitu : 
1. Program Pembangunan Transportasi Udara, bertujuan untuk 

mewujudkan pengembangan/pembangunan prasarana ban-
dara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transpor-
tasi udara nasional melalui : Terjaminnya implementasi 
tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hirarki 
fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan peme-
nuhan permintaan jasa transportasi udara serta menunjang 
wawasan nusantara dan ketahanan nasional dan men-
ciptakan daya saing industri angkutan udara nasional dengan 
penerapan kebijakan liberalisasi angkutan udara secara 
selektif dalam menghadapi pasar global; 

 

                                                                                                           
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 

VII-14



2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transpor-
tasi udara, bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas 
pelayanan transportasi udara nasional melalui pemenuhan 
prosedur kerja, standar pelayanan, dan On Time Performance 
serta Implementasi ketentuan keselamatan  penerbangan se-
cara optimal; 

3. Program Restrukturisasi dan Kelembagaan, bertujuan untuk  
mewujudkan reformasi kelembagaan, peraturan perundang-
undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara, menjamin 
prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi 
dan reformasi birokrasi melalui selesainya proses revisi UU 
No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan serta peraturan pe-
laksanaannya dan mewujudkan penyempurnaan peraturan di 
bidang penerbangan dan ratifikasi konvensi-konvensi interna-
sional; 

4. Program Peyelenggaraan Pimpinan Pemerintahan dan Kenega-
raan, bertujuan untuk menjamin peningkatan kemampuan 
personil dibidang teknis dan operasi melalui pemilikan 
sertifikat kecakapan personil (SKP) serta tenaga manajer dan 
administrasi secara bertahap harus mengikuti jenjang pendi-
dikan keprofesionalan di bidang transportasi udara. 

 
     Uraian kegiatan program tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 

TABEL VII-1 
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA                                           

TRANSPORTASI UDARA 

Program/Kegiatan 2008 Volume Miliar Rp 

Fasilitas Landasan 
Landas Pacu 
Taxiway 
Apron 
Shoulder 

 

403.310 m2 
33.014 m2 
7.200 m2 
75.097 m2 

144,240 

Bangunan dan Terminal 
Gedung Kantor 
Rumah Dinas 
Terminal 
Bangunan Operasional 
Pagar, Jalan, Parkir & Drainase 
Bangunan/Gedung Khusus 

 
988 m2 

1.638 m2 
4.207 m2 
2.782 m2 
57.995 m2 
1.932 m2 

46,808 

Rekondisi/Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan 
Pe-nerbangan : 
Faslektrik 
NDB 

 
 

7 unit 
17 unit 

 
8,573 

      Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2007 
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TABEL VII-2 
PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN                                                        

DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA 

Program/Kegiatan 2008 Volume Miliar Rp 

Operasional BelanjaPegawai dan Belanja 
Barang di Kantor Pusat dan UPT Ditjen Hubud : 
1. Honorarium Pelaksana Anggran 
2. Kegiatan PNBP 
3. Penyusunan Peraturan 
4. Penyuluhan/Penyebaran Info 
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
6. Evaluasi dan pelaporan 
7. Peningkatan Kinerja Pegawai 
8. Verifikasi Fasilitas Bandara 

151 Satker 110,063 

      Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2007 
 
 

TABEL VII-3 
PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA 

Program/Kegiatan 2008 Satuan Volume Miliar Rp 

1.Pembangunan/Peningkatan 
Fasilitas Landasan : 

     a. Landas Pacu 
     b. Taxiway 
     c.  Apron 
     d. Turning Area 
     e. Overrun 
     f.  RESA 
     g. Shoulder 
     h. Pekerjaan Tanah/Urugan Tanah 
     i.  Pembuatan Stop Way 
     j.  Rasionalisasi STRIP 

 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M3 
M2 
M2 

 

245.918 
3.825 
54.605 
7.430 
6.000 
49.212 

0 
4.770.002 

0 
0 

 2.Pembangunan Fasilitas Bangunan 
dan Terminal : 

    a.  Gedung Kantor 
    b.  Rumah Dinas 
    c.  Terminal 
    d.  Bangunan Operasional 
    e.  Pagar, Jalan dan Parkir 
    f.   Sumber air bersih 
    g.  Bangunan/Gedung Khusus 

 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

paket 
M2 

 

3.518 
1.241 
1.520 
2.871 

111.869 
10 

2673 

 
2.921,477 
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Program/Kegiatan 2008 Satuan Volume Miliar Rp 

 3.Pengadaan Fasilitas Keselamatan 
Penerbangan : 

    a.  ILS 
    b.  AFL 
    c.  DVOR & DME 
    d.  REIL, PAPI/PALS 
    e.  Tower Set + Recorder 
    f.   AMSC/AMSS/RADAR 
    g.  Penangkal Petir 
    h.  CCTV 
    i.   X-Ray (Cabin,Bagage,Cargo) 
    j.   Waklthrough MD 
    k.  VHF-Portable 
    l.   Hand Held MD 
    m.  UHF-HT 
    n.   HF-SSB 
    o.   Faslektrik 
    p. Kendaraan (PK-PPK, Comando, 

Rescue, Ambulance, Patroli, 
Trac-tor Mower, Roda 4, 
Runway Swee-per, Dump Truc, 
Tanki, Mainte-nance, Roda 2)  

    q.   RVR-System 
    r.    VHF-ER 
    s.    FIDS 
    t.    Sirine, Windsock 
    u.   NDB 
    v.   Genset, Solar Cell 
    w.   AC 
    x.   Mesin Potong Rumput 
    y.   Kursi Terminal 
    z.  Alat Pengolah Data  
   za. Tabung Pemadam 
 

 
Paket 
Paket 
Paket 
Paket 
Paket 
Paket 
Paket 
Unit 
Unit 
Unit 
Paket 
Unit 
Unit 
Paket 
Paket 
Unit 

 
 
 

Paket 
Paket 
Paket 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Set 
unit 
Unit 

 
9 
10 
15 
10 
21 
17 
14 
12 
42 
34 
23 
28 
134 
52 

1.157 
73 
 
 
 
5 
4 
14 

22,9 
1 

45,18 
54 
23 
219 
47 
88 

 4. Pelayanan Penerbangan Perintis 
dan Angkutan BBM di Sumatera, 
Kali-mantan, Sulawesi, NTT, 
Maluku, Maluku Utara, Papua dan 
Irian Jaya Barat 

Rute 
 
 

Drum 

96 
 
 

4.096 

 5. Study : 
     a. Pembuatan Master Plan 
     b. Pembuatan RTT 
     c. Pembuatan KKOP, UKL-UPL, 

GWS -84 dll 

 
Paket 
Paket 
Paket 

 
6 
10 
15 

 6. Pembebasan Tanah/Sertifikat Paket 152.954 

      Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2007 
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TABEL VII-4 
PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN                                                

DAN KEPERINTAHAN 

Program/Kegiatan 2008 Satuan Volume Miliar Rp 

1.  Belanja Pegawai Mengikat 
    Gaji, Tunjangan/Vakasi dan 
Lembur 

151 Satker 

2.  Belanja Pegawai Tidak Mengikat 
 

- - 

3.  Belanja Barang Mengikat 
     a.  Pengadaan ATK 
     b. Pengadaan Peralatan Penunjang 

Administrasi 
     c.  Perjalanan Dinas 
     d.  Biaya Pemeliharaan 
     e.  Pengadaan Pakaian Dinas 
     f.  Pengadaan Makan 

Minum/Obat/ Pemeriksaan 
Kesehatan 

     g. Pengadaan Suku Cadang Faslek-
trikpen 

     h. Pengadaan Barang untuk Pelak-
sanaan Tupoksi 

 

151 Satker 

 4. Belanja Barang Tidak Mengikat 
     a.  Biaya Sewa (Gedung, 

Kendaraan, Mesin Foto Copy 
dll) 

     b. Pokja Perencanaan, Pokja Keu-
angan dan Pokja Hukum 

     c.   Penunjang Pelaksanaan 
Tupoksi 

151 Satker 

321,562 

       Sumber : Ditjen Perhubungan Udara 
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BAB VIII 
PEMBANGUNAN UNSUR PENUNJANG TRANSPORTASI 
 
 
 
A. KONDISI UMUM  
     1.   Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan  
          Salah  satu  fungsi  utama pemerintah  adalah menyeleng- 

garakan pelayanan publik untuk pemenuhan publik atas 
kebutuhan barang dan jasa (good and services). Seiring 
dengan tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem 
pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah dituntut 
tanggung jawabnya untuk dapat memenuhi kebutuhan 
publik secara baik, teratur dan transparan.  

          Di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 
Tahun 2005 yang merupakan revisi Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, telah dibentuk 
“Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan” yang 
mempunyai tugas melaksanakan kajian dan perumusan 
kebijakan investasi dan evaluasi pelayanan jasa di 
lingkungan Departemen Perhubungan. Berdasarkan kajian 
dan evaluasi pelayanan jasa perhubungan, dapat dikatakan 
bahwa pelayanan publik di bidang jasa perhubungan pada 
saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, 
dikarenakan berbagai keterbatasan prasarana dan sarana 
perhubungan, serta pengembangan sumber daya manusia 
(human resources development).  

         Untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Pusat 
Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan berkoordinasi 
dengan instansi lain terkait (Direktorat Jenderal Perhubu- 
ngan Darat/Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut/ Direktorat Jenderal Perhubu- 
ngan Udara/Kementerian PAN). Dengan semakin mening- 
katnya kesadaran masyarakat mengenai pelayanan publik 
yang baik, teratur dan transparan, seiring dengan semakin 
tumbuhnya kemauan politik dari pemerintah untuk mela- 
yani kebutuhan publik yang antara lain tercermin dengan 
tersusunnya Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Pela- 
yanan Publik dan telah diterbitkannya Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/ 
7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelaya- 
nan Publik, maka ke depan Kementerian Perhubungan akan 
mengoptimalkan pendayagunaan Pusat Kajian Strategis 
Pelayanan Jasa Perhubungan untuk mengkoordinasikan 
kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan investasi prasara- 

            
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 

VIII-1



na dan sarana publik dan evaluasi pelayanan publik di 
lingkungan Departemen Perhubungan.  

 
   2.  Sumber Daya Manusia  
        Dalam kondisi saat ini Departemen Perhubungan dihadap- 

kan pada berbagai  tantangan kondisi nyata Sumber Daya 
Manusia  yang menuntut perubahan secara berkesinam- 
bungan. Kondisi nyata dimaksud antara lain:  

a. Kinerja SDM Aparatur Perhubungan yang tidak optimal 
sehingga mempengaruhi produktivitas tugas di Bidang 
Perhubungan  yang antara lain disebabkan oleh karena 
belum tersusunnya perencanaan SDM Aparatur Perhu- 
bungan (Man Power Planning), belum ditetapkannya kom- 
petensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas yang 
mengakibatkan penyelenggaraan diklat yang belum 
sesuai, kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang 
kurang mendukung, pola karier yang tidak jelas dan 
terencana, serta menurunnya  disiplin dan semangat kerja 
pegawai sebagai akibat tidak terpenuhinya perawatan dan 
kesejahteraan pegawai secara proporsional selain ku- 
rangnya keteladanan pimpinan dan pengawasan yang 
melekat. 

b. Nuansa birokratis sangat mempengaruhi pola kerja SDM 
Perhubungan dewasa ini, yang diindikasikan oleh belum 
proporsionalnya besaran serta kemampuan organisasi 
pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi serta 
mengadaptasi perubahan-perubahan serta implementasi 
system ketatalaksanaan pembangunan pemerintah yang 
sulit mencegah KKN dan penyalahgunaan wewenang, 
kecilnya pangsa SDM Perhubungan yang memiliki ke- 
mampuan teknis memadai. Sebagaian besar SDM Perhu- 
bungan khususnya di level operator berpendidikan mene- 
ngah ke bawah dengan tingkat kompetensi yang rendah. 

c. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan 
yang sekaligus menggambarkan antar kegiatan dengan 
layanan antar moda yang saling terintegrasi secara kesis- 
teman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk 
akibat peran sentral teknologi transportasi dan telematika 
tersebut telah melahirkan realitas baru, yaitu baik cermi- 
nan nuansa keterhubungan global maupun mobilitas glo- 
bal antara subsistem-subsistem kegiatan. 

d. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa 
terhadap kualitas layanan jasa dan mengharapkan dapat 
dicapainya :  
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1) Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelan- 
jutan dalam penyelenggaraan jasa yang pada giliran- 
nya dapat memberdayakan ekonomi nasional. 

2) Pemerataan manfaat persaingan atau kompetisi bagi 
pengguna jasa, baik penyelenggara maupun pemerin- 
tah dan akhirnya bagi bangsa dan negara Indonesia. 

3) Perlindungan terhadap pengguna jasa perhubungan 
dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga 
yang harus dibayar dan variasi atau ragam pilihan 
yang diperoleh. 

4) Regulator yang efektif menegakkan (enforce) peratur- 
an dan regulasi dan persyaratan dalam lisensi atau 
perijinan.  

 
Menghadapi tantangan tersebut diatas, Departemen  Perhu- 
bungan secara langsung dihadapkan pada kompetisi yang 
sangat ketat baik secara nasional maupun internasional 
dalam hal meningkatkan kualitas produk pelayanan dan jasa 
perhubungan yang pada akhirnya mempunyai implikasi 
terhadap kesiapan kualitas SDM Aparatur Perhubungan. 
Sampai dengan akhir tahun 2006 jumlah pegawai Depar- 
temen Perhubungan 28.656 orang dengan rincian 967 orang 
pegawai Setjen, 206 orang pegawai Itjen, 670 orang pegawai 
Ditjen Hubdat, 17.002 orang pegawai Ditjen Hubla, 5.916 
orang pegawai Ditjen Hubud, 324 orang pegawai Ditjen 
Perkeretaapian, 2.451 orang pegawai Badan Diklat, 247 
orang pegawai Badan Litbang, dan 873 orang pegawai 
Basarnas. Komposisi pendidikan terdiri dari 16 pegawai 
lulusan doktor, 804 pegawai lulusan magister, 108 pegawai 
lulusan spesialis,  4.624 pegawai lulusan sarjana, 289 
pegawai lulusan diploma-IV(DIV), 2.717 pegawai lulusan 
D-III, 598 pegawai lulusan D-II, 362 pegawai lulusan D-I, 
15.048 pegawai lulusan SLTA, 2.323 pegawai lulusan SLTP 
dan 1.767 pegawai lulusan SLTP/SD. 

Pengelolaan SDM Perhubungan pada saat ini mulai dila- 
kukan dengan pendekatan manajemen sumber daya manu- 
sia, menetapkan Standar Kompetensi, khususnya dalam hal 
pola karir, pola mutasi dan pola pelaksanaan Diklat yaitu 
dengan disempurnakannya Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM.464/DL.005/PHB.82 tanggal 15 Desember 1982 
tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dengan 
Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan. Dengan berla- 
kunya kebijakan otonomi daerah, Departemen Perhubungan 
telah memberikan sebagian besar kewenangannya kepada 
Pemerintah Daerah melalui kebijakan Desentralisasi Kewe- 
nangan, sehingga sebagian SDM Perhubungan telah dilim- 
pahkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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Dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi 
Departemen Perhubungan, telah dilaksanakan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyediakan SDM 
yang berkompeten, handal, terampil, ahli di bidang 
transportasi darat, laut, udara dan Perkeretaapian, serta 
memiliki daya saing tinggi sehingga menghasilkan lulusan 
diklat yang berkualitas baik, berstandar nasional maupun 
internasional serta memiliki sikap perilaku yang baik, 
disiplin, integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam 
melaksanakan tugasnya. Sampai dengan tahun 2006 jumlah 
lulusan diklat perhubungan sebanyak 346.744 orang, yang 
terdiri dari : diklat awal 3.998 orang, diklat prajabatan 4.314 
orang, diklat penjenjangan 567 orang, penataran 337.157 
orang dan diklat Luar Negeri 661 orang. Disamping itu telah 
dilakukan kerjasama pendidikan Pascasarjana Transportasi 
(magister dan doktor) dalam negeri dengan ITB, ITS, UGM, 
UNDIP, UI dan UNJ, selain itu juga dilakukan kerjasama 
bidang pengembangan diklat perhubungan dengan APEC, 
ASEAN, MPRI-USA, Denver University, ATSB (Australia 
Transportation Safety Board), Tokyo Merchantile  University 
dan Tokyo University of Marine & Technology. 

        Pusdiklat Aparatur Perhubungan dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2005 
tanggal 6 Oktober 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.  Pusdi- 
klat Aparatur Perhubungan dibentuk dalam rangka menyiap- 
kan pimpinan dengan bekal kemampuan yang lengkap dian- 
taranya kemampuan teknis professional dan kemampuan 
manajerial dengan visi dan misi yang jauh ke depan serta 
menghasilkan para lulusan yang mampu mengoperasikan 
peralatan kantor yang modern dengan menggunakan tekno- 
logi informasi mutakhir baik lisan maupun gambar dengan 
program-program diklat fungsional, struktural, intermodal, 
keselamatan dan bahasa.   

 
   3.  Pengawasan  Aparatur Negara   
        Realisasi pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang 

telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selama tahun 
2006 sebanyak 4124 temuan, telah selesai ditindaklanjuti 
sebanyak 3.394 temuan dan sebanyak 345 temuan dalam 
proses penyelesaian. Temuan yamg belum ditindaklanjuti 
(TPB) dari pemeriksaan yang dilakukan BPKP pusat dan 
BPKP Propinsi seluruhmya 189 temuan/kejadian.  Jumlah 
temuan hasil pemeriksaan BPK-RI  posisi hasil pemeriksaan 
semester 1 tahun 2006 adalah sebanyak 79 temuan, telah 
selesai ditindaklanjuti sebanyak 82 dan 99 saran masih 
dalam proses penyelesaian. Dalam melaksanakan 
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pengawasan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhu- 
bungan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi 
terkait, yaitu :  

        a.  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
             Koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Penda- 

yagunaan Aparatur Negara selaku koordinator pengawa- 
san oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meliputi 
permasalahan pengawasan secara umum dan pengawa- 
san masyarakat yang disalurkan melalui Kotak Pos 5000. 
Pengawasan masyarakat berupa surat pengaduan yang 
berkaitan dengan Departemen Perhubungan selama 
tahun 2006 tercatat 9 surat pengaduan yang diterima, 5 
pengaduan yang ditindaklanjuti, 4 pengaduan masih 
dalam proses dan 5 pengaduan dalam pemantauan.  

        b.  Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri  

             Koordinasi pengawasan dengan Inspektorat Jenderal 
Departemen Dalam Negeri berkaitan dengan pelaksanaan 
pengawasan di daerah, sehubungan dengan pelaksanaan 
kebijakan otonomi daerah. Pelaksanaan pengawasan 
dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengawasan 
Daerah (Bawasda), baik di tingkat provinsi maupun Kabu- 
paten/Kota.  

        c.  Koordinasi Pengawasan Dengan BAWASDA  

Dalam rangka mencapai hasil audit yang optimal dan 
didukung oleh Institusi Pengawasan di Daerah (Bawasda 
Propinsi) di masa yang akan datang, maka pelaksanaan 
koordinasi antara Inspektorat Jenderal Departemen 
dengan Bawasda Propinsi dilakukan pada awal tahun 
anggaran 2007, agar pelaksanaan audit Inspektorat 
Jenderal di UPT/Satker di Dinas Perhubungan dapat 
diinformasikan ke Bawasda Propinsi lebih awal. Sebelum 
pelaksanaan koordinasi, Inspektorat Jenderal 
menginformasikan rencana tersebut dalam Surat kepada 
Kepala Bawasda Propinsi sesuai lokasi obyek audit dalam 
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2007. 

d. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan 

Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan 
Dinas Perhubungan sehubungan dengan peraturan 
mengenai Tata Hubungan Kerja Departemen 
Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi c.q. Dinas 
Perhubungan sebagaimana diatur dalam Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2003 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. 
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e. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya 

Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan 
melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi berkaitan dengan klarifikasi temuan hasil 
pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional, khusunya 
menyangkut tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung 
berkaitan dengan temuan yang berindikasi tindak pidana  
korupsi, BPK-RI berkaitan dengan pemutakhiran data 
tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP 
yang berkaitan dengan pemutakhiran data tindak lanjut 
temuan hasil pemeriksaan BPKP. 

 
    4.  Penelitian dan Pengembangan  
         Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 

telah dikembangkan berbagai pemikiran dan pengkajian di 
sektor perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan 
kepada para pengguna jasa. Pada umumnya penelitian yang 
telah diprogramkan dapat diselesaikan, meskipun sering 
dijumpai hambatan/kendala baik teknis pelaksanaan mau- 
pun materi/data yang kurang tersedia. Bentuk pemanfaatan 
hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang 
dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : bahan masukan dalam 
perumusan kebijakan perhubungan; bentuk publikasi 
ilmiah, baik internal, nasional maupun internasional; dan 
pembinaan sumber daya manusia, dalam bentuk forum 
temu karya peneliti. Selama tahun 2006 Badan Penelitian 
dan Pengembangan Perhubungan telah menghasilkan 32 
studi yang merupakan bahan masukan guna perumusan 
kebijakan perhubungan; 16 kegiatan penunjang (temukar- 
ya, lokakarya, ceramah ilmiah dan   seminar) serta 20 buku/ 
publikasi ilmiah yang tercakup dalam warta penelitian, 
jurnal dan buletin.  

 
    5.  Pencarian dan Penyelamatan  
          Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta ke- 

majuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di 
bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang 
dari suatu tempat ketempat lainnya baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional mempunyai resiko tinggi, 
yaitu adanya kemungkinan terjadi kecelakaan yang menim- 
pa pengguna jasa transportasi  darat, perkeretaapian, laut, 
dan udara. SAR Nasional sebagai salah satu penunjang sub 
fungsi transportasi di bidang pencarian dan penyelamatan  
berkewajiban untuk melakukan pencarian dan penyela- 
matan terhadap orang dan material yang hilang, atau dikha- 
watirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran 
dan penerbangan sesuai  ketentuan nasional dan internasi- 
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onal di samping memberikan bantuan SAR terhadap benca- 
na dan musibah lainnya.  

 
B. SASARAN    
     1.   Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan 
            Sasaran Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan 

adalah terwujudnya : 
a. Pemantauan dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Ber- 

motor; 
b. Kajian Pelayanan Angkutan Penumpang Transportasi 

Laut Tahun 2008; 
c. Kajian Konsepsi Sistem Pengelolaan Pelabuhan di 

Indonesia Masa Depan; 
d. Kajian Konsepsi Pengelolaan Pelabuhan UPT Ditjen 

Perhubungan Laut Terkait dengan Rencana Pelim- 
pahan ke Pemda; 

e. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Pener- 
bangan Haji di Bandara Embarkasi/Debarkasi Tahun 
2008; 

f. Penilaian Unit Pelayanan Publik Tahun 2008; 
g. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak 

Lingkungan Hidup Dephub; 
h. Monitoring dan Sosialisasi P4GN; 
i. Penyusunan Data Base Pusat Kajian Strategis PJP; 
j. Kajian Konsepsi Pengelolaan Kereta Api Masa Depan 

(tahap 1); 
k. Penyusunan Pedoman Inspeksi/Pengawasan Pelaksa- 

naan Pengelolaan Lingkungan RKL/RPL Terminal Bus; 
l. Kajian Kesiapan Sektor Transportasi Udara Indonesia 

Menyongsong Pelaksanaan AFTA; 
m. Kajian Peningkatan Pengembangan Transportasi Mela- 

lui Investasi Asing Dalam Kerjasama Pemerintah dan 
Swasta (KPS); 

n. Penyusunan Pedoman Inspeksi/Pengawasan Pelaksa- 
naan Pengelolaan Lingkungan RKL/RPL di Pelabuhan; 

o. Kajian dan Evaluasi Kinerja Jembatan Timbang; 
p. Kajian Sistem Keselamatan dan Keamanan Penyeleng- 

garaan Kereta Api; 
q. Kajian Penyusunan Pedoman Konsepsi Pembangunan 

Berkelanjutan (Agenda 21) Sub sektor Transportasi 
Udara; 

r. Kajian Tingkat Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas di 
Pelabuhan; 

s. Kajian Keselamatan Penanganan Kecelakaan Trans- 
portasi Laut; 

t. Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu 
Sektor Perhubungan; 
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u. Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Strategis dan 
Pengaruh Dinamis Peran Stake Holder Terhadap Upaya 
Penegakan Keselamatan Transportasi; 

v. Standarisasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Dephub; 
w. Kajian ratio Kecukupan Peralatan Ground Handling 

Terhadap Jumlah Penerbangan.   
 
      2.  Pendidikan dan Pelatihan   
            Sasaran pembangunan Badan Diklat Perhubungan dia- 

rahkan kepada upaya penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan bidang transportasi guna mewujudkan masya- 
rakat Indonesia yang lebih maju. Untuk mendukung 
perwujudan masyarakat yang lebih maju maka penyeleng- 
garaan Diklat Perhubungan difungsikan melalui penye- 
diaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana diklat, kuri- 
kulum dan silabus yang berlaku secara nasional dan inter- 
nasional, serta sistem manajemen diklat. Dengan memper- 
hatikan arah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
tersebut diatas, sasaran pembangunan Badan Diklat 
Perhubungan adalah terwujudnya : 

a. Standar kompetensi bagi tenaga pendidik untuk meme- 
nuhi profesionalisme yang berorientasi pada safety 
culture; 

b. Sistem kurikulum dan silabus sesuai standard nasional 
dan internasional serta kebutuhan pengguna; 

c. Fasilitas diklat sesuai standar nasional dan interna- 
sional; 

d. Sistem Manajemen Diklat yang mampu memenuhi tun- 
tutan dan kebutuhan masyarakat serta dinamika per- 
saingan yang semakin tinggi; 

e. Pendidikan yang berbasis IT (Information Technology) / 
Computer Based Training (CBT); 

f. Kerjasama pengembangan SDM antar Negara; 
g. Mutual recognition endorsement antar certificate keahli- 

an dengan negara lain; 
h. Sistem informasi (Network) antar diklat baik diklat di 

dalam negeri maupun dengan diklat di luar negeri; 
i. Modul (bahan ajar) sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan; 
j. Lulusan diklat yang sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas; 
k. Lembaga Diklat yang sesuai dengan tujuan Diklat 

Perhubungan yang berbasis pada standar kompetensi. 

            Mendasarkan dan berpijak kepada hal tersebut diatas 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan sangatlah 
berperan dalam mengembangkan kualitas SDM aparatur 
di lingkungan sub sektor Perhubungan. Peran strategis ini 
dapat diperluas bukan hanya mencakup pengembangan 
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aparatur pemerintah sub sektor perhubungan, tetapi juga 
seluruh masyarakat Indonesia pemakai jasa   perhubung- 
an darat, laut, udara dan perkeretaapian. 

 
      3.  Penelitian dan Pengembangan 
            Sasaran Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ada- 

lah meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian 
dan pengembangan serta pemanfaatannya untuk perumu- 
san kebijakan Perhubungan dengan prioritas penelitian 
dan pengembangan pada pemecahan isu-isu strategis yang 
berkembang dan kebijakan umum Sistranas.  

 
      4.  Sekretariat Jenderal 
            Sasaran kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal (di- 

luar Pusat kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan) 
adalah terwujudnya :   

a. Dokumen rencana dan program sebagai acuan dalam 
penyelenggaraan perhubungan; 

b. Pengelolaan SDM Aparatur melalui pendekatan mana- 
jemen SDM yang professional; 

c. Tata kelola keuangan Negara, penyusunan laporan 
keuangan yang akurat/lengkap dan akuntabel, inven- 
tarisasi barang milik Negara/revaluasi asset yang 
efektif dan efisien serta intensifikasi dan ekstensifikasi 
PNBP serta tersusunnya Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) di lingkungan Dephub; 

d. Reformasi kelembagaan dan peraturan perundang- 
undangan di bidang perhubungan; 

e. Kerjasama luar negeri baik dalam skala regional mau- 
pun global; 

f. Hubungan pers dan media serta hubungan antar lem- 
baga yang harmonis, efektif dan efisien; 

g. Pelayanan jasa perhubungan yang prima; 
h. Sistem informasi manajemen perhubungan yang han- 

dal dan dinamis. 
   
       5.  Pengawasan 

            Sasaran bidang pengawasan perhubungan adalah terwu- 
judnya : 

a. Kehandalan perencanaan, pelaksanaan dan akunta- 
bilitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Depar- 
temen Perhubungan; 

b. Proses dan hasil audit yang berkualitas dan penyam- 
paian laporan yang tepat waktu; 

c. Pelaksanaan danpenyelesaian tindak lanjut hasil audit 
secara tepat waktu sehingga bermanfaat untuk pe- 
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ningkatan kinerja Departemen Perhubungan secara 
menyeluruh; 

d. Sarana dan prasarana penunjang audit secara me- 
madai; 

e. Sumber daya manusia yang profesional di bidangnya; 
f. Pengelolaan tertib administrasi anggaran dan disiplin 

anggaran di lingkungan Departemen Perhubungan;  
g. Sinergi pelaksanaan tugas internal Inspektorat Jen- 

deral; 
h. Koordinasi pengawasan dengan pihak pengawasan/ 

penegak hukum eksternal; 
i. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingku- 
ngan Departemen Perhubungan.  

 
      6.  SAR Nasional  
            Sasaran SAR Nasional adalah terwujudnya : 

a. Tertib administrasi di lingkungan Basarnas; 
b. Sarana dan prasarana SAR; 
c. Penyelenggaraan operasi SAR. 

 
C.  ARAH KEBIJAKAN  
       Pembangunan pendukung transportasi tahun 2008 dilaksa- 

nakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :  

       1.  Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan 
            a.  Terselenggaranya pelayanan prima pada unit-unit pela- 

yanan perhubungan; 

            b.   Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan 
pemberian fasilitas penanaman modal terutama inves- 
tasi dengan skema PPP infrastruktur transportasi;   

             b. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan 
untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku 
mutu dan menggunakan bahan baku yang ramah 
lingkungan; 

             c.  Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekat- 
an penataan ruang dan pengkajian dampak lingkung- 
an; 

       2.  Pendidikan dan Pelatihan 
            Kebijakan Badan Diklat Perhubungan disusun berdasar- 

kan rencana strategis baik stategi penyelenggaraan mau- 
pun strategi pembangunan Diklat Perhubungan. Kebijak- 
an ini diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Meningkatkan frekuensi dan jenis Diklat Perhubungan 
dengan indikator tersedianya tenaga kerja yang 
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professional dan berdaya saing tinggi sesuai kriteria 
dan standar profesi secara nasional dan internasional; 

b. Melakukan pembinaan dan peningkatan manajemen 
penyelenggaraan Diklat Perhubungan dengan indikator 
penyelenggaraan program Diklat sektor transportasi 
yang efektif dan efisien; 

c. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan sarana 
dan prasarana pendidikan dengan indikator terpenuhi- 
nya standar yang dituntut konvensi nasional dan inter- 
nasional; 

d. Melakukan penyesuaian dan pengembangan institusi 
penyelenggaraan diklat Perhubungan dengan indikator 
penyediaan tenaga sumber daya manusia Perhubungan 
yang merata di seluruh wilayah Indonesia; 

e. Melakukan evaluasi dan mengembangkan kurikulum 
dan silabus Diklat dengan indikator terserapnya lulu- 
san Diklat yang dapat mengikuti kemajuan IPTEK dan 
mampu bersaing dalam era globalisasi baik di pasar 
nasional maupun internasional; 

f. Melakukan akreditasi institusi Diklat Perhubungan 
(pemerintah, BUMN, Swasta) dengan indikator tercip- 
tanya lulusan Diklat Perhubungan yang dapat meme- 
nuhi standar minimum; 

g. Melakukan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi 
seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia 
Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan 
anggaran pendidikan secara berarti; 

h. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional 
serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan 
sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara 
optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak 
dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa 
lembaga dan tenaga kependidikan; 

i. Melaksanakan pembaharuan sistem pendidikan 
termasuk kurikulum, berupa diversifikasi jenis pendi- 
dikan secara professional; 

j. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah 
maupun diluar sekolah sebagai pusat pembudayaan 
nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan 
partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung 
oleh sarana dan prasarana yang memadai serta 
berbasis pada kompetensi; 

k. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem 
pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentra- 
lisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; 

l. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang dise- 
lenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah 
untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif 
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dan efisien dalam menghadapi perkembangan IPTEK 
dan seni; 

m. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini 
mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh me- 
lalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh 
komponen bangsa agar generasi muda dapat berkem- 
bang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan 
lindungan sesuai dengan potensinya. 

 
       3.  Penelitian dan Pengembangan  

a. Melaksanakan penelitian kebijakan peningkatan pela- 
yanan transportasi nasional; peningkatan Keselamatan 
dan Keamanan Transportasi; peningkatan Pembinaan 
Pengusahaan Transportasi Nasional; Peningkatan kua- 
litas Sumber Daya Manusia dan Iptek; peningkatan 
Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta 
Penghematan Penggunaan Energi; peningkatan Penye- 
diaan Dana Pembangunan Transportasi; dan pening- 
katan Kualitas Administrasi Negara di Sektor Trans- 
portasi; 

b. Meningkatkan anggaran sektor transportasi dalam 
bidang penelitian dan pengembangan, secara terkoordi- 
nasi meningkatkan kerjasama dengan perusahaan 
swasta, masyarakat, akademis, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota dan lembaga penelitian 
lain; 

c. Mengembangkan penelitian transportai secara nasional 
melalui kerjasama dengan universitas dan lembaga 
penelitian nasional; 

d. Mengembangkan kerjasama yang aktif dengan lembaga 
penelitian internasional dalam rangka inovasi dalam 
system transportasi; 

e. Mengupayakan agar data transportasi, hasil penelitian, 
informasi teknologi dan inovasi dalam bidang transpor- 
tasi tersedia bagi peneliti, perusahaan jasa transportasi 
dan bagi berbagai tingkat pemerintahan; 

f. Meningkatkan penerapan teknologi baru yang sesuai 
serta meningkatkan kesadaran dan minat dalam kegiat- 
an penelitian dan pengembangan; 

  
      4.  Sekretariat Jenderal  

a. Menyusun kerangka makro perencanaan dan kebijakan 
penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan 
prinsip-prinsip good governance; 

b. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan 
peraturan perundang-undangan dan kerjasama luar 
negeri; 
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c. Merumuskan kebijakan pentarifan dengan mempertim- 
bangkan aspek pasar, kepentingan produsen, konsu- 
men dan pemerintah; 

d. Membangun SDM Aparatur Departemen Perhubungan 
yang profesional, netral, akuntabel, beretika sesuai  
dengan nilai-nilai Lima Citra Manusia Perhubungan; 

e. Melakukan kajian kelembagaan dan ketatalaksanaan 
menuju kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berba- 
sis kinerja dan kemanfaatan hasil (Out Come); 

f. Melakukan tata laksana keuangan Negara, inventari- 
sasi barang milik Negara/ revaluasi asset, pengadaan 
barang/jasa, pemanfaatan barang milik negara yang 
belum dimanfaatkan, serta intensifikasi dan ekstensi- 
fikasi PNBP serta tersusunnya Harga Satuan Pokok 
Kegiatan (HSPK) di lingkungan Dephub; 

g. Membangun citra publik (image building) melalui 
harmonisasi fungsi kehumasan dan hubungan antar 
lembaga; 

h. Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem 
informasi manajemen perhubungan melalui penggu- 
naan data base dan sistem pengolahan data.  

 
 

      5.  Pengawasan  
a. Mewujudkan SDM yang handal dalam bidang pengawa- 

san dan dapat menguasai penggunaan perangkat tekno- 
logi informasi; 

b. Menyediakan sarana dan prasarana pengawasan yang 
memadai; 

c. Mewujudkan akuntabilitas pengawasan secara optimal; 
d. Melaksanakan audit pada daerah terpencil/ perbatasan; 
e. Mengupayakan tercapainya hasil audit yang berkua- 

litas, mengutamakan kualitas temuan hasil audit dan 
bukan kuantitas temuan hasil audit; 

f. Melaksanakan tindak lanjut hasil audit secara optimal 
dan tepat waktu.  

   

     6.  SAR Nasional  
a. Mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan operasi 

SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal 
yang maksimal; 

b. Mengupayakan pengerahan potensi SAR yang didu- 
kung oleh SDM yang profesional;  

c. Mengupayakan fasilitas SAR yang memadai; 
d. Mengupayakan prosedur kerja SAR yang mantap.  
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D.  PROGRAM PEMBANGUNAN  
     Pembangunan pendukung transportasi tahun 2008 dilaksa- 

nakan dalam beberapa program sebagai berikut :  
 

 

 TABEL VIII-1 
PROGRAM PENDUKUNG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI                              

ANTAR MODA 
 

Kegiatan Satuan Miliar Rp 

Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data 
dan Informasi  
Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia  
Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Interna- 
sional  
PenyelenggaraanSosialisasi/Desiminasi/Seminar/
Workshop/Publikasi 
Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Pera- 
turan Perundang-undangan 
Program Pengembangan Transportasi Antarmoda 

 

Paket 
 

Paket 
 

Paket 
 

Paket 
 

Paket 
Paket 

2,052 
 

0, 801 
 

3,140 
 

0,780 
 

0,021 
0,028 

       Sumber : Biro Hukum & KSLN, Setjen, 2007 
           
 
 

TABEL VIII-2 
       PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA 

Kegiatan Satuan Miliar Rp 

Pembinaan & Penyelenggaraan Administrasi Pen- 
didikan dan Pelatihan  
Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi. 
Pengelolaan Gedung dan Rumah Dinas Negara 
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  
Pengadaan Kendaraan 
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/ 
Lembaga 
Pengadaan/ Pengiriman Buku dan Bahan Cetakan  

  
 

Paket 
Paket 
Paket 
Paket 
Unit 
Paket 
Paket 
Paket 

 
Paket 

  
 

2,931 
3,189 
24,948 
1,665 
0,920 
4,711 
0,176 
0,965 

 
0,444 

Sumber : Biro Umum, Setjen 
 
 

TABEL VIII-3 
PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN & 

KEPEMERINTAHAN 

Kegiatan Satuan Miliar Rp 

Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan  
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 
Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Ke- 
arsipan, perpustakaan dan dokumentasi  

  
Bulan 
Bulan 

 

Kegiatan 

 
37,640 
48,247 

 

3,569 

        Sumber : Biro Umum, Setjen 
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TABEL VIII-4 
             PROGRAM PENDUKUNG  PENCARIAN DAN PENYELAMATAN 

PERHUBUNGAN 
 

Kegiatan Satuan Miliar Rp 

 
Biaya Operasional Pesawat/Helikopter 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor 
Baru 11.300 M2 
Pengadaan Rescue Boat Type 28 m 
Pengadaan Rescue Boat Type 36 m 
Pengadaan Rescue Truck 
Procurement for Improvement SAR 
Communication for Flight and Shipping Accident 
Project 
Biaya Operasional Kantor SAR Pusat dan Daerah 
Pengadaan Rigid Inflatable Boat 
Pengadaan Rescue Car 
Pengadaan Perlengkapan Rescue Helikopter 

 
unit 

 
m2

unit 
unit 
unit 
unit 
unit 

 
 

unit 
unit 
unit 

 
417, 53 

       Sumber : Badan SAR Nasional, 2007 
 
 
 
 

TABEL VIII-5 
PROGRAM PENDUKUNG  PROGRAM PENELITIAN DAN               

PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 

Kegiatan Satuan Miliar Rp 

 
Penelitian Lintas Sektoral 
 
Penelitian Manajemen dan Transportasi 
Multimoda/ dan atau Antar Moda 
 
Penelitian Transportasi Darat 
 
Penelitian Transportasi Laut 
 
Penelitian Transportasi Udara 

 
Paket 

 
Paket 

 
 

Paket 
 

Paket 
 

Paket 

 
21,73 

 
4,5 

 
 

4,5 
 

4,5 
 

4,5 
  

       Sumber : Badan Litbang Perhubungan, 2007 
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TABEL VIII-6 
PROGRAM PENDUKUNG  PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN 
 

Kegiatan Satuan Miliar Rp 

Operasional dan Pemeliharaan 1 Paket 297,77 

Perbaikan dan Perawatan Sarana Prasarana Diklat  UPT 53,56 

Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Paket 55,68 

Rating School Project di Sorong, Pangkalan 
Brandan dan Sorong Paket 151 

METI Project di Barombong, Makassar, Surabaya, 
Semarang dan Jakarta 
  

Paket 12 

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) : 
a. Education and Training METI Project 
b. Jasa Konsultan, Konstruksi dan Peralatan METI 

Project 
c. Modernisasi Lembaga Diklat Kepelautan 

 
Paket 
Paket 

 
Paket 

 
20 
180 

 
9,39 

Pengembangan STPI menuju Center of Excellence 
dan Program PC-120 
 

Paket 92,9 

Pengembangan STTD sebagai Pilot Project Kampus 
Ideal 

Paket 80 

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Peng- 
ajar 
 

Paket 14 

Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat  Paket 5,4 

       Sumber : Badan Diklat Perhubungan, 2007 

 

 
         TABEL VIII-7 

              PROGRAM PENDUKUNG  PENINGKATAN PENGAWASAN 
                                  DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA 

 

Kegiatan Satuan Miliar Rp 

Belanja Operasional Dalam Rangka Peningkatan 
Pengawasan 

Paket 31 

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Apa- 
ratur Negara  
  

Paket 4,1 

              Sumber : Inspektorat Jenderal 
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BAB IX 
PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN 

DI KAWASAN PERBATASAN 
 
 
 
A. KONDISI UMUM 
       Secara umum, hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan 

program pengembangan wilayah perbatasan antara lain : terlak-
sananya beberapa perjanjian dan kesepakatan  penanganan 
perbatasan dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea, 
Timor Leste, Pilipina dan Australia; tersusunnya data, informasi 
dan peta tentang garis batas dan pulau-pulau terluar di wilayah 
perbatasan; dilaksanakan pengembangan pulau-pulau kecil 
terluar yang strategis; terlaksananya kerjasama ekonomi melalui 
penanaman modal dengan negara tetangga dalam pengem-
bangan kawasan khusus di beberapa kabupaten di Provinsi 
Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dalam kerangka Sosek 
Malindo. Khusus di bidang perhubungan dalam kurun waktu 
2000-2006 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 
prasarana, serta sarana transportasi di wilayah perbatasan yang 
berpotensi untuk dikembangkan dan kawasan yang memerlu-
kan penanganan tertentu. Beberapa pengembangan dimaksud 
disampaikan sebagai berikut :  

      1.  Transportasi Darat 
           Di bidang transportasi jalan telah dilaksanakan pembangun-

an terminal antar negara di Pontianak, penyediaan subsidi 
operasi untuk pelayanan angkutan perintis jalan sebanyak 
169 bus siap operasi dan pengadaan bus perintis ukuran 
sedang sebanyak 30 unit. Di bidang transportasi sungai, 
danau dan penyeberangan telah dilakukan  pengadaan 
kapal penyeberangan 1 unit ukuran 100 GRT di Mimika –
Papua dan 2 unit ukuran 600 GRT untuk angkutan ke-
perintisan, penyediaan subsidi operasi kapal penyeberangan 
di 58 lintas, rehabilitasi dermaga perintis di Larantuka, Rote 
dan Alor, pembangunan prasarana dermaga di Aimere 
Maluku, pembangunan dermaga sungai lintas batas Nanga 
Bunut – Lanjak (Kalbar), serta pengadaan/pemasangan 
rambu sungai dan penyeberangan. 

      2.  Transportasi Laut 
           Di bidang angkutan laut tetap diprogramkan subsidi peng-

operasian armada angkutan laut perintis sebanyak 52 kapal 
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dan 52 rute yang sebagian melayani kawasan perbatasan,  
antara lain di Aceh, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua;  
secara rinci realisasi subsidi angkutan laut perintis tersebut 
adalah pelayanan angkutan laut perintis di Pulau Miangas 
(Sulut-Philipina) Rute R-8, R-9 dan R-10; Pulau Mapia 
(Papua-Palau) Rute R-35; Pulau Gag (Papua) Rute R-28, R-
39 dan R-40; Pulau Gebe (Maluku Utara) Rute R-27 dan R-
28 dan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) 
kepada armada PT. PELNI yang mendapat penugasan dari 
pemerintah serta  rehabilitasi fasilitas pelabuhan di kawasan 
perbatasan antara lain di Pelabuhan Malahayati, Meulaboh 
(Aceh), Lahewa (Sulawesi Utara) dan Wonreli (Maluku).  

           Di bidang kepelabuhanan sedang dilakukan dan telah disele-
saikan pembangunan pelabuhan Dumai, Kupang dan 
Bitung, pelabuhan Kecil (Small Port) di Propinsi NTT, 
Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua; pembangunan fasilitas 
pelabuhan di Sungai Nyamuk (Kalimantan Timur) dan 
Nabire (Papua), pelabuhan Tahuna dan pelabuhan Marore 
(Sulawesi Utara).  

           Di bidang Keselamatan Pelayaran telah dilakukan rehabi-
litasi Rambu Suar di Ujung Digul (Papua); rehabilitasi Kapal 
KPLP dan kapal Navigasi; pengadaan peralatan Sarana 
Bantu Navigasi, Pelayaran (SBNP) untuk Alur Laut Kepula-
uan Indonesia (ALKI) yang tersebar di beberapa provinsi; 
pembangunan kapal marine disaster 2 unit yang dibiayai 
pinjaman luar negeri;  pembangunan beberapa kapal patroli 
penjagaan laut dan pantai (klas II, III, IV dan V) serta 
beberapa kapal navigasi; rehabilitasi dan pembangunan 
Menara Suar dan fasilitas penunjang di Pulau Marore 
(Sulawesi Utara), Pulau Rondo (NAD) dan di Selat Ambalat 
(Kalimantan Timur). Disamping itu telah dilakukan peng-
amanan Selat Malaka melalui koordinasi dengan 3 (tiga) 
Negara yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia dengan 
mengefektifkan peran dan fungsi Pulau Nipah. 

 
      3.  Transportasi Udara   

Transportasi udara di kawasan perbatasan adalah bersifat 
promoting function dengan pendekatan penawaran (supply 
approach) berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu untuk 
mempertahankan kedaulatan NKRI, mengembangkan potensi 
ekonomi dan sosial budaya dalam rangka mempertahankan 
jati diri bangsa.  
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B.  SASARAN 
      Sasaran pembangunan perhubungan di kawasan perbatasan  

tahun 2008 adalah untuk memperlancar distribusi barang dan 
jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi 
disparitas antar kawasan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Sasaran tersebut difokuskan kepada : 

1. Tersedianya  prasarana  dan sarana perhubungan dengan 
kapasitas dan kualitas pelayanan memadai; 

2. Terjangkaunya pelayanan perhubungan ke seluruh wilayah 
perbatasan; 

3. Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan 
jasa perhubungan; 

4. Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang perhubungan 
yang saling menguntungkan serta dapat menarik investasi 
yang dapat memberikan nilai tambah; 

5. Meningkatnya aksebilitas angkutan udara di daerah terpen-
cil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan negara. 

 
C.  ARAH KEBIJAKAN 
      Pembangunan perhubungan di kawasan perbatasan tahun 2008 

dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 

1. Transportasi Darat 
a.  Membuka lintas-lintas baru dan memberikan subsidi 

pada angkutan perintis; 
b.  Memberikan prioritas pembangunan sarana dan prasara-

na ASDP dan sarana angkutan jalan termasuk terminal 
transportasi jalan antar Negara; 

c. Membangun sarana fasilitas keselamatan pelayaran dan 
rambu-rambu perairan daratan bagi angkutan sungai 
dan danau; 

d. Mengembangkan angkutan penyeberangan antar negara 
di kawasan perbatasan yang sudah berkembang. 

 
2. Transportasi Laut 

Pelayanan transportasi laut di kawasan perbatasan secara 
umum bersifat promoting function, politis dan bersifat 
pemerataan pembangunan. Di samping kawasan perbatasan, 
tercakup pula kawasan tertinggal dan daerah konflik serta 
daerah pasca bencana. Arah kebijakannya bersipat supply 
approach atau trade follow to the ship. 
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3. Transportasi Udara 
  Kebijakan pembangunan transportasi udara di  daerah perba-

tasan difokuskan pada: 

a. Bandar Udara di daerah perbatasan harus dapat mendu-
kung keamanan wilayah dan mampu didarati pesawat 
sekelas F-27 dengan daya dukung landasan mampu didara-
ti pesawat C-130 (Hercules); 

b. Bandar Udara di daerah perbatasan harus tersedia sarana 
dan prasarana penunjang bandara sehingga mampu me-
ngelola dan mengendalikan ataupun mampu melayani ope-
rasi penerbangan; 

c. Memberikan kompensasi subsidi operasi dan subsidi ang-
kutan BBM pada operator pelaksanaan angkutan udara 
perintis; 

d. Memberikan kemudahan berupa ijin penerbangan lintas 
batas kepada operator pelaksana angkutan udara di wila-
yah perbatasan meliputi pelaksanaan hak kebebasan ke-5, 
kebebasan dalam penentuan frekuensi. 

 
D. PROGRAM PEMBANGUNAN 

Pembangunan Perhubungan di kawasan perbatasan tahun 2008 
dilaksanakan dalam beberapa program sebagai berikut : 

1. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pem-
bangunan Transportasi Darat, meliputi kegiatan : 

a. Pengadaan dan pemasangan marka jalan lintas Kam-
pung Tanjung – Entikong; 

b. Pengadaan dan pemasangan guard rail lintas Sei Pinyuh 
- Kampung Tanjung – Entikong; 

c. Pengadaan dan pemasangan RJPP di lintas Pontianak – 
Entikong; 

d. Pengadaan dan pemasangan deliniator lintas Ngabang – 
Tanjung – Entikong;  

e. Pembangunan lapangan parkir terminal antar negara di 
Pontianak; SID terminal lintas batas negara tipe A di 
Papua; 

f.  Pembangunan dermaga/pelabuhan penyeberangan di 
Balohan – Sabang (lanjutan), Pulau Banyak NAD, Pulau 
Nipah, dan Tarakan; 

g.    Pembangunan kubus beton di Melongguane, Sulut; 
h. Pembangunan dermaga penyeberangan di Kabaruan, 

Sulut; 
i.    Pembangunan kapal perintis 500 GRT untuk lintas Tepa 

– Kisar; 

                                                                                                           
Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun  2008 

 

IX-4



j.    Pembangunan kapal perintis 600 GRT untuk lintas 
Bitung – Siau – Pananaru, Sulut; 

k. Subsidi angkutan perintis lintas Bitung – Siau, Sulut. 
 

2. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pem-
bangunan Transportasi Laut, meliputi kegiatan : 

a. Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis di 53 
Pangkalan antara lain : di Tapak Tuan, Tg. Pinang, 
Teluk Bayur, Pangkal Balam, Bengkulu. Surabaya, Tg. 
Wangi, Bima, Kupang, Sintete, Pulang Pisau, Kota Baru, 
Bitung, Tahuna, Pagimana, Kendari, Makassar, Ambon, 
Saumlaki, Tual, Ternate, Jayapura, Merauke, Biak, 
Sorong dan Manokwari; 

b. Pembangunan fasilitas pelabuhan antara lain : Ende, 
Tarakan, Nunukan, Manado, Marore, Miangas, 
Tangkiang, Bantaeng, Namlea, Biak, dan Fak-fak; 

 

3. Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pem-
bangunan Transportasi Udara, meliputi kegiatan : 

Rencana pelaksanaan pengembangan disusun berdasarkan 
rencana pentahapan pembangunan (design year), dilakukan 
sesuai urutan prioritas kebutuhan fasilitas yang harus 
tersedia terhadap masing-masing tahap pembangunan, 
sehingga program pembangunan transportasi udara di dae-
rah perbatasan  tahun 2008  antara lain: 

               TABEL IX-1 

                 PROGRAM PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENINGKATAN DAN 
                PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA DI KAWASAN PERBATASAN 

Kegiatan  Volume Miliar Rp 

Pembangunan Bandar Udara Dabo 
Pelapisan Landas Pacu 
Pengadaan peralatan komunikasi dan 
listrik 
 

 
18.400 m2 

1 Paket 

 

4.279 

Pembangunan Bandar Udara Saumlaki 
Learing & grubbing 
Pekerjaan striping di lapisan hutan pinus 
Pekerjaan striping dilapisan atas hutan 
semak  
Pekerjaan galian tanah dan pembuangan 
Pekerjaan urugan tanah dan pemadatan 
termasuk pengawasan 
 

 
300.000 m2 

280.000 m3 
 

20.000 m2 
185.000 m3 

 
49.500 m3 

 
 

13.385 
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Namun demikian adanya pertimbangan lain terkait dengan 
pemilihan dan penilaian yang telah dilakukan, maka priori-
tas pengembangan/pembangunan bandara adalah sebagai 
berikut: 

 
 

Prioritas 1 : 
a. Bandara Lasikin – Simeulue/Sinabang; 
b. Bandara Binaka – Gunung Sitoli/Nias; 
c. Bandara Lasondre – Nias Selatan /Pulau-pulau Batu; 
d. Bandara Enggano – Pulau Enggano/Bengkulu; 
e. Bandara Cut Nyak Dien – Nagan Raya/Meulaboh; 
f. Bandara Komodo – Labuhan Bajo; 
g. Bandara Jhon Becker – Kisar; 
h. Bandara Tardamu – Sabu; 
i. Bandara Lekunik – Rote Ndao; 
j. Bandara Baru Nias Selatan. 

 
            Prioritas 2 : 

a. Bandara Rokot; 
b. Bandara Melongguane – Sulawesi Utara; 
c. Bandara S. Condronegoro – Serui; 
d. Bandara Kuala Batee – NAD; 
e. Bandara Teuku Cut Ali – NAD; 
f. Bandara Hamzah Fanzuri – Singkil; 
g. Bandara Muko-muko – Bengkulu; 
h. Bandara Gewayantana – Larantuka; 
i. Bandara Namrole – Buru; 
j. Bandara Emalamo – Sula; 
k. Bandara Mali – Alor; 
l. Bandara Tual Baru – Malra. 

 
             Prioritas 3 : 

a. Bandara Tojo Una-una – Ampana; 
b. Bandara Nabire – Papua; 
c. Bandara Wai Oti – Maumere; 
d. Bandara Wonopitu – Lembata; 
e. Bandara Baru Bula – Seram Bagian Timur; 
f. Bandara Namlea – Buru; 
g. Bandara Mangole – Taliabu; 
h. Bandara Naha – Sulawesi Utara; 
i.  Bandara Numfor – Biak Numfor; 
j. Bandara Tanah Merah – Papua; 
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k. Bandara Muting – Papua; 
l. Bandara Sarmi – Papua; 
m. Bandara Miangas – Sulawesi Utara; 
n. Bandara Benjina – Kepulauan Aru. 

 
             Prioritas 4 : 

a. Bandara Wahai – Seram Bagian Timur; 
b. Bandara Pangsuma – Putusibau; 
c. Bandara Nunukan – Kaltim; 
d. Bandara Tolikara – Jayapura; 
e. Bandara Mopah – Merauke; 
f. Bandara Babullah – Ternate. 

 
Sejumlah bandara yang diusulkan untuk pengembangan merupa-
kan bandar udara yang sedang dan akan dibangun yaitu Bandara 
Enggano, Bandara Baru Nias Selatan, Bandara Hamzah Fanzuri, 
Bandara Tuang Baru, Bandara Tojo Una-una, Bandara Baru Bula, 
Bandara Miangas, Bandara Tolikara dan Bandara Saumlaki Baru. 
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BAB X 
KAIDAH PELAKSANAAN 

 
 
Seluruh jajaran Departemen Perhubungan wajib menerapkan 
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisi-
patif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian 
sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja 
Departemen Perhubungan ini. 

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” 
maupun dalam “kerangka anggaran”, penting untuk memper-
hatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik 
diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar 
program, dalam satu lembaga maupun antar lembaga, dalam 
direktorat jenderal/badan maupun antar direktorat jenderal/ 
badan dalam satu departemen, dengan tetap memperhatikan 
peran, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi yang melekat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Untuk mencapai sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan ke-
giatan yang telah diprogramkan, dapat dilaksanakan dengan 
memanfaatkan forum koordinasi perencanaan, forum-forum lin-
tas pelaku dan konsultasi publik. 

Penyusunan Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 
2008 merupakan acuan baik bagi seluruh jajaran Departemen 
Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
serta BUMN di bidang Perhubungan, maupun masyarakat terma-
suk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan 
program pembangunan. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan 
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :       

1. Seluruh jajaran Departemen Perhubungan, baik di pusat 
maupun di daerah, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembangunan sara-
na dan prasarana perhubungan menggunakan pembiayaan 
APBN 2008, serta BUMN di bidang Perhubungan, masyarakat 
umum termasuk dunia usaha yang bergerak di bidang jasa 
perhubungan, berkewajiban untuk melaksanakan program-
program rencana kerja Tahun 2008 dengan sebaik-baiknya. 

2. Bagi jajaran Departemen Perhubungan, RENJA Tahun 2008 
merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan 
publik yang berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran 
(budget intervention) dalam Anggaran pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008. Untuk mengupayakan 
keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan 
setiap program, maka dalam forum koordinasi perencanaan, 
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masing-masing Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan 
Departemen Perhubungan perlu menyusun : 

a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2008, yang 
merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai 
prioritas pembangunan sektor transportasi yang berupa 
kerangka regulasi, sesuai dengan kewenangannya. 

b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 
2008, yang merupakan program yang dipergunakan 
untuk mencapai prioritas pembangunan perhubungan, 
yang berupa kerangka anggaran, sesuai dengan kewena-
ngannya. 

c. Uraian sebagaimana pada butir b di atas, perlu juga 
menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang 
bersangkutan. 

d. Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan wajib 
mengkoordinasikan rancangan APBN bidang Transportasi 
Tahun 2008 dari masing-masing Direktorat Jenderal/ 
Badan di lingkungan Departemen Perhubungan. 

e. Bentuk formulir yang menggambarkan butir a, b, c, dan d 
diatas, dapat diambil dari data sebagaimana yang 
tercantum dalam tabel program dalam Rencana Kerja ini.    

3.  Pada akhir tahun anggaran 2008, setiap Direktorat Jenderal/ 
Badan dengan koordinasi Biro Perencanaan Setjen Departe-
men Perhubungan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran 
kegiatan yang ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan 
rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN, serta 
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan APBN dan peratura-
peraturan lainnya. 

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program setiap 
Direktorat Jenderal/Badan dengan koordinasi Setjen wajib 
melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan 
tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil 
pemantauan secara berkala kepada Menteri Perhubungan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
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